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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 
Karya-karya sejarah dcngan pelbagai aspek yang dikaJi dan 
dituli s melalui Proyck lnventansas1 dan Dokumentas1 Sc_1arah 
Nasiona l (Proyek lDSN) dirnaksudkan untuk disebarluaskan k1.: 
tcngah-tcngah masyarakat . Adapun ttq uannya ialah unt uk 
membcnkan bahan informasi kescjarahan kepada mas~ araka! 
Dcngan dcmikian diharapkan banyak pihak akan dapat mcna mbah 
pcngctahuannya tcntang sc_1 a rah. baik yang mcnyangkut akumulas1 
fakta maupun proses ter_tadi nya perist1\va . Di .>ampi ng itu par:1 
pcmbaca juga akan mempe roleh nilai-mla1 kese_iaraha n. ba il-. 
yang mcngenai kepahlawanan, kejuangan. maupun pcrkcmbangan 
budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam ka r\ J -
kar~ a sejarah itu . 
Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyck IDSN 1111 
tcntu tidak luput dari pclbagai kelemahan bahkan mungkin 
kesalahan-kesalahan . Namun demikian, kami ingin mcnyakinkan 
kepada pembaca bahwa kelemahan atau kcsalahan 1tu pastilah 
tidak discngaja 
Bcrdasarkan ketcrangan di atas kami sangat bcrtcrima kas1h 
kcpada pcmbaca jika sckiranya bersedia untuk membcrikan kritik-
kritik tcrhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu 
pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya ini di kcmudian 
hari 
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kcpada scmua pihak yang ikut serta. baik langsung maupun 
tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN 
ini sebagaimana adanya di tangan pcmbaca, kami sampaikan 
terima kasih. 
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~ii 
Prof. Dr. Edi Sedyawati 
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PENGANTAR 
Sc_1arah l'emikiran Hak-hak Azasi /i.1an11s1a d1 lndon c.\10 
merupakan salah satu has ii pelaksanaan kegiatan penelitian mro~ ck 
lnventansas1 dan Dokumentas1 Sc_1arah Nasional Dircktorat Scjarah 
dan N ilai Trad1sional Direktorat Jcnderal Kebudayaan Dcparterncn 
Pendidikan dan Kcbudavaan tahun 1993/ 1994. 
Buku 111 i memuat uraian tcntang hak-hak asas1 ma11us1 a ~ ang 
mcliput1 bndasan budaya konscp hak asas1 manusia di lndoncs1a. 
sc_1arah pc1rnkiran dan rnmusan hak asasi manusia scrta hubunganm ~ N 
dcngan gcrakan non-blok (GNB) 
Penulisan dan penerb1tan Sqarah Pcmikiran Hak-hak Asas1 
Manus1a ini dimaksudkan untuk men_1adi sumber acuan dan cmbar:lll 
mcngcna1 hal ten;ebut (Hak Azasi Manus1a). serta berbaga1 aspd 
sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia . 
Dcngan diterbitkannya buku ini. diharapkan akan mcmperk:l\ a 
khasanah kcse_1ar2.ha11 dan memberi embaran yang mcmadai bag1 
111asyarakat serta membcn petun.1uk bagi kajian se lanp1tn' ;i D1 
samping itu diharapkan akan mcnjad1 semacam acua n untuk dapat 
mcmbangkitkan kesadaran sc_1arah para gencras1 penerus tahadap 
gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan olch para 
pcndahulunya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Studi tentang "Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di 
Indonesia" didorong oleh kesadaran bahwa "Hak-hak A sasi 
Manusia" pada dasarnya mele kat dan tidak terpisahkan dari "konsep 
manusia" sendiri. Meskipun hakekat manusia di seluruh dunia 
adalah satu dan tunggal sebaga imana diajarkan oleh dokumcn · 
dokumcn semua agama da n dipertegas o ieh dokumen -dokumen 
poltti k, toh kesadaran tcnta ng manusia be1hcda-heda tingka t>1nnya 
scsuc1 1 uengan peradaba n dc1 n kcbuc!a ~.J :i r: ma~yarakWit ten11asuk 
kond isi kchidupan sosia l ekonorn inya. L1g i pula, kes~d a JWJ an itu 
scnd iri j uga tidak merata di segenap lapisan masyarakat, meskipun 
masyaraka t itu sendiri mengembangkan pcradaban dan kebud?yaan 
ya ng sama, karena dalam pra kte k kesadaran tersebut berka itan 
dengan kondisi sosia l ekonomi . Kesadaran tentang hak-h ak asasi 
tcrsebut umumnya diketahu i dari cetusan pernyataan, ata u ru m u•;an 
ajaran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktek p(l ra 
pembuat cetusan, pernyataan, atau rumu san tentang hak-hak asasi 
ma nusia berasal dari kalangan te rpilih alias c lit dari masyara katn ya . 
Dengan demikian, pernya taan-pernyataan tentang hak-hak 
asa si m anusia dalam s uat u masyarakat pada dasarnya juga 
merupakan pemahaman dan rcnghayatan kon sep kemanusiaan kaum 
e lit , khu usnya tenta ng apa harkat dan martabat dirinya send ir i 
scbaga i manusia di tcngah kchidupan masyara katnya sesuai dengan 
peradab;in, kebudayaan , dan kondisi sosial ekonominya. 
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Hak asasi manusia pada dasarnya mengandung kebebasan dan 
kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia mengandung 
unsur dasar kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan 
harkat dan martabatnya sebagaimana digambarkan oleh kebudayaan 
masyarakatnya. Pertumbuhan dan perkembangan diri dalam upaya-
upaya pengejawantahan harkat dan martabatnya, manusia mengenal 
tiga konteks. Pertama, konteks internal dan temporal yakni untuk 
menjadi lebih dari kondisinya sendiri sekarang; kedua, konteks 
relational dengan sesama, yakni dalam kedudukan sama dan seim-
bang dengan orang-orang lain; dan ketiga, konteks material, yakni 
memiliki materi sehingga dapat menjamin pertumbuhan diri dan 
rehsinya. Para ahli filsafat manusia menyebut hak untuk pengem-
bangan diri atau "personal growth" sebagai konsekuensi dari konsep 
"to be", yakni proses mencapai harkat dan martabatnya secara 
optimal; pengembangan keserasian relasi sosial atau "existential 
harmony"; dan pengembangan pemilikan sarana materi atau "to 
have ·'. 
Secara konseptua!, hak-hak asasi manusia adalah pengertian 
rclati•)nal yang bersifat relatif dan terutama diukur dengan perim-
bangan dengan sesama. Jadi, "kebebasan untuk" pengembangan diri, 
pengcmbangan harmoni, dan pengembangan pemilikan manusia 
hanya dapat dipahami dengan betul dalam perimbangannya dengan 
manusia lain yang termasuk suatu masyarakat dan satu budaya yang 
sama. Artinya dalam suatu masyarakat terdapat "kebebasan untuk" 
yang sama di antara semua orang. Artinya, kendatipun konsep 
hak-ha k asasi manusia secara hakiki adalah sama bagi semua 
n1anus ia di sepanjang zaman dan di segala masyarakat - sesuai 
o.1;1 .. ~;NNN . ~esamaan harkat dan martabat manusi<l yang satu dan 
tu1. ·b , sebagaimana telah disinggung di atas - konseptualisasinya 
bcrbeJa-beda karena masing-masing konsepsi tcrbatas oleh dan 
berkonteks "lingkungan zaman dan sosial". 
Dalam masyarakat yang sepenuh hidupnya berlandaskan tradisi, 
konsep hak-hak asasi manusia tidak menjadi masalah, karena nilai-
nilai budaya berlaku secara stabil dan tidak berubah , schingga dapat 
fungsional sepanjang zaman. Dalam masyarakat tradisional, scgenap 
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anggota masyarakat menikmati kebebasan untuk menjadi dirinya, 
menikmati harmoni, dan te rjamin secara material , sesuai dengan 
kebutuhan yang diajarkan oleh kebudayaan dan adat kehidupan 
masyarakat. Kebudayaan tradisional memberikan kedamaian 3tau 
ketenangan batin kepada setiap orang berdasarkan nilai yang 
sama-sama dijunjung tinggi dan diterima tanpa dipertanyakan oleh 
semua orang. Kebudayaan tradisional menjamin bahwa setiap orang 
memperoleh haknya, diperhatikan kepentingannya dan dipuaskan 
kebutuhannya sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing 
dalam struktur sosial budaya. Oleh karena itu, cetusan, pernyataan, 
apa lagi rumusan tentang hak-hak tersebut tidak dibutuhkan . Dan 
dengan sendirinya rincian dan penjabaran dari konsep tersebut juga 
tidak perlu dikembangkan. 
Menurut catatan sejarah, cetusan pernyataan dan rumusan 
hak-hak asasi manusia dengan segala rincian dan penjabarannya 
muncul bila masyarakat mengalami perubahan, terutama bila 
masyarakat terlibat dalam pergaulan dengan masyarakat-masyarakat 
lain, sehingga kebudayaan tradisi tidak mampu lagi memberikan 
jawaban yang mcmuaskan kepada warga masyarakatnya . Keter-
libatannya dalam pergaulan dengan masyarakat lain menimbulkan 
pertanyaan tentang hak-hakny a sebagai masyarakat - kesatuan 
manusia yang beradab dan berbudaya - sehingga muncul 
serangkaian pertanyaan yang makin rin ci dan terj abar: siapa kita 
dan siapa mereka; mengapa kita begini dan mengapa mereka begitu; 
bagaimana caranya agar mereka seperti kita atau kita seperti mereka; 
bagaimana carany:i agar kita mendapat perlakuan sama dengan cara 
kita memperlakukan mere ka, dan seterusnya . Singkat kata, 
hagaimana usahan ya agar kebebasan kita untuk menjadi diri kita 
tidak hilang dan hagaimana caranya agar kebebasan kita menjadi 
sepadan dengan kebebasan mereka. Pertanyaan-pertanyaan macam 
ini timbul terutama bila kaum elit mengalami dan merasa kehilangan 
rangkaian "kebehasan untuk" yang seharusnya mereka nikmati. 
Maka, tidak mengherankan bila, cetusan tentang hak-hak asasi 
manusia umumnya dikonsepsikan, dicetuskan, dinyatakan, dan 
dirumuskan pada saat mereka menyadari tertindas, terjajah, dan 
terperas. Begitulah kaum elit Inggeris, Amerika, Perancis, dan 
bahkan Rusia menyatakan "kebebasannya" dan "menuntut hak-hak 
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asasinya sebagai bangsa". Artinya, kepen:tingan masyarakat 
ditransformasikan menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa yang bebas, 
berdaulat, dan bermartabat. "Kebebasan bangsa" yang dimaklumkan 
oleh para pemimpin masyarakat-masyarakat tersebut di atas 
semuanya dilandasi oleh kesamaan pengertian dan pendirian: bahwa 
manusia pada bakekatnya dilahirkan sama; bahwa penindasan, 
pemerasan, dan penjajahan harus dihapuskan, karena bertentangan 
dengan harkat dan martabat manusia (human dignity). Maklumat 
kebebasan bangsa umumnya dinyatakan sebagai hak untuk bebas 
dari dominasi bangsa lain dalam segala b(;ntuk dan manifes-
tasinya. 
Maklumat tentang "hak untuk bebas dari'' tersebut umumnya 
dinyatakan sebagai "Mukadimah" atau "Preamf:o/e" dari seperangkat 
butir pendirian tentang "kebebasan untuk" menjadi bangsa yang 
berdaulat dan bermartabat yang menjamin "hale bebas untuk" bagi 
segenap warga masyarakat/bangsanya dan "hak bebas dari" 
dominasi apa pun, termasuk dan terutama penyelewengan kekuasaan 
dan pemerintahan yang semula dibangun untuk melindungi rakyat-
nya menikmati perkembangan diri sesuai harkat dan martabatnya 
itu. Dengan kata lain, maklumat "kebebasan dari" dalam bentuk 
preamble umumnya dirinci dan dijabarkan dan lain bentuk undang-
undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya demi terlindunginya 
"hak-hak asasi warga negara". Dalam alam kemerdekaan bangsa, 
kaum elit dan rakyat sama-sama belajar "mengartikan" apa yang 
dimaksud dengan hak-hak asasi sebagaimana tercantum dalam UU 
dan Peraturan . Proses bclajar ini berlangsung dalam kehidupan 
sosial politik kebangsaan, karena dalam alam kemerdekaan terse-
but budaya tradisional sudah tidak mungkin lagi menjamin "hak 
kebebasan untuk" yang semula diasumsikan atau diterima sebagai 
kebcnaran tanpa pernah dipertanyakan. Hidup kebangsaan dan 
kencgaraan merupakan transformasi dari kehidupan masyarakat 
dinamis karena terlibat dalam pergaulan antarbangsa yang memiliki 
tingkat peradahan dan kebudayaan yang berbeda-beda. 
Dalam konteks uraian di alas itulah studi mengenai "Sejarah 
Pemikiran tentang Hak-hak Asas i Manusia" ini dilakukan. 
Kehudayaan tradisional dengan puncak-puncak kebudayaan daerah-
nya itu pada dasarnya mengajarkan hak-hak asasi manusia secara 
tcrsirat dan diasums ikan saja . Kebudayaan tradisional dapat 
dikatakan, tidak pernah mencatat cetusan, pernyataan, dan rumusan 
hak-hak asasi manusia bagi kepcntingan warganya. Semuanya 
mengasumsikan hahwa masing-masing orang "mempunyai kebe-
basan insaniah" yang sesuai dcngan ajaran nilai-nilai budaya yang 
hcrlaku . Sebagai hak-hak yang diasumsikan hak-hak asasi manusia 
itu tidak tertulis, sehingga juga tidak didokumentasikan. Dalam hal 
ini perlu dicatat bahwa setiap pendokumenan berarti juga mengun-
dang penafsiran dan kritik berdasarkan kepentingan masing-masing 
orang. 
Begitulah kita membaca bahwa dokumen tentang cetusan, 
pernyataan, dan rumusan hak-hak asasi manusia hampir semuanya 
ditulis da lam saat-saat di mana hak-hak itu disadari sedang dalam 
keadaan bahaya atau setidaknya hanya sebagai bentuk "cita-cita 
scmata" dan tidak terlihat ataupun dialami dalam kenyataan hidup 
sch ar i-hari . Dalam hal ini pe rlu diingat bahwa sela in debat tentang 
bentuk da n dasar negara yang hernilai historis itu, tulisan-tulisan 
para pt:m ikir kernerdckaan , termasuk Raden Ajeng Kartini , pun 
mcrupa ka n do ku nen tentang cctusan hak-hak asasi manusia yang 
selayaknya di pehj ari . Dokumen tcrpenting tentang rnngkuman 
"kons .p ha k h::ik asa si man u:-,ia '' lndoncsia secara bulat tcrwujud 
da lam Pancasila vang rn 1.: n jad i idcoi og i hangsa, sebagaimana tcr-
ca ntum da!am "Pi:mbuk aan " li UD 1945. Tcntang Pa ncasila sebaga i 
rum us::in idco log i hangsa t1 Jak pernah menimb ulkan kritikan intcr-
nasionnl. teta p i cfckti vitasnya ~cbagai komunikasi po lit ik da lam 
huhungan intc rn:l ;ional hc lum nam pak. 
Dalam perj; lan an sej a ra h tcn tang celusan, pern yataan , Jan 
rumusan hak-hak asas i m:1n u-;i a merupa kan konsep politik yang 
mcm punya i konsekuens i nas iona l maupun internas ional , karcna 
sopan-s:rn tum berncgara tidak ha nya menjadi urusan dalam ncgcri 
hangsa yang bcrs(!n g kutan , td >1 pi juga merupakan komunikasi 
po lit ik intcrnas io nal. Begilulah jaminan perne: intah atas pcrlindu-
ngan dan penikmatan hak -h<1k asasi manusia sclalu dipcrtanyakan 
dalam ko ntcks inl.ernasionai pada saal "perlakuan politik" terhadap 
warga negarnnya diangg::ip mengahaikan atau hahkan bertentangan 
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dengan harkat dan martabat manusia . .Kritik internasional terbadap 
pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia mulai sejak 
Indonesia diakui kedaulalannya (1950) - bukan sejak proklamasi 
kemcrdekaan 17 Agustus 1945. Serangkaian tindakan aparat 
keamanan dan rakyat Indonesia dalam upaya penumpas DI/III, 
Permesta, G .30.S/PKI, dan langkah-langkah pemulihan keamanan 
sepcrti dalam peristiwa-pcristiwa Malan {1974), Petrus atau Penem-
bak Misterius ( 1980-an), GPK (Gcrakan Pcngacau Keamanan) Acch, 
Lampung, dan Timor Timur, maupun perlakuan para tahanan politik 
(tapol), khususnya gcmhong-gcmbong G.30.S/PKI selalu mendapat 
kecaman internasional dan dituding scbagai "pclanggaran-
pelanggaran berat" (gross violations) terhadap hak-hak asasi 
manusia. Sekali lagi, dalam hat ini pc:rlu diingat bahwa kritikan 
intcrnasional - terutama dari Barnt ·- tidaklah ditujukan pada 
rumusan resmi scbagaimana tercantum dalam "Pcmbukaan" ataupun 
Butir-butir dalam Batang Tubuh UUD i. 945 itu, melainkan semata-
mata terarah pada perilaku pcmerintah krhadap sekclompok rakyat-
nya yang dituduh mcngganggu ataupun menghambat program 
pemerintah. 
Dalam pemhelaan terhadap tudingan internasional tentang 
pelanggaran hak-hak asasi manusia, Indonesia beruntung karena 
hcrgahung dan hahkan sempat menjadi pemimpin dari Gerakan Non-
Blok yang sama-sama menyadari perlunya membuat pembelaan 
yang sama, karena mereka hidup dalam "kondisi masyarakat" yang 
sama-sama sedang memhangun. Dan dalam kedudukan sebagai 
pemimpin Non-Blok itulah Indonesia aktif menyuarakan kepen-
tingan Non-Blok lewat "The Jakarta Message" (1992), yang di-
anggap sehagai kclanjutan dan kulminasi dari "Dasa-Sila Bandung" 
( 1955). Bahkan Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rum ah 
"Konfercnsi Asia-Pasifik tentang Hak-Hak Asasi Manusia" 
(1993). 
Begitulah pelaksa11aa11 perlindungan hak-hak asasi manusia 
menjadi hahasa komunikasi politik dalam hubungan internasional. 
Dalam mempcrhaiki citra tcntang "perlindungan" hak-hak asasi 
tersebut, Indonesia tclah berhasil menyelenggarakan serangkaian 
diskusi pcmhahasan, dan seminar pendahuluan hak-hak asasi 
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akademik, politik, maupun birokrat. Rangkaian pembicaraan ter-
sebut a khirnya menghasilkan kesepakalan tentang didirikannya 
Komite Hak-Hak Asasi Manusia. 
Studi pendek ini mencoba mcrangkum sejarah pem ikiran 
ten tang hak-hak asas i manu sia yang berkembang sejauh ini. U ntuk 
m e muda hkan pemahaman, studi ini dibagi menjadi enam bab dengan 
lampiran tiga dokumcn penting yakni Pembukaan UUD 1945 dan 
naskah Universal Declaration of Human Right (1948) yang Le lah 
diterjemahkan secara resmi oleh Kementrian Penerangan Republik 
Indones ia tahun 1952. Keena m bab tersebut disusun Jengan urutan 
sebagai berikut. Bab I Pl:nda huluan, bab II Landasan Budaya 
K onsep Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia , bab III Tinjauan Historis 
K onsep Hak-Hak Asasi M a nusia, bab IV Hak Asasi M anusia sebagai 
Komun ikasi Politik Antarbangsa , bab V Hak Asasi Manusia dalam 
Kehidupan Politik Indones ia, dan bah VI Penutup. Sedangkan 
lampiran, terdiri atas dokumen I Pernyataan Sedunia Tentang 
Hak-HakAsasi Manusia, dokumen II Persamaan Pasal-pasal UUDS 
1950 dengan Pernyataan Sedunia tentang HAM, dan dokumen Ill 
UUD 1945. 
Studi pe nde k in i J ilakuka n scbagai s ebuah Proyek Kajian dari 
Dircktorat Sejarati dan N ila i-nilai Tradis iona l dari Direktora t 
Jenderal Kebudaynn , Dcpartemcr. Pen didikan Jan Kebudayaan 
Republik Indonesi 1, lahun takwin 1993 . Kepada p 1mpinan proyck, 
kam i para pelaku kaj ian m enguc1p kan h:m yak terimakasih atas 
dukungan dan kep ercayaannya. 
H,1 ·a pan k<!rn i, :,.,cmoga s tudi sin gka t ini berma nfaat sebagai 
baca,rn dasar bagi kh a !aya k banyak d i Ind onesia . Akhi rnya, perlu 
kirnn"a ditamhahkan bahwa ha;:,i J tudi W.~i mer pakan pcrt..:muan 
panda ngan (meeting o f minds) tiga aktivis kajiar. ya ng semula 
masi ng-masing sccara terpisah mcmang ~ udah menaruh perha tian 
pada masa lnh hak asasi manus ia . Da!am hcnruknya yang sekara ng, 
la poran :'.>tud i ini mer upaka:i basil prost~ !>t:rangkaian "pertemua n 
p;indang:i n" yang terj adi sccarn tcratur dan beru lang kali, sehingga 
terj alin satu hak cipta bersama . Untuk menunjukkan kebersamaan 
hak ci pta tersebut, kami para pelaku kajian menuliskan nama dalam 
sebuah urutan alfa'Jetik. 
BAB II 
LANDASAN BUDAYA KONSEP HAK ASASI 
MANUSIA DI INDONESIA 
2.1 Pendahuluan 
Sebagai negarn anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada 
tanggal 10 Desember kita mengadakan upacara p·~ringatan kelahiran 
Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai peng:hormatan dan pe-
ngakuan akan harkat dan martabat manusia sebagaimana diumum-
kan oleh dokumen PBB Declaration of Human Right pada tanggal 
10 Desember 1948. Untuk isi Deklarasi secara lengkap lihat 
"Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia" dalam lampiran 
1). Upacara peringatan ini terutama dilakukan dalam bentuk pe-
mahaman kembali (re-evaluasi), penafsiran kembali (reinterpretasi), 
dan pemikiran kembali (rethinking) baik tentang konsep HAM itu 
sendiri, maupun tentctng pelaksanaannya dalam praktek baik da-
lam tingkat pergaulan internasional maupun dan terutama dalam 
tingkat kehidupan nasional. Pemahaman, pemikiran, dan peninjauan 
kembali HAM bertepatan dengan hari Declaration of Human Right 
ini dapat menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar, yakni 
apakah kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia hanya karena 
HAM tercantum dalam dokumen PBB? Apakah kita mengenal, 
memikirkan, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia hanya 
karcna Indonesia menjadi anggota PBB? Kalaulah demikian halnya, 
bagaimana kiranya dengan kehidupan hak-hak asasi manusia dalam 
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negara Indonesia yang benlaulat sebelum diterima sebagai anggota 
PBB? 
Dalam bab ini disajikan sebuah pemikiran bahwa hak-hak asasi 
manusia berkembang di dalam masyarakat Indonesia -- sebagai-
mana dalam semua masyarakat lain di dunia -- sesuai dengan 
perkembangan sosial budaya dan pemahamannya tentang hakekat 
manusia yang dihayatinya . Dengan demikian, dengan atau tanpa 
memegang kartu keanggotaan PBB, Indonesia telah mengcm-
bangkan pemikiran dan mcnjunjung tinggi hak-hak asasi manusia 
sebagaimana dimungkinkan oleh kondisi sosial budayanya . 
Keanggotaan kita dalam PBB terutama menjadi standar "kritcria 
komparatif" dan pendorong percepatan perkembangan dan pclak-
sanaan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak-hak 
asasi manusia berkontcks kebudayaan dalam setiap masyarakat. 
Oleh karena itu, perkembangannya berjalan sesuai dengan pcrkcm-
hangan kebudayaan kita, tcrutama dalam pemahaman budaya ten-
tang kehi dupa n manusianya. Konsep hak-hak asas i manusia dcngan 
sendiri nya muncul bukan dala m ke kosong an hidup, melainkan lahir 
dari pema haman Li an pcngha yat an mart abat manusia da l;rn1 
kchi dupan sosial kcnw !> yarakatan. 
2.2 L andasan Pemik ira11 Budaya 
.l\.ch11'..! ,1yaa n p:.J;, ~iW. arn y;1 .1 o! :1L1h prnses ~.aru i.1 ni cma-
n u ~ iilh.an dir in) a d,111 lingku nt~;Nn liil!u1rny.i . Ar tin ya rnan u ~n dcngari 
s•_!u1 uh Jay.t krea ivi t;«., in:..,;.1t1r, interabi , Lia n k.iry.i 11 ya hcrgcrak 
mc.:nUjU kc.-.cmpurn a;i,1 kc.: !ll .ilillSi,nnn);1 J :ngan mc ngang ·:.it harkat 
da n 111.1rldtl:1 tr.ya ~c~ u .u Lil ng.01 h.i rKat hid upnya. Alam lingkungz.n 
di lu ar di ri nya mcm pcrok h nll .11 ma nusia wi ka rcna bcrfungs i 
mcnjaJi l'ksprcs i dar i ha rkdl da n rw1rtahatnya. Artin ya , man usia 
mcma nifc::, ta::,i ka n kcst:larasan akal hucl i, rasa, karsa , dan ka rya lewat 
dirin ya dan li11g keng:in nya . Dun ia ling kungan di lu ar diri manusia 
tidak ha ny(J mengemh:rngk.1 n polcnsi manusia untuk memiliki (to 
have) tetap i teru tam;i untuk me11jadi (to be), yakni perjalanan 
memcnuhi panggilan hakiki kehidupannya. Dan dengan pem-
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budayaan atau pemanusiaan dirinya itu manusia mewahyakan budi 
luhur berkat cahaya wahyu ilahi dalam kepercayaan pada Yang 
Mahacsa . 
Kebudayaan Indonesia merupakan proses pemanusiaan diri 
dalam bentuk keselarasan hidup, yang oleh para pemikir dan bapa 
bangsa telah dirumuskan sccara ringkas dan pad2.t dalam Pancasila. 
Adapun rumusan Pancas ila sebagaimana tercantum dalam "Pem-
bukaan" UUD 1945 adalah bcrbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha 
Esa, (2) Kemanusiaan yang AJil dan Beradab, (3) Persatuan Indo-
nesia, ( 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikrnat Kebijaksanaan 
dalam Pcrmusyawaratan/Perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi 
Scluruh Rakyat Indonesia . Para ahli filsafat kita telah menunjukkan 
bahwa sila pertama, Kctuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dari 
scgala sila (Notonegoro, 1959: 106-107). Dengan mengacu pada 
pemikiran tersebut, dapat kiranya dikembangkan pemikiran bahwa 
manusia Indonesia dan kebudayaan scbagai proses pemanusiaan 
dirinya dapat digambarkan menjadi scbuah segitiga yang sama sisi 
dc ngan puncaknya adalah Kctuhanan Yang Maha Esa (sda I)_ 
scdangkan kedua sudut dasarnya adalah sila II dan sila Ill. IV. dan V 
Unt uk .1clasnya baik kiranya diperhatikan Gambar 1 berikut. 
I I 
Gamhar I. Konscp Manusia mcnurut hebuda~·aan Indonesia 
S.I 
Keterangan . 
S.I Sita Pertama 
S. II Sita Kedua 
S.tll Sita Ketiga 
S.IV Sila Keempat 
S. V Sita Kelima 
S II S.111. IV V 
Gambar 2. Variasi Konsep Manusia menurut (a) Kebudayaan Barat, 
(b) Fundamentalisme Agama, dan (c) Sosialis - Komunis. 
Gambar 2 (a) 
PERPUSTAKAAN 
DIREKTORAT SE!ARAH A 
NALAI fQAl) ; S :O '- AL 
Gambar 2 (b) 
Gambar 2 (c) 
h~tcrangan . Gambaran teoritis sekedar untuk menunjukkan perbedaan 
pcnckanan titik pandang 
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Dalam pengertian filosofis sila I adalah Engkau Yang Abad~ 
sila II dikenal sebagai Aku, Manusia, dalam konsep abstrak, 
sedangkan Sila III, IV, V dikenal sebagai sosialitas manusia. Dengan 
demikian gambaran segitiga sama sisi ini dapat membantu 
pemahaman kita tentang keseimbangan, keselarasan, dan keserasian 
dimensional pribadi manusia: kctiga dimensi saling menjiwai, 
berinteraksi secarn dinamis, clan kondisi harmonis. Gambar 1 ini 
berbeda dengan variasi gambaran-gambaran lain tentang manusia 
sebagaimana tercantum dalam gambar 2a, 2b d.m 2c yang sama 
sekali tidak menunjukkan kest.:rasi an, keseimbangan, maupun 
keselarasan. Meskipun pada dasarnya setiap aliran pemikiran budaya 
mengandung unsur dasar yang sama, tctapi bentu!<nya dapat sangat 
berbeda, bahkan dapat dikatakan bertcntangan. 
Variasi gambaran menurut aliran liberalisme (gambar 2a), 
misalnya, sangat mcngutamakan aku yang mandireng pribadi de-
ngan mengorbankan kehidupan dan kepentingan umum maupun 
kepentingan rohaniah keagamaan. Dengan demikian, ujud dari HAM 
juga akan sangat mengutamakan Aku, Manusia yang egois. Sistem 
sosial budaya dikembangkan justru untuk mendukung perkem-
bangan dan kepcntingan "Aku, Manusia" yang "mandireng pribadi" 
tersebut. Baik unsur sosialitas maupun unsur religiositas hanya 
diperhatikan sejauh dianggap mendukung perkembangan, kepen-
tingan, dan kesempurnaan harkat dan martabat "Aku, Manusia" . 
Manifestasi dari HAM adalah terletak pada pencapaian "Aku, 
Manusia" yang tumbuh dalam menjadi (to be) dirinya dan memiliki 
sccara materialistik maupun interaksi sosial dalam bentuk persaing-
an bebas (the survival of the fittest). 
Sebaliknya, variasi gambaran fundamentalisme agama (gam-
bar 2h) sangat menonjolkan kepentingan agama dengan meng-
abaikan kepentingan harkat dan martabat manusia sebagai unsur 
"Aku , M<lnusia" maupun kepcntingan sosialitas masyarakat. Kedua 
unsur ini hanya diperhatikan scj<luh dianggap membantu tercapainya 
keluhuran dan kemurnian ajaran rohani keagamaan. Konsep HAM 
ya ng dikcmhangkan dan dianut oleh masyM<lkat sedemikian ten-
tuny;i juga akan mengutamakan scntralitas kemurnian ajaran rohani 
kl'agam aan Jalam hidup, sehingga haik "Aku, Manusi a" maupun 
so~ial ita s m (l nu sia h:in ya dianggap b.:rfungsi hila menghayati dan 
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mencerminkan kemurnian ajaran rohani keagamaan tersebut. Aliran 
ini menekankan pentingnya konsep kemurnian kehidupan rohani 
keagamaan, sehingga harkat dan martabat manusia maupun nilai 
sosialitas masyarakat manusia hanya berfungsi sebagai alat pen-
dukung kemurnian. Manusia adalah pejuang untuk agama bukan 
untuk "menjadi" (to be) dirinya ataupun untuk "memiliki" (to have) 
dan menguasai dunia materi. Demi kemurnian ajaran, sesuatu agama 
dapat menimbulkan pandangan sempit dalam bermasyarakat, 
sehingga menjadi serba eksklusif -- dogmatik serta tertutup -- dan 
mencurigai ajaran agama lain atau bahkan menjalankan praktek 
diskriminatif terhadap penganut agama lain. 
Dan akhirnya, variasi gambaran manusia menurut aliran 
sosialis-komunis (gambar 2c) jelas bahwa titik sentralnya adalah 
sosialitas manusia -- sega/anya adalah untuk rakyat. Istilah "rakyat" 
dalam sistem sosialis-komunis adalah kumpulan manusia paling 
sempurna, sehingga hanya sebagai rakyat itulah manusia mene-
mukan nilainya bukan dalam keakuan, kemanusiaan, dengan harkat 
maupun maratabatnya ataupun menghadap "la Yang Maha Esa". 
Singkatnya manusia adalah untuk rakyat. Dan ajaran rohani 
dianggap sebagai dongengan yang merupakan racun bagi kehidupan 
rakyat. Dalam sistem di mana rakyat adalah identik dengan 
kekuasaan dan negara, berlakulah semboyan: "manusia untuk 
rakyat" berarti manusia untuk negara. Dan karena negara adalah 
roda mesin ideologi, maka berlaku pulalah manusia untuk ideologi. 
Baik keakuan maupun kerohanian diperangi dan dikikis habis karena 
dianggap sebagai penyakit kaum borjuis dan racun kehidupan 
rakyat. Kekuasaan dan kelestarian rakyat hanya dapat dicapai 
dengan mengorbankan segala-galanya kaum borjuis dan racun 
kehidupan rakyat. Kekuasaan dan kelestarian rakyat hanya dapat 
dicapai dengan mengorbankan segala-galanya. HAM adalah konsep 
subversif, konsep borjuis kerdil yang kekanak-kanakan yang masih 
mementingkan ka;iierisme dan penumpukan harta. Perjuangan HAM 
adalah tindakan pembangkangan, bahkan pengkhianatan terhadap 
sistem "kerakyatan". Oleh karena itu, perjuangan mahasiswa "pro-
demokrasi" di Lapangan Tianamen Beijing, ditindas karena 
dianggap sehagai "gerakan anarkis" atau gerakan liar. 
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Variasi kemungkinan bentuk scg itiga dengan pengutamaan 
salah satu sudutnya sehaga imana digambarkan di at;i s secara garis 
besar pernah mewarn a i sej arah Indonesia. Dengan kata la in, dengan 
sila-s ila yang sama dapat saja hcntuk dari Pancas ila itu tida k !agi 
m enjadi scgi t iga s ,tm il sisi ck ngan S.:.:t :ga sudu t yani; sama, b rena 
diubah dan d ih en tu!< !\:: ;;1h:i l' okh kcpenti ngan tertentu da r i 
pem egang kc kuasaan--pemc; ang kunci ;i .;:nafs iia;1 dan pcndcfi nisian 
Pancas ila tersehut. Karen :1 itu, keist im cwaan Pa rcas il a hanya dapat 
di pertahan kan bi la b enlu k sam a s isi segitiga tersebu t tctap lestar i. 
Jadi keterbukaan dan din::imika maknauya dengau sendirinya berarti 
pengembangan dalam kera ngka stahil d inam is dengan homeostas is 
yang menjamin kerja sistem secara dinamis se.mai dcnga prins ip 
kcrja fungsionalisme- -tanpa digoncang oleh kekuatan-kekuatan dari 
luar maupun kckuatan dari dalam sistcm kehidupan masyarakat itu 
sendiri. 
Sebagai catatan perlu kiran ya ditambahkan bahwa dalam 
sistem kehidupan masy arakat tradis ional, konsep aku maupun 
kemurnian agama tidak tcrlalu jelas karena bercampur sebagai 
lembaga adat. Artinya, kehidupan adat mengaburkan aspek rohani 
c.lan keakuan manusia. Oleh karena itu , dalam masyarakat tradisional 
sosi a litas keadatan mcnonjol dengan konscp keluhuran budi yang 
mcngaburkan kerohanian dan ke-aku-an manusia . Konsep HAM 
tidak tercetus sebagai suatu konsep mandiri dengan definisi yang 
jelas, karena masing-mas ing anggota masyarakat berpandangan, 
hersikap, dan berperila ku sesuai dengan kedudukan dan posisinya 
dalam struktur adat yang sudah mapan. Sclain itu, konsep tradisional 
juga bersifat eksklusif dengan pemisahan tajam antara kita (in 
group) dan mereka (out group), sehingga timbul kesan diskriminatif 
terutama terhadap "mereka" yang asing tidak menunjukkan 
kemiripan dengan "kita" 
Dalam pemikiran budaya, Pancasila mengajarkan bahwa hak-
ha k asasi manusia Indon esia adalah hak-hak yang inheren atau 
me lckal da lam keakuan bcrmanusia, sosialitas kemanusiaan, dan 
kea1'ad ian rohani. Secarn kultural , ungkapan hak-hak asasi manusia 
Indonesia b erawal pac.la kcsadaran kita tentang Pancasila yang 
mernungkinkan cetusan pcrnyataan bahwa "kemerdekaan itu ialah 
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hak segala hangsa" (Pemhukaan UUD 1945), sebagaimana pernah 
disebu1kan oleh seorang paka r sosiologi hukum kila. (Satjipta 
Rahan.Jja, 1992). Dal am Pembukaa n U UD itu pula dinya takan seca r:-i 
tcgas bahwa "kcmcrdekaa n keha ngsaan Indonesia il u (disusu11) 
J alam uatu Undang-UnJang Dasar Nega ra Indoncs 1a den[<in 
berdasar kepada : Kctuhanan Yang Maha Esa, kema nusiaan yang 
at.Iii J an beradab, persalu an lnJoncsia, dan kcra ky<a«n yang cli pim-
pin olch hikma l ktbija ksanaan dalam pcrmusyawarntan/perwakilan, 
scrta dengan mcwujudkan suatu keaJilan sosial bagi sel uruh rakyat 
Indonesia." 
UU D 1945 sebagai furm ulasi hukum asas i dari nilai sosial 
budaya Indonesia , sering dikr itik karcna terlalu scdikit mcnyinggung 
HAM. Pasal-pasal yang her kaitan dengan HAM Japat gi r in ~i 
sebagai berikut : 
Pasal 27 : mengatu r J ua h:il, yakn i (l) per~amaa n dedudukan 
dala m hukum dan pemeri ntah dan waj."h menjunji.:ng hukum dan 
pcmcrintahan itu ; dan (2) h11 k atas pckerj aan dan pengh idupan yang 
la yak bagi kcmanusia:rn . 
Pusal 28 : h~mcrdl.!kaan bcrserikat dan berkumpul, me-
ngeluarka n pi kiran dcngan l1san dan tul i~an dan sebagainya ditetap-
kan dcngan undrng-unJa11g . 
Pasal 29 : (2) Ni;gc1ra menj amin kemerdekaan tiap-t ia p 
pcnJu<..i k untu k m.;mc luk :igamanya niasing -masing dan untuk 
bcrihadat mcnurnt agamanya dan kepercayaanya. 
Pasal 30 : ( 1) Tiap-ti ap wa rga negara berhak dan wajib ikut 
serta da lam usaha pcmhelaan negara . 
Pasal 31 : ( 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat 
pengajaran. 
Pasal 34: Fakir miskin da n anak-anak yang terlantar dipelihara 
oleh negara . 
[stilah hak scbag:!imana kita baca dalam rumusan hukum 
ketatanegaraan, yang digali Jari kehidupan sosial budaya Indonesia 
ini , memang tidak ditt:gaskan secara mencolok dan berdiri sendiri. 
lstilah "hak" umumnya dipcrgunakan dalam perpasangannya dengan 
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"wajib", seperti dalam "Persamaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemcrintahan itu" 
(Ps 27,) atau "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam usaha pembelaan negara" (Ps 30,1). 
Dalam konscp budaya, pribadi atau "Aku, Manusia" ber-
tanggung jawab tentang kehidupan sosialitas, negara, yang "bcr-
tanggung jawab" atas perkembangan untuk menjadi (to be) dan 
pemilikan atas sumber kesejahteraan sosial ekonomi (to have) 
maupun untuk mencapai budi luhur (Ketuhanan Yang Maha Esa). 
Konsep budaya kita tentang manusia dan masyarnkat adalah sebagai 
ujud interaksi yang dinamis menjunjung tinggi keserasian demi 
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur deugan manusia yang 
saiyek saeka kapti memayu ayuning bawana (sepakat dan sehati 
sebagai gugus kerja mengusahakan kesejahteraan dan ketenteraman 
dunia) dengan diterangi/diilhami oleh budi luh 1r. Dalam bahasa 
tokoh Taman Siswa, Moh. Said almarhum, manusia Indonesia adalab 
"Manusia merdeka dan berdaulat lahir dan batin (mandireng pribadi) 
dan berbudi luhur (= yang bersifat salria pinandita), yakni manusia 
yang dalam keadaan apa pun setia kepada apa yang ia yakini benar 
dan adil, serta mampu memelihara kedaulatan pribadi dan rasa harga 
dirinya, kesehatan dan kebahagiaan jiwanya. 
2.3 HAM dan Tanggung Jawab Sosial 
Pembicaraan kultural tentang HAM perlu menjelaskan bahwa 
konsep hak melingkup tiga pengertian, yakni hak sebagai bawaan, 
hak sehagai triman, dan hak sebagai buah perjuangan. Struktur 
kehidupan sosial umumnya mengenal perbedaan status sosial berkat 
keunggulan atau keistimewaan, primus inter pares, sehingga dikenal 
aristokrasi, kebangsawanan atau darah biru dan rakyat jelata-
dalam bahasa populer menjadi priyayi dan wong cilik alias pidak 
pedarakan. Aristokrasi sehagai konsep bukanlah suatu keunggulan 
atau keistimewaan fisik ataupun keturunan, melainkan dan terutama 
adalah keluhuran budi dan keagungan jiwa yang disertai ketangkasan 
raga--sakti mandra guna. Aristokrasi dimungkinkan oleh adanya 
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tuntutan khusus, privilege, un tuk pendidikan yang hulat menyeluruh, 
tcrmasu k mesu sarira (mcnak lukkan diri pribadi). Aristokrasi di 
dun ia man a pun sadar aka n kcdudukannya dan menjunjung tiuggi 
derajat maupun martabatn ya . Aritokrasi senantiasa ditandai oleh 
noblesse oblise y::i kn i "tanggung jawab yang luhur tcrhadap diri 
se ndi ri maupun terlH1 dap scs;i ma manusia" . Dcnga n kata la in, 
kchangsawa nan mcmiliki hud i luhur, karena sepi ing pamrih, rame 
ing ga we, amemay u ay uning hawana, yang bera rt i "bebas dari 
pendewaan kepentingan dir i, bckerja keras demi kesejahteraan dan 
kctenteraman dun ia ". Keba ngsawanan adalah watak ksatria yang 
tidak mcngandalkan adigan!{. adigung, dan adiguna- "menj auhkan 
di ri dari sifat congkak, dalam kesukaran apa pun tctap tabah, dan 
menjunjung tinggi darm anya scbagai manusia utama". Hak seorang 
ksat ria adalah tanggu ng jawah terhadap harkat dan martabatnya 
yang hanya dapat dicapai bila ia menjadi pejuang dan pembela 
m:.i syarakat dan m ~nycj a ht e ra ka n kehidupan sosial. Di mata rakyat 
sctiap aristrokrasi murakabi-- bcrfaedah dan mampu memberikan 
makn a pada kehidupan nyata masya rakat. Bangsawan yang tida k 
hcrj iwa ksat ria ada lah lcnd;d egois, yang menginjak-injak rakyat 
snmhil menengad ~ h mc nji h t kc atas . Para pendiri republik kita 
ada lah ba ngsa w:111 ks at ri a itu . Mcrcka menyada ri dan dapat 
mcrumuska n hak-!1aknya unt uk menj adi manusia merdeka yang 
sckal igus bera rti mcmerdcka kan se luru h ra kyatn ya . Jadi dalam 
pe rkembang an p::ibad i "Aku , Manus ia '' dan perkembangan 
"sosia litas" dalam konscp aristokrasi mcrupakan suatu dualitas 
kemanusiaan---Oua s isi d ~Nri ma ta uang yang sama- yang scbenar-
nya merupakan ff an ifestasi dan pcnghayatannya terhadap Yang 
Ma ha Esa. Rakyat jclata-- "wong cilik, piuak pedarakan"- senan-
tiasa merasa terj ~ min ha k asas inya, karena bi la hak tersebut 
dilanggar ia dapat rn enu ntutnya dcngan inggih inggih ora kepanggih 
(ya ya ng tcrnyata 1idak). Artin ya hil d hubu ngan berjalan timpang-
tidak scras i--<lan di anggap n:eru gi k< n piha k ya ng lema h, maka ia 
scbagai pihak lcmah akan flll. ny~i laka n pencrimaan scsuai dcngan 
prinsip ur mm d.in lw r11eng 11ak tyusing sasamti (rasa hormat dan 
membu.1t scna ng ha ti scsam <1 ), tetapi ia menolak mclakukan hal 
yang t1d <1k scsuai denga n hat1 nuraninya. Dalam pergaulan harmoni 
(tata tentrem) hubungan ant<1rprihadi sangat ditekankan , tetapi tidak 
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h<.:rarti h<1hwa h<1rmon ia tcrsehut harus mcngorhankan segala-
g::ilany<1-termasuk hargJ diri-yang terungkap dalam ngono ya 
ngono 11i11g aja ngmw (bcgitu ya b<.:gitu , te!api lt.:bih baik jangan 
hcgi tu). Dengan kata lain, scbJg:i i pi!:ak lcmah pun rakyat dapat 
membuat pihak kuat untuk scl.1l u "mawas uiri" . ka rcna frekuensi 
pcnulakan "wong c!lik" bern n i tcrkiki snya wib;1wa pcmimpin. 
"Pene rim aan " ~c h a g W N N f: uu scp kcwibawaan clan kcwenangan 
sehcna rn ya jug~i di ken;:l dil i:1111 ajaran manajemcn modercn (Chcst<.:r 
Barnaru, 1938 ). "Pencrima;m" yang schcnarnya, m<.:nurut "tcori 
penerimaan " tnsdrnt hanya lcrjaJi bi la "pcsan pimpinan mcnurut 
penilaian haw<1han tidak rncrugikan kepcnlingan prihadinya (sebagai 
hawahan)". Bila ungkapan "inggih inggih on kepanggih" ini 
mcnganJung artian p<.:joratif karcna berbau birokrasi kolonial, maka 
ungk<1pan lain yang tetap menganJung kcsepakatan budaya tentang 
kesamaan hak ad::ilah aja dumeh (jangan mentang-mentang karena 
.... ). "Jangan mentang-mentang" merupakan peringatan budaya, 
hahwa seseorang telah bertindak kclcwat batas dan melanggar peri 
keadilan serta martabat mitra wicaranya. Begitulah konsep hak yang 
tak lepas dari konteks hubungan sosia l. 
Hak triman scsu:-ii dcngan namanya adal::ih hadiah yang 
dipcrolch lcwat pcngabdian dalam struktur sosial birokratis. Triman 
sccara h<1rafiah ad alah pemberi:rn; dalam konteks sosial hudaya 
istilah yang paling terkemd adalah "garwa triman", yakni isteri yang 
diberikan sebagai hadiah olch penguasa. Hak-hak tersebut melekat 
pada kedudukan dan jabatan yang dipangkunya dan atas restu 
atasannya ia mempcroleh berbagai kemudahan-fasilitas. Sistem 
fcodal mengajarkan bahwa hak triman merupakan hadiah pcngah-
dian seornng pangrch praja rendahan kcpada atasannya. Hak triman 
aJ:ilah hadiah "loyalitas. Birokrasi yang cendcrung ke praktek 
neo-feoJalis menjunjung tinggi hak triman demi loyalitas kepada 
pribadi at::isan dan bukan demi pcmhinaan prestasi. 
Hak buah perjuangan adalah perolch pribadi dan sosial yang 
hiirus dircbut dcngan perjuangan . Bila hak triman menunjukkan 
kemanJcgan birokrasi, hak pcrjuangan menunjukkan bahwa 
kehidupan sosial adalah manit"estasi dari jaringan kcgiatan par-
tisipatif seluruh rakyat. Kchidupan sosial ditandai oleh intcraksi 
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dinami s yang bersifat tran saks ional yang menguntungkan semua 
pih ak yang terlibat. Keter/ihatan dafam dinamika sosial menentukan 
perolehan hak sosial dan prihadinya. Inilah hak asasi yang melekat 
pad a ko nscp hudaya demo krasi- -konsep baru yang sedang dikem-
bangkan scjak kemerde kaan hangsa Indonesia- -yang membcrikan 
kescmpatan setiap warga ncga ra secara sadar m e libatkan diri karena 
kesadaran sosial dan demi peningkalan harkat dan ma rtaba t 
pribadinya, maupun demi lercapainya budi luhur sebagai citra Sang 
Maha Pencipla. 
Konsep hak asasi manus ia sebagai manifestasi dari kehidupan 
budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak 
bawaan dan hak perjuang;:rn- -tetapi hukan hak triman . Artinya, 
hak -hak yang hendak diwujud kan bukanlah direbut demi kcpcn-
tingan pribadi, mc!ainkan demi tc rwujudnya keluhuran budi, harkat, 
dan martaba t man us ia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan sating 
pcnghargaan dalam ta ta pcrga ulan masyarakat nasional maupun 
inte rnas io nal. Budaya bangsa kita tidak mcnghcndaki lahirnya 
manus ia serigala yang hanya dapat bertahan dengan memakan 
scriga la lain , yang m engangga p sesama sehagai musuhnya , atau 
mcnganggap sesama m an us ia schaga i ohjck pemerasan . Budaya 
b:rngsa kita tidak memi sa hkan hak- hak asas i secara te rpisah-pisah, 
yakni dala m arti a n hahw a hak yang satu hanya dapat dicapai dengan 
mengo rbankan hak yang ia in . Budaya bangsa kita tidak mengangut 
pofa pikir dikhotomis yang mengadakan pemisahan dan pilihan 
ahsolut : han ya satu , tanpa y<1 ng la in ; hanya memenangkan aspek 
HAM prihadi dengan mcngorbankan aspek-aspek HAM yang lain . 
Cita -cita hudaya ban!{sa kita mengajarkan po/a pikir integratif yang 
m cnjunjung tingg : haik aspe k pribadi maupun aspek-aspek lain 
HAM . Tentang pemikiran in i ha ik kiranya dipcrhatikan gambar 3 
yang menjclaskan sec<1ra visua l hag<1imana po la pikir integratif 
tc rschut hcrlaku r cncapa ian HAM ya ng tida k lepas dari kontcks 
maupun j iwa budaya bangsa ki ta . 
2.4 Diskusi Penutup 
Arus globafo.asi yang tcrjadi sejak pencanangan HAM dalam 
Deel ration of Human Rights o leh PBB (I 0 Desember 1948) memang 
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mcnyadarkan kita akan pcntingnya rumusan, p{:ninjauan, dan pen-
dalaman pemahaman kita ten tang HAM-kh Jsusnya reevaluasi 
pclaksanaannya dalam kehidupan herbangsa dan bernegara. 
Dokumen PBB itu tclah mcnonjolkan pentingnya ketcrbukaan dan 
dcmokratisasi dalam pcrkemh angan kcb idupan sosial ckonomi, 
schingga HAM td;.ih mcnjaJi isu g lobal dalam pergaulangan hidup 
antarbangs<:. (A! .:-,i• :\ , Jug; " ho, 19')2) . KebebLsan arus in fo rmasi 
glohal, ya;1g , n ing diang.g ;ip st:hag.ai manif1:stasi da ri tingkat 
kcmajuan su::lu na ngsa <1 !..ll masyarak,1t dabrn pclaksanaan HAM, 
tc! ah mcn yingkap rahas ia kcd ud uka n sentral HAM Jalam arti;rn 
bu lat dan intcgratir Jalam setiap pcngcmhangan t.iJup mansuia yang 
bcrmasyarakat. Kchidupan s1stcm sosi al eko.10mi yang hany a 
menganJalkan kckuasaan Jiktatoria--baik itu diktatur prolclar 
kcrakyatan maupun tinrni otoritcr--yang tidak dilandasi olch pcng-
hargaan akan harkat Jan dan martahat manusia maupun dinamika 
sosial yang J enh)krat is krnyata tiJak dapat bertahan. Kediktatoran 
suatu kekuasaan yang mcninga~ HAM tcrnyata hanya dapat bcrtahan 
dalam sistem te rtutup--J ibalik li rai bcsi ataupun tirai bambu. Lagi 
pula, baik tirai besi maupun tirai bambu kedua-duanya tidak dapat 
bcrtahan tegak dalam sistem kehiJupan glohal. .Sebaliknya, sistem 
global ini juga mcnunjukkan secant jdas, bahwa penonjolan aspek 
pribadi HAM SL:carn herkhih<ln juga menimbulkan masalah besar 
di ncgara-ncgara maju yang sclama ini dianggap scbagai pejuang-
pcjuang HAM, scperti di Jerman (Bersatu), Inggris, maupun 
Amerika Scribt. Pcnonjolan HAM ternyata terjadi bersamaan 
pcning katan lu apan cliskriminasi etnis , agam<l, maupun rasial. Dari 
pcristiwa -peristiwa anti -HAM Ji Eropa Baral clan Amerika maupun 
Timu r kita bclaja r bahw:i tcrnyata pcmahaman tentang HAM 
mcmang se lalu bersifat kundisional, tcrikat pada konteks sosial 
budaya dan ckonumi masyara kat yang bersangkutan. Dcngan kata 
lain, HAM aJala h anal.. salz dari suatu sistem sosial budaya 
( "socially und cul turaffy hound"). HAM hanyalah universal dalam 
ar tia n abs tra k yang sda lu akan diikuti o leh pcnafsiran dan pclak-
san aan yang tc rika t okh tempat dan waktu. Olch karcna itu , 
l:111dasan budaya kunsq1 HAM pada hemat kami perlu dipcrdalam. 
Sct1ap sistem budaya , tcrutama si.' tt:m hudaya yang menjunjung 
tinggi kescimbang;rn, kcsclarasan, Jan kescrasian hidup scnantiasa 
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mcncerminkan kesadaran dan usaha manusia dalam men capai dan 
mcwujud ka n harkat d:m martaba t manus ia sesuai dcngan ha kekat-
ny a . Da lam hal ini perlu juga disadari bahwa dalam ni asyarakat 
pluralis , seperti Indo nesia , kchidupan budaya kebangsaan itu scnJiri 
senantiasa berkcmbang sccara di nami s--bai k secara intern al :m•upun 
e kstern a l--tanpa melepas kan diri dari kemanusimrn yang heraclah , 
berkeadilan sosial dan bcrb udi luhur. Sela in itu, juga pcrlu disadari 
bah wa dalam perkembangan g loba l ini batas-batas kehidupan sek-
toral s ukar dipertahank an scca rn tegas, karena scktor-sektor 
kchid upan tersebut makin te rkait satu sama lain , sehingga penon-
jola n hak untuk rnemilik i (to have) dalam hentuk kcmajuan 
ekonorni, misalnya, tidak dapa t dicapai dengan mengorbankan hak 
untuk perkembangan diri menjadi (to be). Bila kemajuan ekonorni, 
khususnya ekspor non migas, dicapai dengan pemerasan tenaga 
buru- -upah di bawah standar dan perlakuan tidak manusiawi yang 
menjadi sumber serangkaian Pernogokan Karyawan di pabrik-pabrik 
di daera h Tangcrang dan Be kasi tahun 1992-- ten tu akan menirn-
bu lkan kritikan keras dari pihak penerima komoditi ekspor terscbut. 
Demi kian juga haln ya dengan pemindahan pcnduduk--ekspor tenaga 
kcrja m ura h, tr ansmigrasi, dan penggusuran paksa terutama di 
dacrah pcdesaan. Bila peni mhangan anta ra HAM "Aku, Manusia" 
tcru tama dalam "m emiliki '' dengan "sos ia litas" jomplang tanpa 
mekanisme pen~N erasian kcmba li, pastilah tida k akan tcrlepas dari 
kritikan HAM g lobal. Karena hagaimana pun kekhususan suatu 
h udaya , pemahaman HAM d;m pelaksanaannya juga tidak tcrbebas 
dari kri te ria global. Dengan ka ta la in , kedaulatan budaya atau bangsa 
yang berfungsi .<ondisional lersebut tidak dapat dijadikan bcnteng 
pcrlingunganJJ"t~mbok Jtembok Berlin" a tau "tirai-tirai besi" baru 
--hagi pelanggaran HAM . 
Scmoga p~mikiran sederha na ini dapat mcndorong diskusi 
yang lcbih mendalam tcnta ng pentingnya kehud ayaa n dalam 
pcma haman, pengembangan , dan pelaksana<Jn HAM, sehingga tidak 
muJah tergoda untuk mcngu l;rng v crhalisme rumusan universal 
dtnupun praktek bu ru ng. nnta di halik keda ulatan buda ya. Semoga 
dan tcrima kasih. 
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BAB III 
SEJARAH PEMIKIRAN DAN RUMUSAN 
HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 
Pada setiap tahun di bulan Desember hampir setiap negara 
"memperingati" hari hak-hak asasi manusia baik dilakukan secara 
bcsar-besaran dan r.erbuka, maupun dilakukan oleh sesuatu kelom-
pok secara terbatns. Bulan Desember dijadikan sebagai waktu 
peringatan karena pada akhir bulan itu, tepatnya 27 Desember 1948, 
Perserika tan Bangsa-bangsa (PBB) menyepakati konsep Hak-hak 
Asasi Manusia bagi seluruh ha ngsa dan negara anggota PBB . 
Di da lam mcmperingali hari Hak-hak Asasi Manusia itu, 
terjadilah dialog-d ia log ten tang pelhagai ha! yang mcnyangkut 
pelaksanaan piagam Hak Asasi Manusia itu di pelbagai negara 
anggota PBB; dialog-d ia log ini terutama dilakukan di negara-negara 
herkem hang. pitua~ i sepe rti itu juga tcrjad i di negara kita. Artinya, 
sctiap bu lan Desember dilakukan dis kusi-diskusi , dialog-dialog 
tentang Hak-hak Asasi Man usia. Pelbagai aspek yang berkai tan 
dcngan Hak-hak A~ ;asi Manus ia itu menjadi sorotan. Dialog-dialog 
yang dimaksud itu dilakukan melalui artikel yang dimuat di pelbagai 
media cetak; tetnp1 juga dii akukan melalui diskusi Jan dialog di 
da!am ~cminarJscmin ar ilmiah yang diadakan, baik oleh kelompok 
mahasiswa maupun kelompo k lainnya . 
D iskusi dan dialog yang menyangkut hak-hak <isasi manusia 
itu lnj adi brena penafsiran tcntang hak-h:-ik asa!>i manusia ini 
memang tidak jarang meiahirkan perbedaan-perbedaan pendapat. 
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Perbedaan-perbedaan baik yang menyangkut pemahaman konseptual 
teoritisnya, maupun pelaksanaannya. Setiap pemerintah negara 
nampak memberikan penafsirannya sendiri sesuai dengan persepsi 
masing-masing. Persepsi mereka pada umumnya dilandasi 
pemikiran bahwa latar-belakang politik dan sosial-budaya bangsa 
(yang bersangkutan) berbeda dengan bangsa y<mg lainnya. 
Sehubungan dengan itli, paling tidak terdapat dua persepsi, 
secara garis besar, tentang hak-hak asasi maousia ini. Yang pertama, 
persepsi dari negara-negara Baral. (,Prcipa Barnt . dan yang berpe-
ngaruh dan Amerika Serikat) yang selalu memandang, sebagai 
landasan utama pemikirannya, hak-hak asasi rnanusia itu sebagai 
hal yang bersifat universal. Artinya setiap ban;~saI tanpa memper-
soalkan latar belakang politik dan sosial-budayanya, harus memper-
lakukan warga negara mereka berdasarkan isi piagam PBB yang 
telah disepakati pada akhir Desember 1948. Ytmg kedua, persepsi 
dari negara-negara sedang berkembang. Persepsi mereka dilandasi 
oleh pemikiran bahwa konsepsi dan pelaksanaan bak-hak asasi 
manusia tidaklah sepenuhnya universal. Artinya, mereka tidak 
menolak untuk melaksanakan hak-bak asasi manusia, tetapi 
bagaimana pun di dalam pelaksanaannya, tidaklah dapat disangkal 
akan perlunya pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial-budaya 
dari setiap bangsa dan negara yang bersangkutan. 
Pada sisi inilah lahirnya permasalahan di dalam pembicaraan 
dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Perbedaan persepsi di 
antara kedua-belah pihak itu tidak jarang melahirkan pertentangan 
yang tajam di kedua belah pihak. Tidak jarang memang, kelompok 
pertama (Eropa Barnt dan Amerika Serikat) beranggapan bahwa di 
negara-negara berkembang tidak dijalankan hak-bak asasi manusia 
sebagaimana yang seharusnya, yaitu yang berlaku universal itu. 
Sebaliknya kelompok kedua beranggapan babwa kelompok pertama 
tidak memahami kondisi negara-negara sedang berkembang dan 
herkehendak memaksakan persepsi mereka kepada pihak lain. 
Pertentangan yang demikian ini tidak mudah untuk dipertemukan, 
bahkan tidak jarang berkembang ke dalam suasana yang lebih rumit. 
Perbedaan pendapat tentang hak-hak asasi manusia seperti 
yang dikemukakan di alas, juga terdapat di kalangan masyarakat 
.!. 5 
Inu nncsi a, khususnya Ji k:tla ngan lingkungan poli tikus dan il-
mu wan Pi.: rbcdaa n itu bahka n j uga tidak kuran g t:ija mn ya dan 
h i.:rkembang mcmas uki m.1:a lah -m asal ah y:in g cuku p ru mit. 
Schubungan dengan itu misa lnya mcreka mempcn..l ebatkan is i 
Undang- Undang Dasar yang pcrnah berlaku dan scda ng berl aku di 
ncgara ki ta. 
UnJ ang-Undang Das:1r ( UD) yang pcrnah bcrlaku, yai lu UUD 
Nega ra Federal 1949 dan UU D Semen tam 1950 Jianggap sangat 
rrn:njunjung tin ggi hak-hak :1<;asi ma nu sia. Anggapan itu herdasar 
at:1s kenyataa n hahwa kcdu a UUD itu mcmil iki lch ih da ri 30 pasal 
ketcntua n yang menya ngkut J engan ha k-hak asasi manus ia . Di la in 
pih :i k, UUD ya ng bcr laku kcmbali scja k bul:rn Ju li 1959, yaitu UUD 
1945 , yang hcrlak u J an mcnjadi la ndasa n kehidu pan berbangsa da n 
bcrnegara sampa i sc.; karang, dianggap mempu nyai penghargaan 
tc rh;:i dap hak-ha k asasi ya ng kurang memadai. Anggllpan mcreka 
ini hcrJasnr atas kcn yataa n bahwa UUD 1945 ha nya mempunyai 
pasal-pasa l ynng anrn t sedi kit yang menyangkut hak-hak asasi 
manusi a. Hak di hidang poli ti k, perlindungan hukum dan berngam, 
misa ln ya, ti da k lehi h dari liga pasal, yaitu 27 , 28 J an pasal 29. 
Bab hcn ku t ini aka n mencoha menelusuri secara his lori s upaya 
scjauh mana HA M d1kodifikas1kan da lam sistcm hukum Indones ia . 
Bia rpu n kontrovers i lc ntang memadai tiu aknya kodifikasi itu masih 
terus hcrla njut, r. amun sct1da k-ti dakn ya hal ilu memperlihatkan 
bahwa, dah1 m si s t ·~m hukum ki ta, HAM sa m:i sekal i ti dak dikcsam-
ping kan . 
J.l HA M dan lhlca11a Para Pendiri Negara 
Kc ti ka pnra pcndi i nega ra ini hcrdialog, ha hkan berdcbnt 
tct npi tctap dalam sua sa na pcrkawa nan yang akr:ih , tcn t:rn g dasa r 
negara dan ru m us: n mc mhtW~ D D. a n dan Ba:ang Tubuh Undang-Un dang 
Das;1r 1945 , ?erso<i la n-p<' i sua !an ynng mcr yang kut ha k-hak asas i 
ma nus ia te iah tar:1 pi! .:ec.i:a jcb s . Amhil scbagai contoh, ketika 
pros1.:s mcnca ntu mka n kata -l<a t:i Ketuhanan, ya ng ui lnnjutkan dc-
ngan kc.;ternngan "dcngan kewajiba n mcnja lankan syari "at Is lam hag i 
pcmcluk-pcmelu k11ya ". 
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Isi pcrdebatan yang mcnyangkut agama 101, berdasarkan 
sumber dokumentasi yang otentik, telah menunjukkan betapa dalam-
nya pemahaman pendiri negara tcrhadap "kcbebasan beragama" baik 
sebagai individu maupun scbagai makhluk sosial. 
Dan dcngan tolcransi yang bcsar di antara para pendiri negara 
itu, akhirnya yang dicantumkan "hanya" Ketuh2.na11 Yang Maha Esa 
dan tujuah kata di belakangnya dihilangkan ; itulah kemudian yang 
mcnjadi rumusa n resmi di dalam Pemhu k:1an lJUD'45 yang disah-
kan pada 18 Agustus 1945 . Nuansa kchcbasan yang dituangkan 
dalam pembukaannya itu kemudian dijelaskan secara gamblang 
dalam pasal 29 ayat 2. 
Para pendiri ncgara ini sadar benar ak11n arti penting dan 
perlunya jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya, 
baiklah kita simak dari dokumen otcntik jawaban Soepomo dalam 
kcdudukannya sebagai Ketua Panitia Kecil ?erancang Undang-
Undang Dasar yang diucapkan pada tanggal 15 Juli 1945, scbagai 
berikut: "Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara dalam 
Undang-Undang Dasar, tadi sudah saya katakan bahwa undang-un-
dang dasar harus mempunyai sistematik. Akan tetapi, beberapa 
anggota ingin, hanya schagai pendorong, tidak dengan melanggar 
sistcmatik itu, ingin mcnyatakan hagaimana caranya mengadakan 
aturan tentang herserikat dan berkumpul. Menurut pendapat saya 
sudah cukup dalam sidang ini kita menyatakan, "bahwa kemer-
dekaan berserikat dan herkumpul tidak masuk dalam undang-undang 
dasar, karena menentang sistematik kita". 
"Memang kami pun menghendaki, jika nanti pemerintah 
Indonesia mcnyelenggarakan pemerintahan, akan adanya undang-
undang yang mcngenai kcmerdekaan rakyat untuk bcrserikat dan 
berkumpul. Menyatakan keinginan dalam persidangan ini sudah 
cukup, tidak usah dimasukkan dalam undang-undang dasar, oleh 
karena menentang sistematik .... " 
"Telah saya katakan dengan tidak masuknya jaminan kemer-
dekaan itu tidak herarti, bahwa herserikat dan berkumpul itu 
terlarang. Tidak, tetapi ha! itu dalam undang-undang akan diatur; 
kalau itu dinyatakan dalam sidang ini, ada dorongan untuk mcngatur 
itu dalam undang-undang". 
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Dalam dokumen sidang BPUPKI/PPKI herkali-kali persoalan 
pentingnya jaminan herserikat dan berkumpul tampil sebagai hat 
yang diperdebatkan. Hatta adalah tokoh yang paling gigih untuk 
memasukkan pcrsoalan ini dalam Undang-undang Dasar mem-
berikan keterangan dan rumusan sebagai berikut. 
"Bcrhubung dengan itu kami mengusulkan suatu pasal yang 
memenuhi permintaan para anggota. Pasal ini tidak akan menentang 
sistematik rancangan undang-undang dasar. Demikian bunyinya: 
Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat 
dan berkumpul, untuk mcngeluarkan pikiran dengan lisan atau 
tulisan , dan lain-lain diatur oleh undang-undang. Dengan redaksi 
ini kita tidak mengemukakan hak yang dinamakan subjectief rechts, 
hak perseorangan . 
Di sini disebut hukum yang diatur dalam undang-undang. Pasal 
ini mewajibkan pemerintah untuk membikin undang-undang tentang 
hak itu. Mudah-mudahan para anggota bisa merasa puas dengan 
usu! ini". 
Ada hal yang menarik, yang terungkap lewat dokumen yang 
berasal dari 48 tahun yang la lu yaitu tentang hak individu. Persoalan 
ini nampaknya juga mcnjadi perhatian dan bahan perdebatan yang 
seru. Tetapi tampaknya pencantuman hak individu itu tidak dapat 
Jiluliska n dalam undang-undang dasar kita itu, karena kaitannya 
dengan "sumber konflik" dan "lihcrnlisme" . 
Kita simak kata-kata Soekarno sebagai Ketua Panitia Peran-
cang Undang-undang Dasar, sebagai berikut. "Kenapa tidak ditulis-
kan hak individu bagi orang-orang Indonesia? Tuan-tuan yang 
tcrhormat, inilah justru yang hendak saya tcrangkan . Inilah yang 
menjadi sumbernya malapekata -malapetaka di dunia ini. Negara-
negara di Eropa dan Amerika, didirikan di atas dasarnya hak 
kcdaulatan staat yang dinamakan staats soevereiniteit. Sebenarnya 
ini , sehagai yang diterangkan oleh Prof. Soepomo kemarin, sudah 
mengandung suatu konflik. Hak kcmerdckaan manusia sebagai 
individu, Jan hak kemerdekaan kedaulatan staat sebagai suatu badan 
pula. 
"Ini sebenamya sudah mengandung suatu konflik .... , justru 
pcrtentangan dalam kebatinannya negara-negara itu, itulah yang 
mcmbuat dunia -Eropa dah Amerika ilu menjadi donia yang penuh 
dengan konflik, dcngan pergoncangan, dengan pertikaian k/as-
sentrijd,. de"gan 'peperangan .... , kita semuanya mengetahui bahwa 
paham atau- dasar falsafah 'individualisme telah menjadi sumbernya 
economisch liberalisme Adam Smith dengan buk11nya yang 'tcrkenal 
sc~~JnarnWy~ tjd~ ;~ lainFid~kb_ukan mcnyatakan_ t!:orHcori ckonomi 
d,i at~s dasar-Jasar fals :i fah yang individuaiistis .•· . 
- I<alau kita menyimak huah-buah pikiran yang kita ketahui dari 
pcrdebatan - dalam sidang-sidang BPUPK.1/PPKI, maka nampak 
bahwa pendiri ncgara kita itu, atrial dipengaruhi oleh situasi yang 
lahir ·dari ·kenyata-an historis dari bangsa · dan negaranya, serta 
pemahari1an 1 J t~rhadap hangsa-bangsa yan·g mempraktckkan kolo-
nialismc dan libcral ismc . · ' 
Terllhat dari kutipan di alas, alasan yang diguna'kan olch Prof. 
Dr. -Soepdm'0:1 untuk menolak dimasukkannya pasal-pasal yang1 
nicngariggDap D hak~hak dasar waiga negara, ia!ah k:arena "mcnentang ' 
sistcmatik" Undang-Undang Dasar yang sudah dibuat olch Pa1iitia 
Kcc;il me~ai;NWcang Undang-Undang Dasar, ypng i;liketuainya. Mµ,ngkin 
ilu .ipeman_g J~e.fglIi_kianI karena hal itu yang berkali-kali diungkapnya 
oleh_ Prof. Dr._ Soepomo di dalam menjawab rek.an-rekannya yang 
menghendaki d.imasukkannya pasal-pasal tentang hak-hak dasar 
warga negara. 
Tetapi sistematika Undang-u.ndang Dasar itu tampaknya 
han.yi1lah ,alasan yang terungkap. Ala~an yang paling utama sebenar-
nya, adanya, par;tdangan di antara mereka bahwa hak-hak dasar warga 
negara, ap,a lagi -yang mcnyangkut hak-hak individu, adalah be_rbm~ 
baral/liberalistis, bahkan berbau kolonial. 
7 . . . ' • 
· "Hal _lain adal_ah bahwa mereka semua sadar, bahwa tiap-tiap 
ncg_aiJa~ ~ scbagairnana diungkapkan olch Prof. Dr. Soepomo ketika 
b~rhicara )ent<rng dasar ncgara--mempunyai keistimewaan scndiri-
1· ' . . . . -
senq1ri bertiubqngan dengi!n riwayat dan cora.k masyarakatnya. Ol!'!h 
ka~d=~? J it~I p~litjk pembangunan negara Indonesia harus, disesuaikan · 
(.Icnci::11n _\,oC/.ale ~tructuur masyarakat Indonesia, yang paling nyata 
pad; masa sckarang, serta harus disesuaikan dcngan panggilan ' 
zaman.: , ; ' ~ 
1 
I i ' :.i.;._·i'' '. 
-I i " 
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3.2 HAM dalam Unda11g-U11dang Dasar 1945 
Wa laupun UUD 1945 tidak mengatur ketentuan-ketentuan 
seban ya k pengaturan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun 
UUD 1945 menguasakan Pembuat Undang-Undang (DPR dan 
Pemcrintah) mengatur hak-hak asasi dalam Undang-undang tersen-
diri . Sehagai contoh tcrlihat dalam kctentuan pasal-pasal: 
3.2. J Hak Kebebasan 
- Pasal 26 ayat 2 : Syarat-syarat yang mengenai kewar-
gan egaraan ditetapkan dengan undang-undang. 
- Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 
3.2.2 Hak Demokrasi 
- Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, me-
ngeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetap-
kan dengan undang-undang. 
- Pasal 30 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam usaha pembelaan negara. 
3.2.3 Hak Kesejahteraan Sosial 
- Pasal 27 ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekcrjaan dan pengh idupan yang layak bagi kemanusiaan . 
- Pasal 33 aya t 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya d ikuasa i oleh negara dan dipergunakan 
untuk scbcsar-besarnya kcma kmu ran rakyat. 
3.3 HAM dalam Konsititusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 
Konsti tusi RIS diumumkan bcrdasarkan Keputusan Presiden 
RlS nomor 48 tahun 1950 tanggal 31 Januari 1950 tentang "Piagam 
Penandatanganan Konstitusi RlS dan Konstitusi RIS". Naskah 
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rancangan Konstitusi RIS telah dibahas dalam pertemuan untuk 
pcrmusyawaratan Federal di Scheveningen (l'legeri Bclanda), di-
setujui oleh Delegasi Republik Indonesia, dekgasi Dacrah-daerah 
Bahagian serta Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat dari masing -masing Daerah Sahagian, berlaku mulai tanggal 
27 Desemher 1949, saat pemulihan kcdaulatan. Hak-hak asasi 
scbagaimana tcrcan tum da lam Universal Declaration of Human 
Right tertangga l 10 0 1,;scmbn i 948 dalam General Assembly PBB 
di Paris, masuk da lam pasa l-pasa! kunstitusi RIS. Ini tcrtuang dalam 
bah V tentang "Hak-hak dan Kebcbasan-kebcba:;an Dasar Manusia", 
pasal 7 sampai dengan pasal 33. 
3.4 HAM dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 
Undang-undang Dasar Sementara 1950 nomor 7 tanggal 15 
Agustus 1950 m enetapkan peruhahan Konstitusi RIS menjadi 
Undang-undang Dasar Sementara RI (LN 1950 nomor 56). UU No. 
7/1950 adalah UU Federal , yang dibuat oleh Pemerintah RI dan 
Pemerintah RIS dengan piagam tertanggal 9 Mei 1950, disetujui 
oleh DPR dan Senat untuk melaksanakan kehendak rakyat termasuk 
rakyat di daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara 
Sumtera Timur. 
Dalam Bab V UUDS 1950 tercantum juga j udul "Hak-hak dan 
Kehcbasan-kebebasan Dasar Manusia", yang sama dengan judul 
dalam Konstitusi RIS 1949. Pasal 7 sampai dengan pasal 34 memuat 
ketentuan-ketentuan mengcnai hak-hak asasi. 
Hak yang cliatur dalam UUDS 1950 dan tidak diatur dalam 
Kon stitusi RIS adalah kctentuan dalam pasal 21 UUDS yang 
menyatakan bahwa hak bcrdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur 
clengan Unclang-unclang. 
3.5 Ketentuan-ketentuan Mengenai Hak-hak Asasi dalam Undang-
Undang 
Kctentuan-ketcntuan mcngcnai hak-hak asasi yang cliatur 
dalam Unclang-undang dan isinya sama clengan hak-hak asasi 
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herdasarkan Pernyalaan/Deklarasi PBB, anlara lain sebagai 
herikut: 
3.5.1 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang "Kekuasaan Kehakiman" 
1) Pasal 1 
2) Pasal 4 (1) 
3) Pasal 7 
4) Pasal 8 
5) Pasal 9 ( l) 
Kekuasaan Kehakiman untuk menye-
lenggarakan keadilan guna menegak-
kan hukum dan keadilan adalah mer-
deka dengan kata Jain merupakan 
kehebasan Hakim dalam memutuskan 
perkara. 
Peradilan dilakukan "demi keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa". 
Tiada seorang juapun dapat dikenakan 
penangkapan, penahanan, peng-
geledahan dan pensitaan, selain atas 
perintah tcrtul is oleh kekuasaan yang 
sah dalam hal -hal dan menurut cara-
cara yang diatur dengan Undang-un-
Jang. 
Setiap orang yang disangka, di-
tangkap, ditahan, dituntut dan atau 
dihadap::m di depan Pengadilan, wajib 
dianggap tidak bcrsalah sebelum ada-
nya putusan Pengadilan yang me-
nyata kan kesa lahannya dan mem-
pcrukh kckuatan hukum yang tctap. 
Scorang yang ditangkap, ditah an, 
J itun tut , ataupun diadili tanpa alasan 
yang berdasarkan UU atau karena 
kckeliruan mengcnai orangnya atau 
hukum yang ditcrapkannya, berhak 
mcnuntut ganti-ganti kerugian dan 
rchahilitasi . 
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(2) Pcjabat yang sengaja melakukan per-
buatan sebagaimrna tersebut dalam 
ayat ( l) dapat dipidana . 
(3) Cara-c<1ra untu.k: menuntut ganti 
kerugian, rchabili :asi dan pcmbebasan 
ganti kerugian diatur lebih lanjut de-
n~an undang-undang. 
3.5.2 VU Nomor S Ta/um 1981 tentang "Hukum Acara pidana" 
Ketentuan-kctentu<:n mengenai hak asasi yang diatur dalam 
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (atau KUHAP) antara lain 
sebagai herikut: 
I) Hak-hak tersangka/tcrdakwa diatur dalam p~ .sal 50 s/d 6X 
2) Bantuan hukum diatur dalam p::sa l 69 s/d 7i 
3) Penangkapan diatur dalam pasal ! 6 s/d l 9 
4) Pcnahan diatur dalam pasal 20 s ic!~ I 
:'i) Penggcledahan diatur dalam pasal 32 s/d 37 
6) Penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d 46 
7) Pemeriksaao Surat diatur dalam pasa! 47 s/d 4Q 
8) Pra-pcradilan diatur dalam pasal 77 s/d 83 
Ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain 
mcngcnai sah tidaknya pcnahanan, sah tidaknya penghentian 
pcnyidikan, permintaan ganti kerugian dan rchabilitasi . lsi ketentuan 
ini sudah sama uengan kctentuan pasal-pasal Universal Declaration 
of Human Rights uan penjahatann ya dalam International Covenant 
on Civil and Political Rights. 
3 .5.3 Undang-undang Pelaksanaan dari Pasa! 28 VVD 7945 
Di antara unuang-undang yang mengatur hak-hak dan 
kewajihan asasi sebagaim:rna diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945 
misalnya: 
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I) UV Nomor 71 Ta/um 1966 jo VU Nomor 21 Tah1m 1982 tentang 
Pokok-pokok Pers 
Salah satu ketcntuan yang <liatur dalam Undang-Undang 
Po kok Pers ad;:ilah a<l;:i nya kebebasan yang bertanggung jawnb. 
TAP XXXIl/MPRS/ 1966 memberikan batasan tentang 
tanggung jawab tersehut, yaitu bahwa pers bebas 
namun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, Kepentingan Rakyat, Keselamatan Negara, Moral 
- Tata Susila, Kepribadian bangsa. 
TAP II /MPR/1988 memberikan batasan tentang 
tanggung jawab pers yang bebas adalah: 
Pers yang sehat, Pers yang bebas, yaitu Pers yang 
dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar infor-
masi yang ohyektif dan edukatif, melakukan kontrol 
sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat 
dan memperluas komunikasi dan partisipasi masya-
rakat dan dalam hal ini terus dikembangkan interaksi 
positif antara Pers, Pemerintah dan Masyarakat. 
2) UV. Nomor J Tahw1 1985 yang Mengubah UU Nomor 3 Tahwi 
1975 
Dalam pasal 2 <litentukan bahwa PARPOL dan GOLKAR 
herasaskan Pancasil sehagai satu-satunya asas dan asas itu adalah 
asas dalam hhidupan hermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 
3) UU. Nomor 8 Tahun 1985 tentang "ORKEMAS" 
Kekntu an dalam Undang-undang ini juga sama dengan 
kctrntuan dalam UU no. 3/ 1985 bahwa ORKEMAS berdasarkan 
Pancasi l<. sa! u-sa tunya asas dan asas itu adalah asas dalam 
kchidupan hermasyarakat, herbangsa dan bemcgara . 
BAB IV 
HAM DALAM HUBUNGAN UTARA - SELATAN 
4.1 Penganlar 
4.1.l Banyak usaha dari sementara kalangan d .; Masyarakat Eropa 
(ME) untuk memasukk<1 n faktor-faktor non-ekonomi, seperti 
masalah pemeliharaan lingkungan hidup dan HAM (Hak Asasi 
Manusia), dalam hubungan bantuan keuangan dan kerja sama 
ekonomi antara Indonesia dcngan ME. Kini fa "l\tor-faktor tersebut 
mulai berpengaruh, da lam hubungan kerja s .1ma ekonomi dan 
bantuan keuangan 1. Bcgitu pula Amerika Serikat mengancam bahwa 
Indonesia tidak akan lagi dimasukkan dalam GSP (Generalized 
System of Preference) bila Indonesia dianggap gaga! dalam men-
jamin hak-hak asasi manusia2. 
4.1.2 Persoalannya kemudian ialah, bagaimana kita dapat men-
gajukan sebuah respons yang positif dan rasional. Tingkat pemban-
gunan dan kedewasaan Indonesia tampaknya tidak lagi mengizinkan 
untuk secara emosional bereaksi dengan go to hell with your aid. 
Lagi pula, isu HAM khususnya tidak hanya akan muncul dalam 
hubungan Indonesia dengan ME, tetapi juga dengan "negara-negara 
utara" lainnya. Isu HAM tampaknya akan menjadi salah satu isu 
yang akan mewarnai hubungan antarnegara-negara Selatan dan 
negara-negara lJtara, dengan pihak pertama yang akan merasa 
"terpojokkan". 
-I I 3 Maka yang dibutuhkan kemudian ialah bahasa yang sama, 
katakanlah "kerangka dialog", yang sedikit formalistis dan sedikit 
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filo sofis, yang dapat dipaha mi dan malahan dijunjung tinggi olch 
pih il k Utara namun tidak mcnjadikan pihak Selatan senantiasa 
menjadi underdog yang diaja r-ajari dan disalah -salahkan . lni ba-
rangkal i akan lebih efektif clan produktif. Berkilah bahwa negara-
negara Selatan punya konsep sendiri tentang HAM yang digali dari 
khasanah budaya sendiri, biarpun barangkali benar, tentu lebih sukar 
dipahami oleh negara-negara Utara. Suka atau tidak, hak asasi 
manus ia sudah menjadi unsur penting dalam global narrative umat 
manusia . 
4.2 Tekstur Hak Asasi 
Kesadaran histor is umat manusia dengan tekstur yang dicapai 
sekarang , tertuang dalam "Piagam Hak Asasi Manusia" PBB 
Universal Declaration of Human Rights. Tekstur ini pun dicapai 
dengan susah-payah melalui pelbagai chaos, fluctuation atau sym-
metry breaking process dalam bentuk pelbagai revolusi, malaise 
ekonomi dan perang. Kita barangkali dapat menggambarkannya 
dalam cara yang analog dengan cara seorang paleontolog atau 
arkeolog memperlakukan lap isan-lapisan geologis. 
4.2.J Dari lapisan yang berasal dari ahad ke-17, kita mewans1 
kesadaran akan, katakanlah , hak-hak asasi untuk merdeka, seperti 
secara tajam tersimpul dalam filsafat John Locke. Hak-hak asasi ini 
mengacu pada perlunya menjaga martabat manusia sebagai makhluk 
sosial. Semua hak dasar yang menghalau campau tangan negara dan 
masyarakat termas1Jk di s ini, yaitu hak hidup, hak atas kebebasan 
bergerak, dan hak milik pr ibadi . Hak-hak untuk merdeka ini 
terutama tercantum dalam pasal 18 Piagam PBB. 
4.2.2 Dari lapisan yang berasal dari ahad ke-18, kita temukan 
kesadaran akan, katakanlah, hak-hak asasi demokrasi yang khusus-
nya men cuat rlalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Hak-hak 
asasi ini menekankan perlunya partisipasi si makhluk rasional dalam 
lingkungan, dimana ia hidup sebagai makhluk sosial. Hak untuk 
berserikat, mengemukakan pendapat, memilih wakil dan juru bicara 
yang piawai dan terpercaya, termasuk di sini. Pasal 19 sampai . 
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dengan 22 dari Piagam PBB rupa-rupanya berbicara tentang hak-hak 
demokrasi ini. 
4.2.3 Akan telapi , untuk menjaga martabatnya yang rasional dan 
untuk berpa rtisipasi scb:1ga; il ~ akhlu k scsial yang rasion al, manusia 
j uga perl u $Chat, ma ::a:! kc:ri yang, ti(!cik teda!u le:ih , punya waktu 
luang . Inilah hak WNsWi~.D . ,!'1J,::i g. p:rng:1n, papan, pckc rjaa n. Inilah 
hnk asa~i y·nig bc rhi.:; · uP.g,' n <•L NN ~; . NNN '.rn1hang padi dan kapas . 
Manu:.i<1 J· •• ' 1U,i n_ ~ ad •. d · t• ·~~Wg n1:: kb:u k benub uh. K<::sejah-
ti: rnau tubu b1,,i;: i ~W ll t hl·1· h1 L , ,·;· d .. !.1:.: k.;pr.: r<W ~ion al Jan sosia !ny·1. 
Ki'. a m .:· \ .1 r i : · .• '., .d.ir •. 11 •ili l'' l i· · l ,; 11 ; ·1 v:· 1.g t~rut gll~ WW h::rnsal Jari 
DN~Ftgd kL'-lq . . ·N ~ ng k. in Lud, -\ ig . \n _:r ~ ! , ~ .... u._. ·bac.h ~ NgaI J· ~~ l;ratu W~ 
, l "'-.t.:n l' u:a . . ~vkNN !DN"Il .H1 ' •· l·v . . 1 "wa:1u-. i i ada!Jh apa yang J ia 
n <i kan '', ten•,,: L..1:-. a1 d; ,n '.'c'1kbilwn. TN.. ~W.ipiI apa yang tcrcantum 
J :ihm r ~N s;ll 23 -..:a m11:ii ciLngan 28 Pi agam Ha i< Asasi PBB 
merupakan pcngaku ~rnI bJ hwa ia til.b k sc renu hr. y<t salah. 
4.3 Pemerataan dan Reslrukturasi 
4.3. I Dari tiga l:ipi san da lam tekstur kesadaran global ten tang hak 
asas i itu, ha k asas i kc m.:rJt.:ka an dan hak asasi demokrasilah yang 
laz imny a di kait -kait ka n Jcngan bantuan ncgara utara kepada negara 
st.:lata11 . A dany ;: c:apllal p unishment tcrse luhung dan tanpa prosedur 
pcngaclilan , Jipcrsoalkan (karena hak alas hidup lalu tidak terjamin). 
Adanya pembangunan sarana dan prasarana tanpa consent sepenuh-
nya dari rakyat y<lng Jirugikan, dipersoalkan (karena hak demokrasi 
lalu diaba ikan). Dan masih ada beberapa contoh lagi. 
4.3.2 Kesulitannya adalah, bahwa kemcrdekaan untuk memiliki 
tidak berarti, kalau orang tidak mcm iliki apa-apa. Dan hak untuk 
bcrserikat tidak herbunyi kalau orang tidak punya uang lcbih untuk 
naik bus ke tcmpat rapat atau kalau waktu luangnya harus dipakai 
untuk mencari penghasilan tambahan . Maka terdengar masuk aka!, 
b ila negara-negara sclatan mcmberi prioritas pertama pada pemba-
ngunan ckonomi. Dilihat dari kaca mata hak asasi, pcmbangunan 
ckonomi haruslah dikaitkan dengan usaha menjamin hak asasi 
padi-kapas Jari sctiap warga ncgara, atau pemerataan. Sulitnya lagi 
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pemha ngu nan ekonom i itu pun dipcngaruhi oleh pola -pola hubungan 
ckonnm i g loha !. 
4.3 .3 Ja Ji , hak alas kcme rJc kaa n Jan hak J emokrasi scringbli 
sukar terwujud dalam konst clas i politik dalam ncgcri suatu negara 
Selatan , karcna posisi nega ra itu sehagai negara pinggiran dalam 
kon stelas i ekonomi internasional. Hak untuk merJeka da n hak untuk 
herpatisipasi tidak sepenuhn ya terjamin, karena "susunan sosial 
internasional " tidak menjamin, mengabaikan, bahkan melanggar 
hak-hak padi-kapas dari kehanyakan warga negara selatan. Ini justru 
terj adi an ta ra lain, karena negara- negara utara ternyata lebih memen-
tingkan kepentingan (ekonomi) nasional mereka dibandingkan 
kepentinga n kcman usiaan sebagaimana mereka gembar-gem-
horkan . 
4.3.4 KcpaJa negara-negara maju, khususnya negara-negara donor 
tertentu , aJa baiknya diingatkan klausul yang berbunyi, bahwa 
"setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional", yang 
memungkinkan terlaksananya semua hak yang tercantum dalam 
Piagam PBB itu. Pelaksanaan hak untuk mereka dan hak untuk 
berpartisipasi berkaitan erat Jengan pertumbuhan ekonomi, dan pada 
gilirannya dengan struktur dependensi global, yang untuk sebagian 
disebabkan oleh perilaku ncgara utara : 
4.4 Kemerdekaa .ri dart Demukrasi 
4.4.J Di lain pihak, suda h cukup sering disuarakan, bahwa 
kredihilitas ncgara-negar :-i Selatan akan naik di mata negara-negara 
donon dari utara, apahila Jitunjukkan usaha-usaha nyata ke arah 
perbaikan pel:iksan :i an hak-h:ik asasi untuk merdeka dan untuk 
berpart isipasi itu . Sct idak-ti Jaknya harus ada niat, isyarat, dari pihak 
negara selat<in , bahw;i mereka memang punya goodwill dan political 
will un tu k meWUJudkan knmitmen mcreka dalam percaturan umat 
manusi a atau J;lobal narmtive ini. 
4.4.2 Dari sudut etis juga dikemukakan, hahwa tidak ada hak 
moral bagi satu bangsa untuk memperjuangkan suatu "susunan 
sosial internasional" yang menghormati hak asasi manusia, apabila 
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di dalam negerinya sendiri tidak dijalankan penghormatan semacam 
itu. 
4.4.3 Namun, lebih dari itu, pertumbuhau ekonomi sebagai 
"jembatan emas" kc arah terlaksnnanya pemerataan atau terjaminnya 
hak asasi padi-kapas akaP tiuak efektif, apabila tic.ak disertai hak 
untuk merdeka dan, lebih-lebih Jagi, hak untuk berpartisipasi serta 
mencgakkan demo krasi . 
4.4.4 Agar supaya bantuan luar negeri, termasuk suntikan modal 
untuk mengangkat pcrtumhuhan ekonomi, m encapai sasarannya 
schagai sarana untuk meningkatkan pclaksanaan hak asasi, maka 
perlu ditumbuhkan iklim keterbukaan. 
Dalam tekstur kcsadaran kita ten tang hak a ;asi manusia, ketiga 
lapisan itu ternyata saling mengandaikan. Dari pada bersifat 
gcologis, tekstur itu tampaknya lebih bersifat organis. Sifat organis 
dari tekstur hak asas i inilah barangkali, yang j(elak akan terbukti 
sebagai pencapaian abad kc-20. Dan dalam mcl<.:ksanakan hak asasi 
sebagai unsur fundamental (mungkin paling fundamental) dari 
global narrative umat manusia, dibutuhkan keLetapaan hati untuk 
melakukan kritik ke lua r maupun otokratik ke dalam. 
CATATAN 
1) Kompas, 1 Descmber 1992 
2) Lihat Time , 31 Januari 1994, hal 30 
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BAB V 
GERAKAN NON-BLOK DAN e~h ASASI 
MANUS IA 
5.1 Pendahuluan 
Ada tiga persoalan utama yang dewasa ini mendapat perhatian 
dunia. Ketiga persoalan itu ialah demokratisas i, lingkungan hidup 
dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ketiga persoalan ini 
seringkali menjadi ganjalan dalam huhungan autara negara-negara 
maju dan negara-negara sedang herkemhang. Dalam kontroversi 
populer yang tampil di media massa , seakan-akan perbedaan kedua 
helah pihak merupakan perhedaan paradigma yang tak terjembatani. 
Padahal, menurut dugaan, perbedaan-perbedaan itu hanya ditim-
bulkan oleh perbedaan prioritas yang diberikan yang erat kaitannya 
dengan tahap pembangunan suatu negara. 
Sumbangan pemikiran ini akan memusatkan diri pada isu hak 
asasi manusia dan ingin mernperkuat hipotesisi di atas dengan 
memperlihatkan bahwa pasal-pasal dalam "Pesan Jakarta" yang 
dihasilkan oleh KTT Non-Blok yang diselenggarakan pada 1--6 
September 1992 di Jakarta ternyata berhicara dalam filosofi, bahasa 
dan interprestasi yang sama dengan Piagam Hak-hak Asasi Manusia 
PBB. Dalam pergaulan manusia sedunia, negara-negara anggota 
GNB pun bcrkepentingan kunt untuk rnenjunjung tinggi kebebasan, 
Jemokrasi Jan keadilan sosial. Akan tetapi, untuk menciptakan tata 
kehidupan internasional yang sedernikian, kehidupan nasional setiap 
40 
41 
negara anggota GNB pu n pcrlu J iresapi oleh kebebasa n, demokras i 
J an ke ;i Ji lan sosial. 
Un tuk itu pertama-tam <1 aka n dipaparkan secara si ng kat scgi 
hi storis dan fil osofis Pi agam Hak-hak Asasi Manusia PBB , dan 
kemu dian akan dikaj i pasal -pasal "Pesan Jakarta" yang mere nek-
sikan , memperkuat, da n bahka n merekomendasikan tindak lanjut 
yang mcrupakan penerapan J ari Piagam PBB. 
5.2 Perkembangan Pengertian Hak Asasi Manusia 
Dalam perkembangan awalnya, hak-hak asasi manusia scmula 
di mengerti semata-mata sebagai hak atas keb ebasan . Mul a-mula segi 
ncgatif ("bebas dari "), kemudian segi akt if ("bebas untuk") dari 
kebebasa n dikemukakan j uga .1 
5 .2. I Scgi negati f, seperti diru muskan oleh John Locke, berniat 
mcnghala u campur tl.l ngan ya ng tak diingi nkan tcrhadap kchidupan 
pribad i. Segi in i misa lnya men yangkut h:ik atas hid up, hak atas 
kchehasan hergerak, hak <i ta-; milik prihadi dan sebaga inya. 2 
5.2.2 Segi positif, seperti di rumus kan oleh Jean -Jacq ues Rousseau, 
mencgas kan ad an) a hak ~c ti a p ora ng untu k ikut secara aktif 
menen tukan ara h perkem bangan J an pembanguna n masyarakat. 
Tcrmasu k J alam s ~gi pus it1f ini ia lah ha k untuk bcrserikat, me-
ngemu kakan pendapat, mcmil ih wakil-wa kil dan sebagainya. 3 
5. 2.3 Ca ku pa n pe.1gcrt ia n hn k asasi ini kemudian berkembang 
sam pai pada kesadaran hahwa h<1 k aias kr~h eb a sa n tidak mungkin 
Ji nikmati olch sem rn l;ra ng tanp:i adan ya kes;1ma;m minima! dalam 
masyara kal. 4 Bila kesenj angan so~ i a l terb lu i' e::: nr, kchebasan hanya 
akan mcnjadi privJe:,c bagi kclompok ata;• orang-orang tertentu 
dalam masyarakat. Maka un tuk d;1pa l mcnja lankan kebebasan, set iap 
orang perl u menda pat hagian yang i! dil dari kekaya<in material serta 
buda ya milik mm.yarakat seluruhnya . Inilah seg i positif-sosial 
seperti terwujud dalam hak atas perumahan yang la ya k, perawatan 
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kesehatan yang biayanya terjangkau, pendidikan kejujuran, kondisi-
kondisi kerja yang manusiawi dan sebagainyH. 
5.3 Piagam Rak Asasi Manusia 
5.3. J Menurut sejarahnya. Piagam Hak-hak Asasi Manusia dicetus-
kan oleh PBB di Paris, 10 Desember 1948. Mula-mula pada 1946, 
PBB mcmbentuk Komisi Hak-hak Asasi. Dua tahun kemudian, basil 
kerja komisi itu diterima oleh negera-negara anggota PBB. Maka, 
piagam itu telah menjadi kcsepakatan interna:>ional. 5 
5.3.2 Kalau diperhatikan dengan teliti, maka piagam Hak Asasi 
Manusia PBB memuat unsur-unsur pengertian hak asasi seperti 
diuraikan di atas. Pasal-pasal 1 sampai dcngan 18 menggariskan 
kewajiban untuk menghargai segi negatif dari Hak Asasi Manusia. 
Pasal-pasal 19 sampai dengan 22 menjamin segi aktif. Sedangkan 
pasal-pasal 23 sampai dengan 28 mencanangkan kewajiban untuk 
melaksanakan segi positif-sosial dari hak asasi. 6 
5.3 .. ~ Yang bagi tujuan ini-yaitu mengankat persoalan hak 
asasi pada tingkat pergaulan internasional-perlu disoroti secara 
kbus us tampaknya ialah pasal 28 : "Setiap orang berhak atas suatu 
susunan sosial intenzasional di dalam hak mana hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat 
dilaksanakan sepcnuhnya". 
5.4 GNB dan Rak Asasi Manu..~ia 
5.4.J Di satu pihak, tugas pokok GNB dalam hal ini ialah 
mempcrjuangkan "susunan sosial internasional" yang menjamin 
perwujudan hak-hak asasi manusia dalam sejarah. Segi negatif dan 
segi aktif seringkali sukar terwujud dalam konstelasi politik dalam 
negeri suatu negara anggota GNB karena posisi negara itu sebagai 
negara pinggiran dalam konstelasi ekonomi internasional. Dalam 
arti ini, segi negatif dan segi aktif hak asasi (yang biasanya dengan 
nada menggurui dipakai oleh negara-negara maju sebagai prasyarat 
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Jalam huhungan bilateral ataupun multilateral dengan negara-ncgara 
sedang herkemhang) sukar diwujudkan Jalam sebagian hesar negara 
anggota GNB karcna "susunan sosial internasional" tidak menjamin, 
mengahaikan, dan hahka n melanggar, segi positif-sosial dari 
kcb anya kan warga ncgara hersangkutan . Hal ini justru terjadi karcna 
nega ra-ncga ra maju ( indu stri) itu scndiri ternyata lebih memcn-
tin gka n kc pcntingan (ckonor>1 i' n a ~ i onal m creka dari pada kc i .,n-
tingan kcmanusi ·1an . 
5.4 .2 Di lain pihak , harus d isa uari bahwa ncgara-negara angt:,ot<1 
GNP w ajib menghorm;i ti h. ~ scpakatan intcrnasional yang berupa 
Piag am H<: k-hak Asasi Manu s ia itu. Kredibilitas GNP di mata dunia 
intcrnas iona l akan meningkat apahila masing-masing negara anggota 
nrnmpu Jan berhasil menciptakan suasana ipoleksoshud yang mcn-
jamin ha k-hak asasi manus ia , baik scgi negatif, aktif, maupun pos itif 
sosi a l. Tidak ada hak moral hagi satu bangsa untuk memperjuangkan 
suatu "susunan sosia! internasional" yang menghormati hak asas i 
manusia , apabila di dalam negerinya sendiri tidak dijal ankan 
pcnghormatan semacam itu . 
5.5 "Pesan Jakarta" dan Hak-hak Asasi Manusia 
Apa yang sudah diuraikan di alas sedikit banyak terccrmin 
juga dalam "Pesan Jakarta" yang dihasilkan dalam Konperensi GNB 
kc-10 yang herlangsung di Jakarta, 1--6 September 1992. 
5.5. J Usaha menciptakan "susunan sosial internasional" yang kon-
dusif bagi pelaksanaan hak asasi positif-sosial. 
Khususnya dalam bidang hak asasi positif-sosial dalam kaitan 
dcngan usaha menciptakan "susunan sosial internasional" yang 
kondusif bagi penghargaan atas hak asasi manusia, ha! itu tercermin 
dalam pasal 5, 12, 14, 15 dan 17 dari "Pesan Jakarta". 
Pasal 5 mengimhau diwujudkannya suatu tata internasional 
yang baru dan adil yang, antara lain, "harus dapat meningkatkan 
hak-hak asasi manusia dan kehebasan pribadi maupun hak dan 
kebebasan masing-masing ncgara" (the promotion of the Jundamen-
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ta/ rights and freedoms of individual human beings as well as of 
. ) 7 nations. 
Pasal 12 menegaskan hahwa tata internasional yang tidak adil 
telah menimhulkan kesenjangan kemakmuran dan tingkat teknologi 
yang semakin mendalam; dan ini di~andang sebagai ketidakadilan 
yang harus dihindari (unacceptable). 
Pasal 14 mennsinyalir sekali Jagi bahwa kehendak negara 
sedang bcrkemhang untuk memhangun mengalami hambatan dari 
tata ekonomi dunia. 9 ·• 
Pasal 15 secara lebih spesifik menunjukkan salah satu contoh 
hambatan semacam itu, yaitu kegagalan The Uruguay Round for 
Multilateral Trade Negotiations yang diakihatkan oleh perilaku 
ncgara-negara maju dalam memcntingkan kepentingan nasional 
mereka sendiri. 10 
Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk menciptakan "susunan 
sosial internasional" yang dikehendaki perlu dijalin kerjasama antar 
ncgara sedang berkembang sendiri, misalnya dalam bentuk ker-
jasama Selatan-selatan, dan juga kerjasama antara GNB dengan 
G-77. 11 
5.5.2 Usaha Meningkatka11 Kredibilitas dalam Bidang Hak Asasi 
Manusia 
Dan dalam rangka usaha meningkatkan kredibilitas, "Pesan 
Jakarta", seperti termaktub dalam pasal 18, menegaskan kembali 
bahwa hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi berlaku secara 
universal" .12 Negara-negara anggota GNB "menyambut baik 
meningkatnya kecenderungan ke arah demokrasi dan bersedia untuk 
hekerja sama dalam usaha melindungi hak-hak asasi manusia. 13 
Secara lebih spesifik lagi, komitmen untuk melindungi hak 
asasi manusia ini (khususnya segi positif-sosial hak asasi) 
dicanangkan dalam pasal 13, yang menyebutkan bahwa GNB punya 
komitmen untuk memerangi kemiskinan, buta huruf dan keter-
14 belakangan . 
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5.6 Komitmen Lebili Operasional dalam nPesan Jakarta n 
Dalam kaitan dengan implementasi "Pesan Jakarta" perlulah 
di sini diketengahkan komitmen-komitmen lebih operasional, yang 
dengan mudah dapat dijabarkan ke dalam rencanaka kerja. Komit-
men-komitmen itu ialah : 
5.6.1 GNB punya komitmen untuk mendukung bak asasi dan 
perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan diri dan untuk 
merdeka (pasal 7). 15 
5.6.2 GNB mengutuk apartheid dan diskriminasi rasial, sambil 
menyatakan dukungan terhadap usaha-usaha rakyat Afrika Selatan 
untuk kc luar dari politik ras ialisme (pasal 8). 16 
5. 6.3 GNB punya komitmen mengenai pcrlunya menyiapkan diri 
hagi "Konferensi Hak Asasi Manusia" ke II yang akan berlangsung 
Jun i 1993, "The Non-aligned countries therefore shall coordinate 
their positions and actively participate in the preparatory work of 
the Secound World Conference on Human Right in June 1993, in 
order to e11sure that the Confere11ce addresses all aspects of human 
rights on the basis of universal itu, indivisibility, impartiality and 
11on-selectivity" (pasal 18) .17 
5.6.4 GNB punya komitmen untuk mendorong diadakannya sidang 
World Summit for Social Develoment yang harus menempatkan 
rakyat dan kebutuhan sosial mereka sebagai pusat perhatian dan 
upaya PBB dan sehagai forum untuk mengemukakan bahwa 
masalah-masalah sosial mempunyai aspck yang hersifat multi-
demensional (pasal 20). 18 
5.6. 5 GNB punya komitmen terhadap kaum muda dan anak -
anak, disebutkan dalam "Pesa n Jakarta" bahwa GNB mendorong 
implemcntasi pen uh dan efoktif dari Declaration and Plan of Action 
of the World Summit for Children (pasal 22).19 
5.7 Penutup 
lsu hak asasi sehagai aspek sosial dari "Pesan Jakarta" 
merupakan salah satu asp'ek saja dari usaha yang sifatnya multi-
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dimensional. Isu hak asas1 manusia herkailan erat dengan usaha 
politik dan ekonomi untuk mewujudkan tala politik dunia baru dan 
Lala e konom inlernasiona i baru yang lebih demokralis dan 
bcrkeadilan sosial. Ini tiJak bcrarti bahwa isu hak asasi scbagai 
bagian aspek sosial itu tidak penting. Dalam Jan dcngan isu hak 
as<i s i scbagai bagian aspck sos ial itu lidak pealing. Dalam dan 
dcngan isu hak asasi ini, krcdibilitas negara-negara GNB di mala 
masyarakat inte rnJsiun al h·::nar-bcna r dipertaruhkan. Sedangkan 
tiadanya krcJibi ii la s ilu hanya akan mcmbuat usaha mewujudkan 
tata politik dan la ta ckonorr: i internasional baru yang dilancarkan 
oleh negara-negara anggota GNB tidak akan efektif. Jadi antara 
usaha mcningkatkan kredihilitas chm usaha menciptakan, "susunan 
intcrnasional" yang kondu:•if hagi pelaksanaan hak-hak asasi 
manusia itu terdapat huhungan timha l halik clan hubungan saling 
mcngnndaikan. 
CATATAN 
1) Lihat Frans Magn1s-Suseno, Etika Politik : Prinsip-prinsip 
Moral Kenegaraan Modem, Jakarta : Gramedia, 1991 , 
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2) S .I . Benn & R.S . Peters , The Principles of Political Though t, 
new york : Ma cmillan, 1964, ha!. 250-254 
3) /hid., hal. 282-285. Liha t j uga Giovanni Sartori, The Theory of 
Democracy Revis ited, New Jersey : Chatham, 1987, ha !. 
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BAB VI 
HAM DAlAM KEHIDUPAN POLITIK 
INDONESIA MUTAKHIR 
Tidaklah benar kalau dikatakan bahwa berkembangnya 
rumusan dan kesadaran bangsa Indonesia di seputar masalah HAM 
barn muncul akibat tekanan-tekanan yang sifatnya eksternal. Bahkan 
scbelum nation-state Indon esia didirikan, para founding farhers kita 
sudah sibuk mcmhahas persoalan HAM itu dalam rapat-rapat 
pcrsiapan kemerdekaan . Secara lcbih eksplisit, HAM juga dican-
tumkan dalam Konstitusi RI S 1949 dan Undang-Undanc!- Das::i r 
Semen tara 1950. Pad a pcriode "demokrasi terpimpin" pun Japat 
disaks ikan tampilnya tokoh-tokoh Indonesia yang dengan cara 
ma s ing-masing memperju angka n perlindungan hak-ha k asa~ i 
manusia , khususnya hak alas kebcbasan (kebebasan pers teru ta ma) 
dan hak demokrasi. Tokoh-tokoh itu tidak jarang berani berkorb<1!1 
untuk apa yang mempertahankan intergritas dengan merelakan 
jabatan tinggi yang didudukin ya . Namun bagaimana pun, kisah akhir 
dari "dcmokrasi terpimpin" itu bukanlah disebabkan olch isu 
hak-hak asas i manusia melainkan oleh karena soal-soal yang lebih 
praktis baik dari sudut politis maupun ekonomis, seperti yang 
tcrcermin dalam Tritura (yang isinya adalah tuntutan untuk me-
nurunkan harga, mendemisionerkan kahinet dan membuharkan PKI) . 
Masalah mengenai HAM rnulai bertiup agak kencang sedikit 
di luar negcri scbagai reaksi terhadap pcnanganan para tapol 
(tahanan politik) yakni mcreka yang diduga kuat terlibat dalam 
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petualangan G30S/PKI. Pada awalnya adalah LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non -governmental Organization ) 
semacam Amnesti Intcrnasional yang mempersoalkan prosedur 
hukum dan perlakuan terhadap para tapol. Kernudian persoalan ini 
j uga memperoleh perhatian besar dari pemerintah negara-negara 
maju, khususnya kemudian bergulir menyentuh sektor-sektor lain 
kehidupan bangsa Indonesia. Perlindungan HAM tidak hanya diper-
soalkan dalam kaitannya dengan tapol, tetapi juga dalam kasus-
kasus politik yang lain, misalnya pelarangan buku, larangan pergi 
ke luar negeri (kemudian dikenal sebagai "cegah-tangkal-atau 
"cekal" ), "budaya telepon" dalam kehidupan pers Pancasila, upaya 
mcmena ngkan orsospol tertentu dan sebagainya. HAM juga diper-
masalahkan di sektor ekonomi, seperti soal UMR (Upah Minimum, 
Rc.gional, hal mogok, jamsostek Uaminan sosial tenaga kerja), 
hak-hak pekerja wanita, hak-hak untuk memilih secara bebas serikat 
pe'. ;;c rja yang dikehendaki. Kasus Marsi11ah merupakan kasus paling 
akt ual di sektor ekonomi ini yang menimbulkan gaung internasional 
p;:id:i aw~l dasa warsa 1990an ini, menyaingi hiruk pikuk seputar 
bsvs pcmbangunan waduk Kedungombo pada akhir dasawarsa 
l 980an. Di sektor kcbudayaan, dipersolakan pula larangan atas 
tampilnya para seniman tertcntu atau atas pementasan karya-karya 
mereka . Kasus pcncekillan atas pementasan drama monolog "Pak 
Kanjeng" karya Emha Ainun Najib Ji Surabaya merupakan kasus 
pn ling hangat awal dasa warsa ini. Di sektor hankamnas, yang punya 
g:1ung internasional sangat kuat adalah kasus "petrus" (penembak 
misterius) di penghujung tahun 1980-an dan kasus Dili pada akhir 
1901. Bahkan pencekalan "Pak Kanjeng" di Surabaya dihubung-
h11bungkan pula deng:rn us;:iha untck mencegah terjadinya peristiwa 
t:-agis semacam kasus Waduk Nipah Ji Madura, Jawa Timur. 
Pcrsoa lan t<1 pol y<1ng rr.crupakan aftermath dari petualangan 
G30 s/PKI tahun l %.'i il u bahkan masih bergema pada awal tahun 
1990:!'1 ini . Keti ka berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya 
sebagai Ketua IGGI, Men teri Kcrjasama Pembangunan Belanda J.P. 
Pronk menyebutkan h1hwa kehidupan eks tapol G-3-S/PKI di Pulau 
Buru sangat menggembirakan. "Mereka bebas dan berbaur dengan 
masyarakat setempat dal am suasana aman dan damai. Keadaan 
mcreka jauh berbeJa dcngan apa yang dig<1mbarkan oleh Amnesti 
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Internas ional , yaitu seolah-olah ekstapol di Pulau Buru hidup dalam 
kondisi yang tertekan" , begitu ujar Pronk dalam jumpa pers di 
Bandara Pattimura, Amhon, pada 7 Agustus 1991. Pronk menam-
bahkan, bahwa apa yang digambarkan oleh Amnesti Internasion al 
sama sekali tida k benar. E ksta pol yang ditemuinya bertutur bahwa 
keh idu pa n mercka sudah jauh lebih bai k dan mereka pun merasa 
pun ya kebebasan berbicara dengan s iapa saja tanpa ada ya:. i,, 
mengekang . 
Nam un peris t1w:i yang d ilihat dar i sudut HAM mcncoreng 
mu ka Indones ia ada lah terjadinya "pcristiwa Dili" November 1991. 
Per is tiw a itu justru tcrjadi di sekitar saat-saat kunjugan salah 
seora ng anggota Komisi Ha k Asasi Manusia PBB ke Indonesia, 
yakn i Prof. Pieter H . Kooijmans . Guru bcsar Universitas Leiden , 
Belanda, yang a ktif di PBB SEJAK 1967 itu, memang m erupakar. 
utusa n PBB untu k secara kh usus mcnyoroti terjadinya tindakan 
pen yiksaa n tc rh adap tahanan (torture), pelaksanaan hukuman tanpa 
pera dilan (summary execution) atau penangka pan serta pcnahanan 
secara s cwenang -wenang . Di samping mencari informas i tcntang 
pelaksanaan HAM, Kooij mans juga bertugas mem pelCJj a ri sej a 11h 
man a s is tem hukum d i Indo nesia yang bcrhubungan denga n HAM 
cukup memadai untuk meng hin da ri terjadinya kekerasan , peny ik-
saan ataupun perlakuan sew enang-wenang atas orang yang tcr-
sangkut kasus hukum . 
Pada 1991 itu pula terungkap bahwa UNDP (United Nations 
Development programme) men empatkan Indonesia di urutan kc-77 
dari 88 negara yang diukur tingkat pelaksanaan HAMnya . Ranking 
itu dibuat berdasarkan 40 ind ika tor kcbebasan yang diambil dari 
buku World Human Right Guide tulisan Charles Hemana. Termasuk 
dalam 40 indikator itu anta ra lain : hak untuk bepergian di dalam 
dan luar negeri, kehchasa n hcrkumpul dan herserikat, kebebasan 
dari kerja pa ksa , tiadanya penyiksaan, pemhunuhan di lu ar peng-
adilan, penahanan tanpa dasar hukum, agama yang dipaksakan , 
sensor pers dan po litik , kehehasa n untuk melancarkan oposisi politik 
secara dama i, adanya pemilu multi partai yang rahasia, persamaan 
e kono mi pria dan wanita, persamaan etnis, pers independen, hal 
legal untuk mempunya i kebangsaan, praduga tak bersalah, peng-
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adil:rn terbukn , bebas d:.Hi pengejaran olch polisi tanpa surat 
pennngkapan , dan hak individu untuk melakukan pcrkawinan antar 
ras dan agama, hak untuk mempraktckkan homoscksualitas di antara 
orang dcwasa, mcmeluk agama apa pun dan menentukan jumlah 
a nak . lndeks kebebasan itu sendiri dijadikan laporan oleh UNDP 
sebab tujuan dari pcmbangunan manusia adalah untuk meningkatkan 
bcrbagai pilihan manusia dan untuk melakukan pilihan itu orang 
harus tcrlebih dahulu menikmati kemerdekaan sosial, budaya, 
ekonomi dan politik. 
Berdasarkan indik:.itor itu disusunlah ranking dcngan 3 pe-
ngclompokan . Tingkat kebebasan tinggi terdiri atas 18 ncgara 
(dengan skor 31-40) termasuk di antaranya Swedia, Denmark, 
Inggris dan Costarica. Tingkat kebcbasan menengah terdiri atas 32 
negara ( dcngan skor 11-30) antara lain Portugal, papua Nugini, 
Ital ia , Peru, Meksiko, India, Singapura, Mesir dan Ghana. 
Scdangkan tingkat kebebasan rendah terdiri dari 38 negara yang 
antara lain mencakup Polandia, Paraguay, Fipipina, Kuwait, In-
dones ia, Vietnam, Uni Soviet, dan terakhir Irak. Indonesia ditem-
patkan pada urutan ke-77 dengan skor 5 berada di bawah Korea 
Utara (urutan ke-76) dan di atas Vietnam (urutan ke-78). 
Dapat dimengerti bila pemerintah Indonesia lalu sibuk mem-
benahi citranya dalam pergaulan dan komunikasi politik antara 
bangsa . Biarpun ada basa-basi diplomatik yang menegaskan bahwa 
bantuan luar ncgcri tidak dikaitkan dengan pelaksanaan HAM, 
tctaplah sulit dihindari kesan bahwa negara-negara donor sebenar-
nya tidak ingin bantuannya dipakai untuk apa yang mereka anggap 
pelanggaran terhadap HAM. Penolakan Indonesia tcrhadap bantuan 
Be landa dan anca mnn Amerika Serikat untuk mengeluarkan In-
d<·ncsia dari daft :-ir GSP memperku at kesan tersebut. Tentu patut 
d;perhitungkan pula kon di si dolam ncgeri ncgara -negara donor itu, 
dcngan rakyat yang lebih kritis dan memiliki kesadaran mcmbayar 
pajak yang tinggi, sehingga mereka ingin agar uang pajak mereka 
tidak mengalir ke pihak Jpiha~ yang tak mereka kehendaki. Di dalam 
negeri Indonesia sendiri semakin menjamur lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pcnyadaran dan ad-
vokasi atas hak-hak rakyat, semisal pemilik tanah yang digusur, 
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kaum buruh , tukang bccak, pckerja wanita, kaum transmigran, 
suku -suku tcrpencil , dan la in -lain. LSM-LSM ini umumnya juga 
hekerja dalam jaringan yilng bersifot in ternasional. 
PL:n ydcngg:,ira:1n KTf 1 11n-bluk (Non-A liK1ted Mo vement) 
ke - l J pad a 1--6 Sep tcmhl'r : 9°:.! , yang Jihadiri ol eh 101 -i r+g.i si 
neg'• • ·ingg. L1 a Jan 111;i<:1 J1:,,mti · p••' rl~· N · g;rn pcserta pei ... :1! '' 
d ir i-;tr.1 1:.m11. pat.h t~. N !Nr .•. •Lr .t ,! ·: '1.:'. 3cbag: .. i didl1ron;_· 11lcr 
k-h nuak untd. Dll.:::2:-:. ... 1:1 11. 11 . :,::fl1'\:••_;;.( D2 a Si!a B< !} lnn, 
( 195.5 ). l\:.imu11, t1c1:i:-. u r :115 l'Lfl li J16 aiJal<' 1 kei11ginan u .ttWi~ 
rnen:1•erb :·i1<.; dldtJ k ' il ' '.11f m n111 gkatka1 dt~Wi indones ia d 'i . n 
pergttulan inL L: lna<;· 111 ii. DukJ111tn ;·c ·mi yJin~ dih as il kan oleh KTT 
itu, ang kb ih <..li kcna l schIN~a i Pcsan Jakar t<: ! the Jukarta Mess.igc), 
l1d.d kct 1nggal an ni-.:rnual r·i".1-pas:.i l yang mcncgaskan kcmhali 
atau •ncnj ahark:111 lebih la nJUl Piag.1 m Hak-h c1 k Asa ;; i Manusia PBd , 
kh u. usnya y, ng scsua1 dcnga n si tuasi dan konJi si ncgara-n cga n' 
anggo ta Gcra ka i '.'Jon -blok. Da lan Pcsan Jakarta itu digarisbawahi 
pula pcrl unya penghormatan HAM dalam pcrgau lan antarhangsa. 
Lehih bcrkaitan langsung denga n HAM adalah LJ kabry<i 
HAM Asia Pasifik I! yang diselenggarakan oleh Dcpartemc:1 !..,uar 
Neger i RI bekerjasa ma dcn gan Pusat Hak Asasi Manus ia PBB 
(26 --28 Januari 1993 ) yang di 1kuti o leh ku rang lebih 300 pcscrta 
dari 30 negara Asi(j Pasi ti k. Dalam pidato pembukaan y«ng 
disampa 1ka n di Istana Negara Ja karta, Presiden Soeharto (s pe t i 
dikuti o lch Suara Karya, 27 Jan uari 1993) antara lain mengatak<ir~ 
hahwa adalah herlehihan bila hantuan ckonomi diserta i dengan 
tckan an-te kanan . Tekanan -tekanan demikian akan terasa ironis jika 
d iingat ha hwa di dalam negcri -negcri maju pemberi bantuan itu pun 
masih dapa t disaksikan tcrjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. 
Tekanan -tekanan oleh negara -negara donor itu akan terasa makin 
iron is lagi jika dilakukan oleh bekas ncgara-negara penjajah ter-
hadap negara-negara yang sedang membangun, yang sedang bcr-
juang kcras memulihkan dir i Ja ri akibat-akibat kolonialisrne rna sa 
lampau . Ka rena itu kchijaksanaan yang lebih baik adalah 
menggal:rng kerja sama yang crn t untuk mempcrcepat terwujudnya 
suatu mas yarakat kcmanusiaan yang lchih adil, lebih damai , lehih 
makmu r dan lcbih sejahtcraan . Masing-masing bangsa di hawah 
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pemerintah nasionalnya sendiri dan atas prakarsanya sendiri, meng-
ambil langkah-langkah terencana untuk meningkatkan martabat 
warganegaranya serta seluruh penduduk yang berdiam di wilayah-
nya. 
Konsisten dengan apa yang dikemukakan pihak Indonesia 
dalam KTT-Non-Blok X dan Lokakarya HAM Asia Pasifik II, 
Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) no. 50 
tertanggal 7 Juni 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, yaitu sebuah komisi yang disebutkan sebagai bersifat 
mandiri, artinya bukan lembaga pemerintah. Tujuan dibentuknya 
Komisi Naskonal HAM itu adalah, pertama, untuk membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai 
dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-
ha ngsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, 
dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat In-
donesia seluruhnya. Komisi ini direncanakan akan beranggotakan 
sebanyak 25 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh nasional 
terkemuka, dengan seorang ketua dan dua orang wakil ketua. Untuk 
pertama kalinya (untuk apa yang disebut Komisi Paripurna), 
penentuan ketua, wakil ketua maupun anggota-anggotanya dipilih 
dan diangkat oleh presiden. Sedangkan untuk selanjutnya, tata cara 
pengangkatan keanggotaan Komisi Nasional HAM ini diatur oleh 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan 
Komisi Paripurna. Masa jabatan ketua dan wakil ketua serta anggota 
Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya 
untuk satu masa jabatan. 
Di samping menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
Tangga, Komisi Paripurna ini juga bertugas untuk menetapkan 
Program Kerja Komisi Nasional. Kegiatan yang akan dilakukan oleh 
Komisi Nasional HAM ini adalah, pertama, menyebarluaskan 
wawasan nasional dan lnternasional mengenai HAM baik kepada 
masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat lnternasional. 
Kedua mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan 
tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan 
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ratifikasinya. Ketiga, memantau dan mcnyelidiki pelaksanaan HAM 
serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan 
pemerintah negara mengcnai pelaksanaan HAM . Keempat, mcng-
ada kan kcrjasama regiona l dan internasional dalam rangka 
mcmajukan dan melindungi HAM. 
Untuk mewuju dkan program kerja itu, di dalam Kvm is i 
Nas ional itu direncanak<in a ka n dibentuk s ub-sub komisi, yang 
te rdi ri da ri sub kom isi pcn d idi kan dan penyuluhan masyarakal , su' 
komis i pengkajian instrumcn HAM dan sub komisi peman lauil n 
pelaksanaan HAM. Sctiap sul' komisi dipimpin oleh seorang Ket ua 
dengan dibantu oleh Wakil ketua dan staf sesuai kebutuhan. Ketua , 
wakil kctua dan para staf sub komisi bekerja secara puma waktu. 
Sedangkan pelayanan kesckretariatan jenderal dipimpin ol e h 
seo rang sekretans jendera l yang dipilih oleh anggota Kom is i 
Paripurn a serta diangkat dan diberhentikan oleh Kctua Kom isi 
Nasional. Sekretaris Jcndcra l hekerja secara purna waktu . Di dalam 
Kcppres no. 50 itu juga discb utkan hahwa segala pembiayaan untuk 
pclaksanaan kegiatan Kum 1si Nasional HAM dibeban Lin pada 
anggara n Sekretariat Negara RI. Pada saat pe-ngumuman pcmhcn -
tukan Komisi Nasional HAM scsuai dcngan Kepprcs no . 50 ini 
dimaklumkan pula pengangkatan Ali Said sebagai ketua kom 1si. 
Sementara itu LSM juga sibuk dengan agenda mereka sen .Jiri 
dal am ka itan dengan pelaksa naan HAM . Kalau pemerintah s ilv1 k 
mempers iapkan diri untuk menghadiri Konferensi HAM di W ina 
pada tingkat wakil-wakil negara yang berlangsung 14--25 Juni 1993, 
pihak LSM juga mempersiapkan diri untuk pertemuan internasiona l 
tingkat LSM yang berlangsung 10--12 Juni 1993 di Wina pu la . 
Delegas i LSM-LSM Indonesia merupakan gabungan dari 56 LSM 
yang m enamakan dirinya In -Demo. Jurubicara In-Demo antara la in 
menegas kan perlunya ditetapkan HAM minimal yang tidak bolch 
dilangga r dalam keadaan apa pun. Hak-hak terscbut antara lain, ha k 
hidup, hak herorganisasi dan hak mengemukakan pendapat. Perlu 
adanya suatu institusi yang betul-betul independen yang dapat 
mengawasi pelanggaran HAM . 
Persis cnam bulan setclah pembentukan Komisi Nasional 
HAM , pada 7 Desember 1993 pemerintah mengumumkan peng-
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angkatan 25 angguta komisi. Pengangkatan itu ditetapkan melalui 
Keppres. no 455/M tahun 1993. Adapun daftar nama anggota komisi 
Nasional HAM adalah sebagai berikut : 
(1) Ketua merangkap anggota : Ali Said, SH (man tan Ketua MA) 
(2) Hajjah Aisyah Amini, SH (anggota DPR dari F-PP) 
(3) Dr. Albert Hasibuan, SH (anggotan DPR dari F-KP) 
(4) Asmara Nababan, SH (cendikiawan dari PGI) 
(5) Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH (Dirjen LP) 
(6) Drs. Bambang W. Soeharto 
(7) Dr. H.A.A Baharamuli, SH (anggota DPR dari F-KP) 
(8) Clementina Dos Reis Amaral 
(9) lg. Djoko Meoljono (mantan Dirjen Bimas Katolik) 
( 10) HR Djoko Soegiato, SH 
(11) Gani Djemat, SH (pengacara) 
(12) Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, SH (mantan wakil Sekkab) 
(13) KH Hasan Basri (Ketua MUI) 
(14) Prof. Dr. Charles Himawan, SH (Guru besar, Fakultas Hukum, 
UI) 
(15) BN Marbun, SH (anggota DPR, Fraksi PDI) 
(16) Marzuki Darusman, SH (mantan anggota F-KP) 
(17) Prof. Dr. Muladi, SH (Guru besar, Fakultas Hukum, Undip) 
( ! 9) Munawir Sjadzali, MA (man tan Menteri Agama) 
(20) Dr. Nurcholis Madjid (dosen IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) 
(21) Dra. Roekmini Koesoemo Astoeti (man tan anggota F-ABRI) 
(22) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (Guru hesar, Fakultas Hukum, 
Undip) 
(23) Soefiri, SH (mantan Jaksa Agung Muda) 
(24) Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Guru besar FISIP, 
Undip) 
(25) Prof. Dr. HR. Sri Soemantri martosewignjo, SH (Guru 
besar/Rektor Untag). 
BAB VII 
VISI INDONESIA TENTANG HAK-HAK 
ASASI MANUSIA 
7.1 Pengantar 
Di penghujung ahad kc-20 sekarang ini , ada tiga keprihadian 
umum dari bangsa-hangsa di dunia, ya itu tentang hak-hak asas i 
m a nusia, demokras i, serta kelestarian ling kungan. 
Tiga hal yang scbe lu m ini terlihat se kcdar sebagai masa!:i h 
akadcmik yang hanya m enar ik minat para ilmuwan , dcwa ~Wl i:;i telah 
mas uk ke dalam agenda para perumus kebijakan ncgar:1 dan 
berkembang mcnjadi acua n da lam komunikas i antarbangsa dan 
anta rn ega ra . 
Opini dunia ya ng kuat telah terhentuk bahwa masalah !rn k 
asasi , dcmo krasi dan lingkungan hidup merupakan masalah g iobal 
yang me lintasi hatas -hatas negara. Tidak ada bangsa ya ng dapat 
m engaha ikan kritik lu ar ncgcri mengcnai masalah ini sckcda r 
dengan a lasan hahwa hal -hal te rscbut termasuk dalam masal ah 
ncg cri nya sendir i. 
O pini dunia tersehu t tcrbcntuk antara la in karena pengalam an 
la ngsung mas yarak at sc ndi ri mengenai pelangaran hak asasi 
ma nusia , te rtindasnya dcm okras i dan rusaknya lingkungan; ka rcna 
keg igi han kclompo k-kcl ompo k yang priha tin terhadap masalah-
masa lah ini serta juga karcna liputan televi s i yang dapat menarr -
pilkan c fek dramatis dar i pel anggaran-pelanggaran yang terjad i. 
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Tayangan gambaran mengcnai orang-orang Palestina yang 
diusir Israel dan menggigil kedinginan di perbatasan Israel-Lebanon 
hari ini; atau lindasan rantai tank yang menggilas tubuh anak-anak 
muda di lapangan Tien An Men heberapa tahun yang lalu; 
penemhakan demonstran oleh tentara Myanmar serta berita debu 
radio aktif dari hocornya pembangkit listrik nuklir di Chernobyl, 
hekas Uni Soviet, mempunyai dampak spontan yang dirasakan 
sejagat. 
Di Indonesia sendiri, tayangan televisi hitam putih di Jakarta 
awal hulan Oktober tahun 1965 tentang tujuh jenazah para Pablawan 
Revolusi yang amat rusak walau baru tewas empat hari, secara serta 
mcrta telah menggoncangkan pengaruh Partai Komunis Indonesia 
dan kckuasaan Presidcn Soekarno. 
Lebih dari itu, bangsa-bangsa yang secara ekonomi dan 
industri telah maju mcngaitkan pengakuan terhadap tiga masalah 
terse.hut dengan kegiatan perdagangan ataupun bantuan ekonomi-
nya dengan negara-negara yang scdang berkembang. Pelanggaran 
terh adap hak asasi, demokrasi dan kelestarian lingkungan secara 
J;i ngs ung dakan menimhulkan reaksi yang merugikan negara yang 
melanggar tcrsebut. Mantan Pcrdana Menteri Singapura Lee Kuan 
Yew mcmperingatkan hahwa bahkan Official Development Aid dari 
Jcpang mempersyaratkan dihormatinya domokrasi, hak asasi 
manusia dan sistem pasar bebas agar dapat memberikan bantuan 
ckonomi kepada negara-negara yang membutuhkannya . 
Sudah barang tentu tidaklah menycnangkan mendapat kritik 
mengenai masalah dalam negeri sendiri dari negara-negara asing 
yang lebih maju, yang tidak jarang cli negcrinya sendiri juga tidak 
heh as dari pclang:g;iran tnhadap prinsip-prinsip yang hendak mereka 
tcgakkan di negeri-n eg.eri lain . Tcrasa ada scmacam kcmunafikan 
d·.f am sikap ncgara-negara maju itu . 
Namun , k<t mpanyc hak asasi manusia, dem okrasi dan ling-
kungan ini tclah mcmpcrolch momcntumnya sendiri, yang baik 
di selujui atau tidak , secara langsung atau tidak, mcnekan setiap 
Negara untuk merumuskan posisinya dengan jelas. Tidak ada satu 
negara pun yang berani menolak tiga tema sentral ini, termasuk 
negara-negara yang secara nyata-nyata adalah ncgara diktatur. 
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Sikap apa pun yang diambil suatu ncgara mcngenai hak-hak 
asasi manusia, dcm ukrasi Jan lingkungan, hal itu akan mempunyai 
dampak yang besar te rhadap citra Negara itu secara mcnyeluruh . 
Adalah menarik perh atia n bahwa hangsa-bangsa yang sccara 
ekonomis Lelah mencapai tingkat kcmaju an yang tinggi , lcbih 
"Yokal" mcnyarakan masa lah plDl a n gg WmW~ terhadap hak asasi 
manus ia, dcmokrasi dan lingk ungan ini dib:rn dingkan dengan bangsa 
yang sedang hcrjuang kc ras unluk meningka tkan taraf hiJup bag; 
rakyatnya. 
Patut kita pertanyakan apakah ncgara-negara yang sedang 
bcrkembang memang tidak mengakui hak asasi manusia, demokrasi 
dan pentingnya kclestarian lingkungan ini. 
Kenyataan menunjukkan bahwa hampir seluruh negara-ncgara 
yang seJang berkemhang itu mengakui hak asasi manusia, dcmo-
kras i dan perlunya ke lestarian lingkungan ini , sekurang-kurangnya 
sccara formal. PcrbcJaann ya dcngan ncgara-ncgara maju terlctak 
pada pcnempatan priori/a s tcrhadap hal-hal itu dalam keseluruh an 
lugas kcncgaraan yang seJang dihadapi . 
Bagi bangsa-bangsa yang sudah maju, yang tidak lagi mcng-
hadapi masalah pcmenuhan kcbutuhan pokok bagi kehidupan ra kyat-
nya , tiga hal terscbut herada pada peringkat teratas dalam age11da 
politikn y:i. 
Namun, hagi hangsa -bangsa yang masih bergulat keras untuk 
mcmcnuhi kehutuhan-kebutuhan dasar kchidupan masyarakatnya, 
apalagi bagi hangsa -han gsa yang masih harus bergulat dengan 
masa lah-masalah mcndasar mcngcnai nation buildinf{, kctiga hal 
tcrscbut kelihatannya herad a da lam pcringkat kedua. 
Dengan dcmikian , sesungguhnya lctak masalahnya bukan pada 
soal mengakui atau tidak mcngakui hak asasi, demokrasi ntau 
kelestari an lingkungan, tclap i pada masalah pcnempatan prioritas. 
Ken ya taan in i dapat Jijadikan titik tolak untuk membangun suasana 
saling mcngcrti antara bangsa-ha ngsa yang maju dan bangsa -bangsa 
yang scdang herhmbang. 
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Sclanjutnya tulisan ini mcmusatkan diri mcmbahas salah satu 
dari tiga keprihatinan universal ini, yaitu tcntang hak asasi 
manusia. 
7.2 Apakah Hak Asasi Manusia /tu? 
Scbelum menguraikan lebih lanjut visi Indonesia mengenai hak 
asasi manusia ini mungkin bcsar manfaatnya jika kita menjernihkan 
dan mcnyamakan tcrlebih dahulu pcmahaman kita mengenai istilah 
itu. Kejcrnihan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia ini 
hukan saja diperlukan untuk membina dan meningkatkan saling 
pcngertian dan kcrjasama antara Negara-negara Utara dan Negara-
negara Selatan, serta untuk mencari titik temu antara kedua aliran 
mcngenai hak asasi manusia itu, tetapi juga untuk mewujudkan 
sasaran pembangunan nasional kita sendiri, yaitu pembangunan 
Manusia Seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat In-
donesia. 
Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, hak asasi manusia 
adalah hak yang melekat pada kemanusiaan kita scndiri, yang tanpa 
hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Dengan demikian, 
eksistensi hak asasi manusia ini dipandang sebagai suatu aksioman, 
sehagai suatu yang bersifat given, dalam arti kebenarannya 
seyogyanya dapat dirasakan sccrara langsung dan tidak memerlukan 
pcnjelasan lehih lanjut. Adanya pengakuan terhadap hak asasi 
manusia ini diyakini akan mcmpunyai manfaat yang bcsar bagi 
kemanusiaan, sedangkan penolakan terhadapnya dapat menimbulkan 
kcrcsahan sosial. 
Yang masih mcmcrlukan clahornsi lanjutan dalam hubungan 
kenegaraan adalah," dalam dokumcn-manakah secara formal dapat 
kita temukan rincian hak yang akan diakui itu, apakah semangat 
y:mg mcresapinya, apakah status yuridis dari pengakuan tcrhadap 
hak asasi manusia itu, st:rta mekanisme apa yang dihutuhkan untuk 
menegakkannya hi la tcrjadi pelanggaran?". Jawaban terhadap per-
tanyaan-pertanyaan ini beraneka ragam. 
6.1 
7.3 Dua J enis Dvkumen dau Dua .41iran tentang Hak Asasi 
Manusia 
Ada dua macam dokumcn mengenai pcngak.ul\ln terhadap hak 
asas i manus ia 1n 1, ya itu yang bersifat . universal, disahkan oleh 
Pcrscrik<1 t:rn Bangsa-Bangsa , d.1n yang bersifat nasioi1al dan re-
gional, yang discpakati oleh suatu bang ·a d:1ri hinipunan ha 11 ,;;sa-
bangsa pada region lcrtcntu . 
Dala m dokumen jcn is pcrtarn a tcrdapal unlara.,lain . Universat 
Declaraliu11 of Human Rig/us tanggal lU at~sembt<~ N~48I disusul 
oleh du a dokum en penting lainnya dalam .tahun 1966, yaitu 
Interna tio11a l Covenant 011 Civil and Political Rights dan lntenw-
tional Covenant on Econom ic, Social and Cultu;al Rights, yang 
dilcugkapi dengan Optimal Protocol lo the International Covenant 
on Covil and Politica l Rights. 
Dokum cn-doku men pu kok ini merupakan The !11tematio11al 
Bill of HumanRights. Dalarn tahu n 1986 djumumkan; l<1gi The Right 
to Development. 
Pcrkembangan tcrakhir adalah disepakatinya Deklarasi Rio 
pada hulan Juni 1992, untuk mcmhcntuk The High Level Commis-
sion on Sustainable Development. 
Sct iap hangsa dan sctiap region dewasa ini memusatkan 
perhatian untuk menyusun suatu Deklarasi nasional:nya masing-
masing mcngcnai Hak Asasi Manusia, yang memuat haik pcngaku an 
tcrhadap hak-hak asasi manusia sccarn umum maupun p~nckanan­
pcnekanan khas nasional dan regional dari bangsa atau region yang 
bcrsangkutan. · · . · 
Untuk benua Amerika, telah ada American Convention 011 
Human Rights yang dium umkan tanggal 22 November 1969; untuk 
bcnua Afrika ada African Charter 011 Human and People's Rights 
yang di umumkan pada tanggal 27 Juni 1981; scdangka'n untuk 
ncgara -ncgara, ASEAN, pada tanggal 21--26 September 1992 yang 
lalu olcl1 ASEAN lnter-Parli111ne11tary Organiz.ation tdah diumum -
kan su.atu Re:mlution 011 Regional Guidelines .on- Human Rights in 
ASEAN. ' I ' 
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Untuk region Asia Pasifik, tanggal 25 sampai 28 Januari 1993 
Ji Jakarta berlangsung UN. Regional Workshop Oil Human Rights 
yang akan dibuka olch Presiden Soeharto. Lokakarya ini dis-
clcnggarakan langsung oleh U.N. Commission on Human Rights 
yang bermaarkas di knewa. 
Sctiap bangsa dapat mengumumkan pandangan nasionalnya 
scndiri nH.:ngenai hak asasi manusia ini. Di Asia, misalnya, bahkan 
Rcpuhlik Rakyat Cina, yang tank-tanknya menggilas anak-anak 
muJa di lapangan Tit:n An Men, sekarang ini telah mengumumkan 
~chuah dokumen nasionalnya dalam wujud Buku Putih yang 
bcrjudul Human Rights ill Cina. Dapat diperkirakan hahwa dengan 
dokumen itu, negara tersehut hendak memperbaiki citranya dalam 
cko nomis, oleh karena pemberian the most favored nation yang 
mengandung kemudahan-kemudahan dalam perdagangan dengan 
Amcrika Scrikat antara Iain bergantung kepada penghormatan 
terhadap tiga hal ini. 
Jika kita telaah sungguh-sungguh semangat yang meresapi 
dokum e n-dokumcn ll:rsehut, akan krasa adanya dua aliran 
pemikiran , yang dapat dinamakan schagai aliran liberal-individual, 
yang mengutamakan hak-hak asasi perorangan dan aliran 
komunitarian yang mc11gutamakan hak-hak masyarakat dan bangsa. 
Alinm pcrtama umumnya dianut oleh apa yang disebut sebagai 
"ncgara-negara Utara", sedangkan aliran kedua umumnya dianut 
okh "negara-negara Sclatan". 
Scpintas lalu, kelihatannya dua aliran terscbut scakan-akan 
bcrs ifat hcrtcntangan satu sama lain, dalam arti pcngakuan terhadap 
hak asasi manusia perscorangan akan hcrarti penolakan tcrhadap 
h'.:!k-hak masyarnkat negara . 
Namun, sesungguhnya kedua jcnis aliran ini mcngakui 
~·JD. sclur ,:han hak asasi manusia itu scbagai suatu Lotalitas. Pcr-
bcdaannya lagi-lagi terlctak pada prioritas dan titik berat. 
Pcrbedaan prioritas itu kclihatannya dipengaruhi olch pcr-
hcdaan latar belakang huJaya ncgara-negara yang bersangkutan, 
yang selanjutnya berakar pada pcrheJaan Iatar helakang sejarah 
masing-masing bangsa. 
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Dunia intcrnasional mcmang mengakui keabsahan vanas1 
kultural dan variasi nasio nal terhadap pengakuan hak asasi mansuia 
ini dt.:ngan tetap memperinga tkan bahwa dalam dunia yang semakin 
sali ng hcrga ntung sa tu s am a lai n, pcrlu dibangun sating m e-
ngerti . 
7.4 Status Yuridis dan Mekanisme Penegakafl Rak Asasi Manusia. 
Ada perhedaa n s ta tus yurid is anta ra Th e Universal Declaration 
of Human Rights ya ng khih mcrupakan dokumcn moral, sebaga i 
"common standard of achievement for all people and all nations" 
yang hcrkenaan dengan hak-h ak asas i manus ia , dengan dua covenan t 
yan g m enyusulinya , yang j ika diratifikasi olch suatu ncgara , a kan 
meru pakan dokum en hukum nas ional ncgara tersebut. D:ilam b ul an 
Oktohcr 1987, Economic, Socia l and Cultural Covenant sudah 
diratifikasi oleh 91 buah ncgara; Civil and Political Covenant oleh 
87 ncgara dan Optinal Protocal o lch 39 negara . 
Perlu menjadi perh atian kita , hahwa secara form al m:gar" k ita 
sama sekali belum meratifikas i dokumen-dokumen pokok ha k asas i 
manusia ini, yang menycbahkan secara formal pula negara kita 
ditempatkan dalam pcringkat hawah dalam pcnghormatan terh·1dap 
hak-hak asasi manusia . Berheda dengan Republik Rakyat Cina yang 
buru-buru mengumumkan Buku Putihnya tentang hak asasi manus ia, 
kita masih pcrlu berkonsensus untuk itu, untuk kemudian mengambil 
Jangkah-Jangkah untuk menyusunnya. 
Mekanisme Pcrscrikatan Bangsa-bangsa untuk menegakkan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia ini adalah The U.N. 
Commission on Human Rights, yang mulanya terdiri dari 18 orang 
anggota, kemudian berkcmbang menjadi 43 orang anggota yang 
anggotanya bersifat pribadi, tcrlepas dari kcwarganegaraan asalnya. 
Komisi ini dapat membentuk herbagai Sub Komisi atau Kelompok 
Kcrja untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 
Cara kerja utama Komisi ini adalah melalui pengkajian 
(studies) tcrhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik 
dalam suatu negara tertcntu maupun secara global. Terhadap 
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kasus-kasus pelanggar:in ya ng tc rjadi, kcgiatan komis i tcrbatas pada 
imbauan ser ta pcrsuasi. Kckuatan imbauan dan pcrsuasi ini tcrlctak 
padJ t.ckanan opini J uni:1 internasional !e rhadap pemcrintah yang 
hcrsangkutan. 
7 S B erbagai Visi te11la 11g Hak Asasi Manusia di Indonesia 
Mcm pcrhatikan pcmikiran yang bcrkembang mengenai hak 
nsasi m an usia di Indonesia scl ama ini, dapat dibedakan dcngan jelas 
adanya tiga visi da!am m:1syarakat, yang untuk semcntara dapat kita 
nam ab n sdiagai 11isi j'ilsafati, visi yuridis ko11stitusio11al dan visi 
politik, ya ng kctiganya terlih at masih bclum terkait satu sama 
!ai ·1. 
7.5. I \,fai Filsafati 
\'is: filsafati scbag ian besar hcrasal dari teologi agama-agama, 
;1;rng menempatkan jatid iri manusi a pada tempat yang tinggi seb;igai 
rna khluk Tuhan. 
Adaiah mcnarik pcrhatian bahw;i hampir tidak nda perbcdaan 
aja ran dar i agama-agama yang dipcl uk rakyat Indonesia mengenai 
t ingginya martabat manusia itu .. Dalam hubungan ini, rasanya 
bu kanlah suatu ha! y:rng kcbetulan bahwa dalam Penjelasan Un-
dang-Undang Dasar 1 'J45 sila Kcmanusiaan yang Adil dan Beradab 
her:i da dalam satu blim at clcngan sila Kctuhanan Yang M;iha Esa. 
Mungkin pemikiran itu jugalah yang mcnyebabkan Dr. Muh;immad 
H2tta yang Islam dan Prof.Dr.H. Drijarkara y;ing K;itolik scakan 
b D~ rscpak WN t mcny~but s il:1 pcrtama dan sila kedua itu schagai 
/,:11dusa11 morul dalam Pancasila , scdangkan sila ketiga, kccmpat 
d: '1 kclima schagai la ndas;in politik-nya 
Mcngingat dcmiki;m rc k g iusn , a rakyat Indonesia mengaitkan 
v1 s1 Indl ·n1.:sia dengan ajaran ag;1m:1-agn ma hukan saja secara 
ku ltural akan sa nga t 1cpai, tct:!r i jug;, sccarn ideologis dan 
konstitu sional amat ses uai . 1-Ld itu sckaligus aka n mcrupakan c iri 
kh:is pema haman Jn dun <.:s i:1 mcngen ;i 1 hak asasi manusia . 
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7.5.2 .Vtsi Yuridis-Ko11stiJusiona/ 
Vlsi' yuridisJk~nstitusional mengaitkan pemahaman mengenai 
hak asasi manusia itu dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung 
jawah negara Republik Indonesia sebagai suatu nation-state . 
•. . , ' t 
' . Be'rbeda dengan visi fil sa fa ti terscbut di atas yang dcngan 
relati f mudah dapat mempero leh kesamaan pendapat, dalam visi 
yuridis ini terdapat kesan gerak mundur maju . 
Dalam proses mempersiapkan berdirinya Republik Indonesia 
dalam tahun 1945, telah menjadi kisah klasik dialog antara 
Prof.Mr.Dr. Soepomo, yang walaupun juga mengakui adanya hak 
asasi manusia tetapi berkeberatan mencantumkannya dalam sunlu 
Undang-Undang Dasar yang disusun berdasarkan asas kekeluarga;:\n, 
karena pencantuman itu dirasakan akan merusak sistematika Un-
dang-Undang Dasar yang sedang disusun dengan Drs. Mohammad 
Hatta, yang walaupun menerima fabam kekeluargaan dan juga 
menolak paham perseorangan , namun merasa perlu tercantumnya 
beberapa hak warganegara , sebagai jaminan terhadap kemungkinan 
adanya kekuasaan pemerintah yang bersalah gun a. 
Kompromi dicapai dengan cara menyerahkan pengatu rannya 
lebih lanjut dalam wujud undang-undang Hal ini berarti mernper-
cayakan pengaturannya kepada Pemerintah serta Dewan Perwaki lan 
Rakyat yang akan terbentuk setelah Negara berdiri. 
Selain itu perlu kita ingat bahwa selain mengenal Undang-Un-
dang Dasar tertulis, para pendiri negara juga mengakui adanya 
Hukum Dasar Tidak Tertulis, yang tumbuh dan kembang dalam 
dinamika masyarakat dan bangsa itu sendiri. Dengan demikian jika 
kesadaran akan hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan ini 
benar-benar telah tumbuh dalam masyarakat, hal itu secara langsung 
dapat terwadahi dalam Hukum Dasar Tidak Tertulis ini. Tatanan 
yang ama t dinamis ini lebih dimungkinkan oleh penegasan Presiden 
Soebarto b ~Nhwa Pancasila itu sendiri adalah ideologi yang bersifat 
terbuka. 
. Dehat Soekarno-Hatta ini menimbulkan kesan seakan-akan 
Undang·Undang Dasar 1945 tidak menghormati hak-hak asasi 
manus ia, ·yang sudah tentu tidak benar. Soepomo dan Hatta sama 
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pendiriannya mengenai hak warganegara, walau berbeda pe-
mahamannya mengenai perlu tidaknya pencantuman hak-hak itu 
dalam Undang-Undang Dasar. 
Namun, pemahaman Soepomo sendiri mengenai hak asasi 
manusia dan hak warganegara juga berkembang setelah tahun 
1945. 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tabun 1949 dan Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1950, yang juga dirancang oleh 
Soepomo, memuat amat banyak pasal-pasal mengenai hak asasi 
manusia dan hak-hak warganegara ini. 
Pasal pertama dari Dasasila Bandung yang dihasilkan oleh 
Kon ferensi Asia Afrika tahun 1955, yang ikut dipelopori oleh 
Re;-iubl ik Indonesia , justru memuat pengakuan yang amat lugas 
terbada p hak-hak asasi manusia ini . 
hon~ tituante yang bersidang antara tahun 1956 sampai 
La hun 1959 bahkan tclah memperoleh banyak kesepakatan me-
ngcn<: i ra ncangan pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia ini. 
Pertentanga n idcologi mengena i dasa r negara ternyata tidak rnerem-
hes ke d a lam pembah:1sa n m <: ngen ni hak-hak asasi warganegara 
ini. 
Seyogyanya kemhali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak 
hai us herarti berkurangnya pengakuan terhadap hak-hak asasi 
T.1an usia, oleh karen a Undang-undang Dasar tersebut membolehkan 
pengaturannya dengan undang-undang. Suatu kemungkinan penaf-
sinn la innya adalah bahwa berdasar Pasal II Aturan Peralihan segala 
pcrkcmbangan pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia sebelurn 
ta hun 1959, yang tida k bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1·l45, ma sih tetap be rl a ku seb e lum dicabut , ditambah atau 
LL uhah. 
Nr1mun, pemahaman yang konstruktif seperti itu tidak terjadi 
k<lfena pe laksanaan Undang-Und;rng Dasar 1945 antara tahun 1959 
sampai 1965 malah dikaitkan dengan paham Nasakom, yang sangat 
didominasi Komunisme dan yang coute que coute membuat segala 
yang berbau Baral, baik atau buruk, ke keranjang sampah. 
67 
Paham mengenai hak asasi manusia, bagaimana pun memang 
"berbau Baral". 
Orde Baru merupakan koreksi total terbadap Orde Lama 
tersebut, berusaha menelaab kembali masalah hak asasi manusia ini, 
dan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen-
tara dalam tahun 1968 bahkan telah mempersiapkan scb uah 
Ketetapan Majelis mengenai hak-hak asasi manusia, yang sayangnya 
tidak sampai disepakati menj adi Ketetapan . 
Walaupun demikian, setapak demi setapak penerimaan secara 
yuridis terhadap paham mengt-nai hak asasi manusia ini berlangsung 
te ru s dal am Orde Baru . 
Sela in d i da lam Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan 
jamina n terhadap hak-hak asasi manus ia secara tersebar dalam 
Und a ng -Und a ng No mor 14 ta hun 1970 tentang Kekuasaan 
Keha kiman, Und ang-Undang Nomor 8 tabun 1981 mengenai Hukum 
A cara Pidana, dan dalam Undang -Undang tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
Se lain itu, dalam rangkaian penataran Pedoman Pengha yatan 
dan Pengamalan Pancasila yang dimulai sej ak tahun 1978 hcrdasar 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. TAP-II/MPR/ 1978, 
te lah di masyarakatkan pemahaman yang baku mengen ai t. ila 
Kemanu siaan yang Adil da n Beradab . 
Mengingat s ikap Orde Baru yang demikian positif terhadap 
hak asasi mansuia in i, sukarlah dipahami mengapa Republ ik 
lndoensi a be lum membulatkan wawasannya mengenai hak asasi in i. 
Dalam ha l ini kita bahkan telah ketinggalan jika dibandingkan 
dengan Republik Rakyat C ina, yang walaupun komunis dan 
mempero leh nama buruk dengan peristiwa Tien An Men , telah 
mengeluarkan Buku Putihnya mengenai hak asasi manusia yang 
bers ifat komprehensif. 
Suatu kemungkinan penyebabnya adalah oleh karena tersedot-
nya perhatian untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang 
dirasaka n pa ling mendesak, sehingga penanganan bidang hukum 
re la ti f terdcsak kc belaka ri g . 
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Namun , hal itu tidaklah berarti bahwa Rcpublik Indonesia tidak 
mengakui hak-hak asasi manusia dalam Pidato Akhir Tahun 1992, 
yang J itegaskan kembali Jalam Amanat Anggaran tanggal 7 Januari 
1993 , Presiden Soeharto telah menyatakan bahwa sebagai bangsa 
_'ang dijajah selama ratusan tahun, kila dapal mengatakan bahwa 
ki ta cukup tahu mengenai makna hak asasi manusia dan demokrasi 
ln l. 
Dengan akan ditingkatkannya sektor Hukum menjadi bidang 
Hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang akan 
datang, kita berharap akan semakin banyak produk-produk hukum 
yang akan melembagakan wawasan kila mengenai hal yang amat 
pen ting. 
7.5.3 Visi Politik 
Visi politik memahami hak-hak asasi manusia dalam kenyataan 
hidu p sehari-hari , yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi 
manus ia, haik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat 
maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Mereka yang 
hak-haknya dilanggar ini harus dibela, baik melalui proses peradilan 
di dalam negeri mupun dalam berbagai fora internasional mengenai 
perlindungan hak asasi . 
Visi ini banyak dianut oleh para advokat, serta para aktivis 
lemhaga swadaya masyarakat. Perhatian mereka terutama tercurah 
pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi rakyat biasa oleh kebijak-
sanaan pemerintah, sehingga am<it sulit membedakannya dengan 
kcgiatan politik hiasa. 
7.6 Posisi Republik Indonesia 
Republik Indonesia sejak tahun-tahun pertama kelahirannya 
mengandalkan dukungan internasional untuk kehadir~!rnya sebagai 
nation state. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 bahkan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala 
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bangsa, Jan o lch scbab itu maka penjajahan di atas dunia harus 
diliapuska n, ka rcna ilu tidak ses uai dengan peri kemanusiaan clan 
peri kea dilan . 
Dcnga n demikian Rcpuhlik Indonesia secara formal mcngak11i 
Jan mcndayag un akan ak:-.iom a hak bangsa-hangsa unt uk nH.:'«kk:t 
schaga1 ra ison d'e in: k<.:i 1l11 r.l11r vc1. 
Seper i sud ar \:1J '. as d• «D a~ J <1 sar-Jasa r wawasan tcntang l-
a<;asi manus ia d . !ndon c~; iWN ..;es ungguh r. ya sud<:h terdapat d1! 1" 
huda v<' serta a!;am a-agama yang dianut olch scluruh rakyai In -
dcin cs ia scndi ri. Hak asas i ma11usia perseora nga n dalam buday a dan 
agam a-agama ini dipamlang mcnyatu dcngan hak-hak masyarakat 
sccarn kesclu ruh an . 
Dalam perju anga n nas1 onal mcrnhchaska n diri dari pcnjajahan 
da n d;ila m mcmhcn tuk 1 cgara, clasar-dasa r wawasan tcrst.:bu l 
mcrnperc)lch bentuknya yang lch ih jdas. 
Wawasan formal mengcna i hak asasi ma nusia ini bertumhu r. 
sccara hertahap dala m clua dimcnsi , yaitu dimens1 ekstcrnal dabm 
rangka pcrlawan an mencnta ng kolonialismc da n impcri a li W~ r N N <... y'1 ,1g 
mcmhaw a pcngorhanan , kcscngs(l raan d(ln ketcrbclakangan kepad;i 
rakya t In donesi a, J an d1m cnsi int ern al cla la m rangk a pcnr' .. i tr 
cgara yang mcrdcka dan a lam perjua np:an mewuj ud!-:a n · ~ 1tu 
masy arakal yang adil dan makmu r di dala m Negara yang mcrd-:: !rn 
itu . 
Pcrjua ngan mcncntang kulon ialisme dan imperialismc hcrmula 
da ri kcs;1daran bahwa harkat dan martabat manusia Indonesia tcl ah 
clilangga r dcngan scmcna -n1 ena, yang menimb ulkan ra ngkaian pcr -
lawanan hcrscnja ta sccar.t llik.tl, da n hcrkembang dengan tumh uh-
nya kcsadaran n;L, iun al. 
Dal am pida tn pcmhcln annv.i , lndonesiu Menggugat di dcpan 
pcngatlil ;1n Bela nda da lam tahun 30an , Ir. Soekarno sccarn rin c i 
mcng ut ip a ngka -:1ngk a pcndapalan rakyat ya ng amat scngsa ra J i 
hawah koloniali<.rnc Bclanda. Di dinding-d inding Kola Ja"art a, 
da lam tahun 1945 para mahas1swa Jakarta yang bcrdiam d1 asrama 
Jalan Prap:1tan No 10 tl(jn Jal,rn Mcnteng No. JJ mcncoretkan kalimat 
b;iha:-.a lngg ris ini i ndmu.:siu never aKain the life hlood of any nation!" 
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Kesadaran inilah yang sel<1njutnya mendorong timbulnya gcrakan 
politik kebangsaan mcnuju terbcntuknya sebuah negara nasional. 
Pcrjuangan ini berhasil Jcngan herJirinya Repuhlik Indonesia. 
Dalam rangka pcndirian Negara yang merdeka dan dalam 
pcrjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, para 
pcndiri Negara bertikai pendapat mengenai imbangan yang sebaik-
baiknya antara kekuasaan Pemerintah dan Negara, dcngan hak dan 
kcmcrdckaan \\argancgara Para pendiri Negara akh1mya bcrscpakat 
balrna hak dan kemcrdckaan warganegara yang pokok-pokok diatur 
dalam Undang-Undang Dasar. tctap1 pengaturan lan_1utannya d1atur 
clalam undang-undang. 
Dalam penyusunan peraturan perundangan mengenai hak asasi 
manusia scrta hak warganegara ini telah digariskan beberapa acuan 
yar g jernih. Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan 
r: tk \ .it dan merupakan Negara Hukum, bukan negara yang ber-
dasarkan kekuasaan helaka. Pcmerintah dibentuk untuk melindungi 
scluruh b:rngsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
mcnwjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut rnelaksanakan kctertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
pcrdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Dal am hubungan itu Pancas ila sebagai dasar negara diamalkan 
mclalui pembangunan nasi onal yang bcrkelanjut:rn. Dalam pemba-
ngunan nasional, sumher daya manusia merupakan faktor penggerak 
dinamis yang sangat pcnting . Pcmhangunan nasioC1al itu sendiri 
bcrtujuan untuk mcmbangun Manusia Indonesia Seutuhnya dan 
pcmhangunan seluruh masyarakat Indonesia . Dcngan demikian, 
rnanusia Indonesia merupakan titik rolak <lan tujuan pembangunan 
nasional itu sendiri. 
Pengakuan terhadap hak asasi manusiil merupakan pengukuran, 
p ..: njaharan dan pclaksanaan upcrasional tfari sila Kemanusiaan yang 
Adil d:rn Beradah, yang merupakan suatu kcsatuan yang utuh dengan 
sib-sila Pancasila lainn ya. 
Dalam buhungannya dengan pembangun<1n nasional yang 
berkelanjutan, pengaku:rn terhadap hak-hak asasi manusia mem-
punyai makna memhcrikan peluang, ruang gerak, kepastian hukum, 
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sarana da n wahana 1-. c lt idupan, baik bagi setiap Warga-N ega ra 
Indonesia scndir i maupu n bagi orang asing yang bcrdiam di 
Indonesia , untuk mcngcmh angkan prakarsa dan kreativ itas nya 
sccara optima l da lam mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, hai k 
lah ir maupun batin . 
Da lam huhun g:111 a11 t:1rbangsa , pcngakuan tcrh ad;i p haL-!1 ,d, 
;isas i manusi a mcrnp;1ka11 l!;,;, kla ras i ianju tan terhad ap du1.ia lu:!: . 
da lam pelaksanaan tuj uan nasional Rcpubi ik lndone ·j;i keL"mpa 1, 
yaitu ikut melaksanakan kl.:tcrtiban dunia yang berdasarka n Lm l.: r-
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosi;il. 
Dalam pidato di dcpan Sid<1ng Umum PBB di New York 
tangga l 24 September 1992, Presiden Republik Indones ia Socha rl•> 
telah menya ta kan pend iri an negara-negara yang sedang berkemha n~ 
scpcrti tercantum dalam "The Jakarta Message", bahwa "Kam i 
men egaskan kcmbali bahwa hak-hak asasi dan kebebasan dasa r 
manusi a b erlaku sec<1ra universal. Kami menyambut baik 
kecenderungan yang semakin mcningkat ke arah dcmokras i dan 
sepakat untuk bekerjasama mcl indungi hnk-hak asasi manus ia bmi 
bcrpendapat bnhwa kemajuan ekonomi dan sosial dapat membantu 
tcrc.:apainya tujuan -tuju an tcrsebut. Namun tidak satu neg::i r:i pun 
berhak menggun aka n kekuatannya untuk mendiktekan kom:;::ps i 
dcmokras inya ataupun pandangan hak asasi manusianya scnd i i . i:i pa 
lag i mcmaksakannya, scbaga i kondisionalitas tehadap pih ak -11i1tak 
la in . Da lam mcningkatkan da n mclindungi hak-hak asas i ini, b mi 
mcnekankan adanya s;tling kcterkaitan antara hcrbagai kategori hak 
tcrschu t clan menyerukan agar tetap dijaga adanya hubungan yang 
seimhang antara hak-hak pcrscorangan dan hak-hak masya -rakat 
Kami mcnegasbn kcmhali ba hwa kompctcnsi dan tanggung-jawab 
dalam pc laksana:rn hak-hak tc rscbut tcrletak pada masing-mas ing 
Pemerintah . Maka dari itu , ncgara-negara non blok akan mengkoor-
dinasikan posisi mereka dan berperan sccnra aktif dalam kcgiatan 
pcrsiapan Kon ferensi Duma kc-2 mcngenai Hak Asasi Manusia 
hulan Juni 1993 , agar dapat mcnjamin bahwa Konfcrcn si mcmbah as 
scmu;i aspck hak asasi manusia bcrdasarkan prinsip-prinsip univer-
sa litas , ke tcrkaitan yang tak ll.:rpisahkan Jan objektivitas, tanp;i 
mengutamakan jcnis h:ik yang sa tu alas yang lainnya ." 
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7.7 Pekerjaan Rumah Kita Se/anjutnya 
Pidato Presiden Soeharto tersebut di atas merupakan suatu 
"pekerj aan rumah" bagi hnngsa Indonesia, agar dalam Konferensi 
Dun in ke-2 dalam bulan Juni 1993, Republik Indonesia telah siap 
Jengan wawasan yang lebih komprehensif dan lebih terpadu 
mengen a i hak-hak asas i manusia ini , yang merupakan penjabaran 
dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menyatu dengan 
s ila-sila Pancasila lainnya, dan dalam rangka menindak Ianjuti 
kumitmen nasional dalam "The Jakarta Message" yang telah 
d isampa ikan di depan Sidang Umurn PBB. Rasanya kita memer-
!u kan adanya suatu Deklarasi Indonesia tentang Hak-hak Asasi 
Manusia. 
Unsur-unsurnya kita sarikan dari Pancasila dan Undang-Un-
da r.g D asar 1945, dari ag ama-agama yang kita anut, dan dari tebaran 
keten tu an yang sudah ada dalam herbagai perundang-undangan kita 
selama in i. 
O leh Departemen Luar Negeri, yang selama ini telah banyak 
wcna ;> g ;1ni masalah hak asasi manusia ini dan membela Republik 
lndon.:si<· di berbagai fora antarbangsa , scrta oleh berbagai pejabat 
pemerintah yang berpr iha t in terhad ap masa lah hak asas i manusia 
in i, tela h dapat Ji kembangkan seperangkat prinsip yang dapat 
di pergunakan untuk me nyu s un dekl arasi ters ebut sebagai be-
rikut: 
(a) prinsip universa/itas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi 
man usia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, 
karena jelas tercantum dalam Piagam Jan Deklarasi PBB dan oleh 
karcnanya merupakan bagian dari kete rikatan setiap anggota 
PBB. 
(h) prinsip pemhangunan 11usio11a!, yaitu bahwa kemajuan 
d;.onorn i dan sosia l rr.d ;l\u i kL:b erhasilan pembangunan nasiunal 
Jnpnt me mhantu tercapain ya lujuan me ningka tkan demokras i dan 
pcr lindungan terh adap hak-ha k asas i m;i nus ia. 
( c) prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia (prinsip "in -
divis ibility") , yailu herhaga i jenis ata u kategori hak-hak asasi 
manusia , yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan 
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hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di lain pihak; dan hak-hak 
asasi perseorangan dan hak-hak asasi masyarakat atau bangsa secara 
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
( d) prinsip vbjektivitas a tau non-se/ektivitas, yaitu penolakan 
terhadap pcndekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan ha k-hak 
asasi pada suatu negara oleh pihak Juar, yang hanya menonj o lkan 
sa lah satu jenis hak asas i manusia saja mengabaikan hak-hak asasi 
manusia lainnya. 
(e) prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan dan kese-
larasan antara hak-hak persi;o.a ngan dan hak-hak masyarakat dan 
bangsa , sesuai dt:ngan kodrat manusia scbagai makhluk ind iviuu 
dan makhluk sosial sekaligus . 
(f) prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan 
pcrlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetcnsi dan 
tanggung jawab nasional. 
(g) Prinsip negara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak 
asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-a turan 
hukum, baik hukum tcrtulis maupun hukum tidak tertulis . 
Seandainya dapat disusun dalam waktu dekat ini, Deklaras i 
Indonesia tentang Hak Asasi Manusia tersebut perlu dimasyaraka t-
kan secara luas ke dalam dan ke luar negeri, khususnya da iam 
rangka persiapan menghadapi Konferensi Dunia Ke-2 mengena! Ha k 
Asasi Manusia bulan Juni 1993. 
7.8 Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: 
S ebuah Gagasan 
Sebagai alternatif dari imbauan dan persuasi yang diiringi oleh 
tekanan opini internasional , seperti yang dipergunakan oleh Komisi 
Hak Asasi Perscrikatan Bangsa-Bangsa, salah satu langkah yang 
dapat kita ambil adalah membentuk sendiri suatu Komite Nasional 
Indon esi a untuk Hak-Hak Asas i Manusia. 
Baik dalam jajaran pcmerintahan maupun di dalam masyara kat 
kita sudah cukup banyak organisasi-organisasi yang bergerak dalam 
penegakan hak asasi in i. 
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Sejak bulan Februari 1991 tahun lalu pada Departemen Luar 
Negeri tel ah dibentu k Panitia lnterdepartemental Mengenai Hak-
liak. Asasi Manusia dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan 
?olitik Luar Negeri. Dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut 
lc rcantum duduknya beberapa pcjaba t A BRI. 
Dengan Keputusan Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Rep ublik Indonesia Norncr 71/Pi mp/ IV/ 1991 tanggal 13 Agustus 
JQ92 yang lalu telah dibentuk Kelompok Hak Asasi Manusia dan 
Kelompok Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dewan Per-
wakilan Rakyat Repuhlik Indonesia. Walaupun sebagian anggota 
Kelompok tersebut tidak duduk lagi sehagai anggota DPR RI, 
namun sebagian Jagi masih duduk dan kelibatannya masih tetap 
bcrm in at untuk melanjutkan kegiatannya . 
Di antara organisasi kemasyarakatan yang secara mendasar 
mcmpunyai panda ngan yang komprt.:h cns if mengenai kcmanusiaan 
pcr lu k ita sebut maj e lis -majelis umat agama di Indonesia, yaitu 
MUI , PGi, KWI, Walubi dan PHD. 
Dan akhirnya ada herbagai organisasi pcngacara dan lembaga 
s vadaya masyarnkat yang sudah lama bergerak dal am kegiatan 
penegakan hak asas i manusia ini . 
Sesuai dengan paham kesatuan dan persatuan yang kita anut, 
komite tersebut seyogyanya merupakan schuah badan terpadu yang 
bcrsifat semi-pemerintah di bawah perlindungan Pemerintah 
Republik Indonesia, dan terdiri alas unsur-unsur pemerintah yang 
relevan dan tokoh-tokoh kepemimpinan masyarakat sendiri. 
Keikutsertaan Pemcrintnh Republik Indonesia dalam badan 
nasional ini dapat dipcrtanggungjawahkan sesuai dengan The 
Universal Declaration of Human Rights, yang tetap memberikan 
peranan kepada the nation state dalarn penegakan hak asasi manusia 
ini. 
Badan terpadu tersebut di atas bertugas mengkaji dan 
merumuskan penjabaran lanjut konscps i Indonesia tentang hak asasi 
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manusi a, menyebarluaskan rumusan tersebut ke masyarakat dan para 
pcn yc le nggara ncgara, m enampung clan membantu menycleng-
gara kan masa!ah -masa lah hak asasi, serta mengkom unikasikan 
waw asan In donesia mcngenai hak asasi manus ia ke luar negeri . 
Masa lah yang pcrlu JiJ&Wab lebih lanjul , "siapakah yang ~ a n;~ 
m.:ngamb il prakar!>a m emhLntu k bac!:.11 te rs ·out? Peni1.. , '',d· ! 
Masyara kat '! ABRI?" 
7.9 Masalah Berikutnya: Penegakan Demvkrasi 
Seperti sudah kita ulas dalam bagian awal tulisan in1 , suatu 
masalah yang sama penlingnya dengan masalah hak asasi manu·; i11 
in i adalah masalah demokrasi. Pertanyaan tunggal yang timru i 
dalam hal ini adalah," apakah peranan ABRI dalam menega kka :i 
dem okrasi?" 
Dalam dokumen Darma Pusaka 45 tahun 1972 juga kita dapati 
komitmen yang sama terhadap demokrasi ini, khususnya dcmnkras • 
Pancasila bcrdasar Undang -U ndang Dasar 1945. Komitmcn yang 
sama juga tercantum dalam pasal 28 Undang-undang No. 20 tahu n 
1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara . Kita perlu mcm •k;rkan 
bagaim a na wuj ud penjabara nnya dalam tahap perkemb angan 
kehidu pan dunia dewasa in i. 
Adalah jelas bahwa pcrwira -perwira ABRI dalam lemb aga -
lembaga perwakilan tclah menjadikan ABRI sebagai salah sa tu 
kekuatan d e mokrasi, dal am ha! ini kekuatan demokrasi Pan -
casila . 
Tctapi apakah ha! itu berarti sekaligus ABRI mengembangkan 
demokrasi itu sendiri? Bagaimana caranya ABRI mengembangkan 
demokrasi itu? Mengapakah demikian banyak kritik terhadap ABRI 
mengcnai masalah ketcrhukaan? Belum saatnyakah ABRI m eng-
adakan mawas diri mcngcnai masalah ini dan membuka komunikas i 
lebih luas tlengan masyarakat, scperti yang pernah diamanatkan 
Presidcn Socharto kcpatla Lcmhaga Pertahanan Nasional ini 
scndiri ? 
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Perlu kita ingat bahwa demokrasi Pancasila itu sendiri berkem-
bang dinamis, sejalan dengan semakin majunya taraf pendidikan 
serta taraf kehidupan masyarakat. Aspirasi dan tuntutan masyarakat 
tumbuh dan berkembang, yang dengan sendirinya mengharuskan 
ABRI ikut turut bertumbuh dan berkembang selaras, serasi dan 
seimbang dengan dinamika masyarakat itu . 
Mampukah ABRI memenuhi tantangan masa datang ini? 
Mestinya mampu namun perlu kita perhatikan adanya kekhawatiran 
dan kerisauan mengenai cakupan besarnya peranan ABRI ini. Yang 
dipersoalkann bukannya peranan politik ABRI. Hal itu sudah 
diterima dan diakui. Yang merisaukan sebagian orang adanya 
intensitas dan ekstensitas peranan itu, yang secara sadar atau secara 
tidak sadar dapat menjadi hambatan bagi demokrasi dan kedaulatan 
rakyat. 
Ternyata kerisauan itu bukan hanya terdapat pada kalangan 
sipil, tetapi juga pada kalangan perwira tinggi ABRI sendiri, baik 
yang telah purnawirawan maupun yang masih aktif, dari angkatan 
1945 mau pun dari generasi muda. Hal itu dapat dipahami secara 
posit;f sebagai indikasi bahwa semangat demokrasi dan penghor-
matan terhadap kedaulatan rakyat benar-benar hidup dalam kalangan 
ABRI sendiri. Dengan demikian membuktikan bahwa ABRI benar-
benar menolak militerisme, totaliterisme dan diktatur militer, seperti 
yang pernah dicanangkan sejak tahun 1967 dan dalam berbagai 
kesempatan sesudahnya. 
Pandangan Angkatan 1945 dan perwira tinggi purnawirawan 
antara lain pernah ditampilkan oleh Letnan Jendral Dr. T.B. 
Simatupang. Dengan mengacu kepai:ia buku Arnold Toynbee, "The 
Failure of the Saviour With The Sword", beliau berusaha mencari 
jawaban yang mendasar mengenai hubungan militer da demokrasi. 
Beliau benar-benar risau terhadap peringatan Toynbee bahwa mus-
tah ii mengharapkan timhulnya demokrasi dari pihak militer. Oleh 
karena itu, Simatupang perpendirian bahwa demokrasi harus tumbuh 
dalam masyarakat sendiri, sedangkan peranan ABRI adalah men-
ciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat itu menjadi 
demokratis. 
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Pamlangan Sim:itupang ini mcmang terasa amat teoritikal, dan 
beliau benar-benar menyadari hat itu. Bcliau bahkan amat sadar 
wawasannya mcngenai peranan ABRI dalam demokrasi itu 
merupakan suatu mission impossihle, dan ia mengaku bahwa ia 
sering kalah. 
Pandangan gencrasi penerus dan perwira tinggi yang masih 
aktif antara lain pernah ditampilkan oleh Mayor Jenderal TNI T.B. 
Sil<.il ah i, MBA, Dalam sebuah artikel pada harian suara Pcm-
haharu an bcbcrapa waktu yang lalu. Silalahi menyampaikJn 
kcrisauannya terhadap miskomunikasi dan kecurigaan bertimbal 
batik yang tcrjadi antara pcrwira stafnya lulusan Akademi Militer 
di jajaran Kodam IV/Diponcgoro, dengan kalangan kampus per-
guruan tinggi. Silalahi khawatir akan dampaknya di masa datang, 
mengingat dari dua sumber inilah akan berasal kepemimpinan 
bangsa ini di masa datang. 
Bagaimana pun, masalah ini memang perlu dijawab secara 
mendasar, baik secara tcoritikal maupun dalam prakteknya di 
lapangan. Masalah hak asas i manusia dan penegakan demokrasi 
tidaklah sederham1. 
Menteri Sekretaris Negara, Mayor Jenderal TNI Drs. Moerdino 
mempcringatkan bahwa demokrasi adalah institusi politik yang 
relatif modern, dan oleh karena itu kita masih harus bcl ajar 
bcrdemokrasi dalam vcrsi ukuran besar dan modern itu. Kita harus 
membangun demokrasi itu secara sadar, berencana dan bersungguh-
sungguh . 
Demokrasi modern memang berasal dari Baral, para pendiri 
Republik amat banyak mengutip istilah-islilah Belanda, Inggris, 
Pcrancis dan Jerman dalam Pcnjelasan Undang-Undang Dasar 1945 
untuk menunjukkan konscp-konsep Baral yang mereka pergunakan. 
Dalam bidang politik masa lah yang kita hadapi adalah bagaimana 
memhentuk struktur kenegaraan modern yang demokratis itu di alas 
kultur tradisional ki la, dem ikian Moerdiono. Kita perlu memulai 
pengkaj ian masa lah ini sccara lcbih mendalam. 
D<l lam huhungan dcn ga n hak asas i manu sia , perlu kita per-
h<J tikan b<Jhwa hahkan Pcrsc ri katan Bangsa-Bangsa sendiri sed<J ng 
mcngada kan pengkaj ian tc rus-rncneru s mengcnai konscp hak-hak 
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asasi ini serta wujud pcnjabarannya. Salah satu hal yang memer-
lukan jawaban urusan urgen adalah makna pembatasan hakasasi 
manusia perseorangan oleh kepcntingan umum serta kepentingan 
negara. 
Jika kita memulai studi mengenai hak asasi dan demokrasi ini 
sekarang, belumlah terlalu terlambat. Lagi pula hal itu perlu dalam 
mcngamalkan Pancasila dan memajukan pembangunan nasional 
yang bertujuan memhangun Manusia Indonesia Seutuhnya dan 
pembangunan scluruh masyarakat Indonesia itu. 
Dcmikian sekedar ulasan untuk menggugah perhatian kita 
terhadap kompeksitas masalah hak asasi manusia, sebagai bagian 
dari tiga keprihatinan universal saat ini, bersama dengan demokrasi 
dan kelestarian lingkungan. 
BAB VIII 
PENUTUP 
8.1 HAM sebagai Masalah Aklua/ 
Akhir-a khi r ini Ji m edia massa di dalam maupun di luar neger., 
m<ls alah Hak-hak Asasi Man usia menj adi m asa lah yang hangat. Hal 
in i dapat dimaklumi 
( 1) Sccara umum dapatlah dikata kan bahwa topik HAM m erupakari 
sala h sa tu dar i tiga keprihatinan umum yang dira~ab;; o leh 
hangsa-bangsa di duni a dalam penghujung abad ke-20 abad 
in i. Kctiga keprihatin an umum ini itu ialah : HAM , demok-
ratisasi dan pcl estarian lingkungan hidup. Tiga ha l yang 
sehelum ini terlihat sekedar sebagai masalah akademi k yang 
hanya menarik min at para ilmuwan, dewasa ini telah masuk 
ke dalam agenda para perumus kebijakan negara dan berk(;m -
bang menjadi acuan dalam komunitas antar bangsa dan negara. 
(2) Setiap bulan Dcsembcr, sejak tahun 1948, permasalahan HAM 
memang sudah menjadi topik pembicaraan yang ramai. Hal ini 
dilakukan untuk memperingati diterimanya Piagam Hak-Asasi 
Manusia oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948. 
Sudah merupakan semacam kelaziman bila di sekitar tanggal 
JO Desember sctiap tahun media massa mengangkat kembali 
HAM sebagai topik yang aktual. 
(3) Secara khusus perlu dicatat adanya perhatian terhadap HAM 
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yang muncul dalam kaitan dengan huhungan bilateral ataupun 
multilateral antara negara-negara maju di satu pihak dengan 
negara-negara sedang berkembang di lain pihak atau mungkin 
lebih tepat lagi antara negara-negara donor di satu pihak dengan 
negara-negara penerima bantuan di lain pihak. Sering muncul 
salah pengertian dalam kaitan dengan HAM . Persoalan HAM 
hampir senantiasa dihadapi oleh negara-ncgara penerima ban-
tu an dalam huhungan mereka dengan negara-negara donor. 
8.2 Dikotomi Antara Universalisme dan Partikularisme 
Salah satu masalah yang menonjol, baik dalam berbagai 
sem inar, dalam tulisan-tulisan di media massa, ialah adanya 
dikotomi antara apa yang bisa disebut "universalisme" dan "par-
t1kuia risme". 
Mereka yang menganut sudut pandang "universalitis" me-
ngatab n bahwa HAM itu universal, berl aku di mana-mana . Ini 
I .:: r;1r ' ~ ;!c' a uku ran yang sa ma yang dapat dipakai untuk men era 
1·clak:,ana.1n HAM haik Ji "Barat" ma upun di "Timur", di negari-
n!..!geri "sedang btrkembang", di "Utara" rnaupun Ji "Selatan" . 
Mcn:ka yan g mcnga nu t sudut pandang yang "part iku larist is" 
111cnga!(l kan bahwa setia p ba ngsa memiliki pcrsepsi ien tnng HAM 
n ;; s ing-mas ing scsu<li dc ngan !at:.H be lakang sosial budayn )'3''k; 
nd.1. lni hcra rti hahwa sctiap bangsa, sc ti ap kehudayaan , mempun yai 
i. kuran HA M-nya sc ndir i. Tid::i k ada ukur~in umum ya ng dap::it d::i n 
ru ll h di paksak <l n kcp;1d;1 ncgara -ncgarn clan h;rngsa-h<1 ngsa lai n, 
JrJ1usu-; nya kepa cla 1 cg a r ; NJn ~ga ra "sc:l:ing hcrkembang" dan bangsa-
hang .; ·1 "nnn- Ba ra•" Pcmak <> :wn scm<1c1m ini Ji :rnggap mcrupakan 
~ ·ma ._·arn "im per; !N"W~ NN N• ·· ,l; il an1 l'c ntuk "impcria iisme hu d;i ya''. 
8.3 Tiga Tataran D i.,I Il .\ I 
Kes impangsiuran da lam diskusi tc ntang "universali smc" dan 
''partikulari smc" itu tu utama diakibatkan karena terj adi percam-
puradukan tiga tataran diskusi tentang HAM. Harus dibedakan tiga 
tataran dalam diskusi tentang HAM : 
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(1) Tatataran filosofis atau prinsip moral umum 
HAM sebagaimana termuat dalam Piagam PBB 10 Desem-
ber 1948 memang merupakan prinsip moral yang bersifat umum. 
Piagam ini bersifat universal, dan berlaku tidak hanya di 
negara-negara yang menjadi anggota PBB saja, tetapi juga bagi 
umat manusia secara kcseluruhan. Manusia di mana-mana sama, 
utuh, dan memiliki harkat kemanusiaan yang sama pula sebagai 
makhluk cipataan Tuhan Yang Maha Esa . 
Pada tataran kemanusiaan yang berkeutuhan ini, tidak dapat 
dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki konsep filosofis 
tentang HAM yang unik dan khas, yang sangat berbeda dengan 
bangsa-bangsa lain . Sebagai bagian dari umat manusia yang 
menyejarah di seluruh dunia, maka bangsa Indonesia turut ambi l 
bagian dalam kesadaran universal tentang hak-hak asasi manusi ::i 
scbagai unsur pent ing dari peradaban manusia dalam kurun 
scja rah masa kini. Tidaklah kebetulan, bahwa sila kedua dar i 
Pancasila herhun yi "kemanusiaan yang adil dan beradab" . 
A kan tetapi, scb uah pr ins ip moral umum tidak dapat segc r~· 
atau begitu saja dipakai untuk menera praktik-prakti k konkrcl. 
Karena pra ktik-prakt ik atau tindakan -tindakan konkre: itu 
d ila kukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor korikre '. 
seperti kondisi-kondisi sesaat dan setempat, selain memang 
mempertimbangkan prins ip-prinsip moral itu . Menera prakt ik-
praktik dan kebijakan-kebijakan konkret dengan prinsip un iversal 
in i, tanpa mcmpcrhatikan kondisi-kondisi partikular, hanya akan 
merupakan kerancuan antara dialog filosofis dengan diskusi 
menyangkut kehijakan praktis. 
(2) Tataran ideologis atau yuridis-konstutusional 
Tataran ideo log is atau yuridis-konstutusional bo leh 
dikata kan merupa kan "tataran menengah". Dalam tataran ini , 
prinsip moral universa l kc dalam dan disesuaikan dengan kondis i 
dan hudaya se tempat menjadi "kaidah-kaidah moral" atau "prin -
s ip-prinsip moral tingkat mencngah" . Kekhasan a tau par-
tikularitas yang ada pada tataran ini tirnhul karena kekhasan pada 
"konfigurasi nilai" , akihat adanya "prioritas nilai" . Sudah hisa 
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diduga bahwa, biarpun sebagai pnns1p filosofis umum HAM 
diakui sebagai universal, namun pada tataran ideologis 
sebagaimana tercermin dalam sumber dari segala sumber tertib 
hukum akan terdapat kadar partikularitas sampai tingkat tertentu, 
yang dikarenakan oleh adanya perbedaan-perbedaan menyangkut 
prioritas nilai atau menyangkut konfigurasi nilai. Pengalaman 
sejarah dan pengalaman budaya sebuah masyarakat tentunya 
sangat berpengaruh pada wawasan ideologis dalam hal HAM ini. 
Pengalaman historis bangsa Indonesia selama tiga ratus lima 
puluh tahun berusaha melepaskan budaya yang diakibatkan oleh 
letak geografisnya yang merupakan ajang ppertemuan pelbagai 
kebudayaan besar didunia barang tentu menimbulkan wawasan 
ideologis tentang HAM ini, bangsa Indonesia memberi prioritas 
khusus ataupun penekanan khusus pada beberapa di antara 
hak-hak-hak universal tersebut. Misalnya hak atas kebebasan 
hcragama, yang bagi sementara bangsa lain barangkali tidak 
terlampau relevan, di Indonesia merupakan salah satu hak yang 
sangat dijunjung tinggi. 
(3) Tataran pelaksanaan atau politis 
Pada tataran pelaksanaan ini , praktik penghotmatan HAM 
dapat berbeda-beda, biarpun prins ip moral universal tidak Ji-
langgar sama sekali. Hal ini discbabkan pada tataran pclaksanaan 
HAM ada "priorit as tindakan". Sebuah negara barang kali pada 
suatu saat tertentu membcri prioritas pada terjaminnya hak-hak 
dcmokrasi , karena ta raf hidup rakyatnya sudah cukup tinggi, 
sedangkan negara la in barangkali akan lebih memprioritaskan 
hak-hak yang menjarnin kcsejahtcraan ra kyatnya terlcb ih dahulu 
J:111 nclctakka n hak-flak d DmoJkr ~; DJi pada uru ta n bcr ikutnya. 
Untuk rm.o1il ,. 1 •P 1ka 1 pciaksana:in praktis ini sesuai atau 
tic.l ak dengan HA \11 scbagai prinsip u11iversal, haruslah !ebih 
.J:1hulu ditelaah clan J i:1 lami penjabaran prinsip universal itu ke 
clala:n wawasa n ideolugis , clan kemucl ian pelaksanaan prn klis itu 
disoroti dari wawasan ideiogis yang kurang lebih khas itu. 
Tanpa pemahaman tentang sifat partikuler dari wawasan 
ideologis itu, tanpa pemahaman tent-·mg kondisi situasional dari 
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pcnerapannya, maka sulitlah kita menilai suatu kebijakan praktis 
semata-mata dari HAM scbagai prinsip filosofis atau prinsip 
moral umum. Menilai pclanggaran HAM dalam kehijakan atau 
tindakan praktis suatu negara hanya berdasarkan prinsi-prinsip mo-
ral umum ini hanya akan terasa sebagai tuduhan yang tidak dida-
sari pada pemahaman, yakni pemahaman tentang wawasan ideo-
logis khas dan kondisi konkret negara bersangkutan. Tuduhzn se-
macam ini m~ncampuradukan dialog filosofis dan debat tentang 
kehijakan konkrct. Kalau dipaksak:m, ha! ini akan terasa sebag:o i 
usaha c.ampur tangan dalam kedaulatan suatu negara, khususnya da-
lam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan praktis yang 
scsuai dengan situasi dan kondisi dalam negeri negara tersebut. 
(4) Dapatlah Llisimpulkan, hahwa harus dibedakan adanya tiga 
talaran dalam pcmhicaraan tcntang HAM. Tataran pertama ia lah 
lataran filosofis, yang mclihat HAM sebagai prinsip moral 
umum. Dalam tataran ini yang bcrlaku ialah univcrsalitas, 
karcna schagai prins ip moral umum HAM menyangkut ciri 
asasi kcmanusiaan sctiap manusia. Tataran kedua ialah tataran 
icdeologis, yang mclihat HAM Llalam kaitannya de11gan hak-
hak kewargancgaraan . Dalam tataran ini sampai tingkat tertentu 
ada partikularitas, karcna yang diatur bukan lagi manusia 
sebagai manusia , mclainkan manusia sebagai warga suatu 
ncgara tcrten tu . Tata ran kctiga adalah ta ta ran kebijakan praktis, 
yang juga mcmpcrhitungkan situasi konkret kc dalam pcrtim-
bangannya . Pada tataran ini, termuat kadar partikularitas yang 
amat tinggi. 
2.4 HAM lndividu dan HAM Masyarakal 
Pcrbcdaan pendapat dalam wacana tentang HAM tidak hanya 
disebabkan oleh perbeLlaan antara universalisme dan partikularisme 
serta perbedaan menyangkut tiga tataran diskusi. Perbedaan pcn-
dapat itu juga muncul karena HAM adalah hak-hak rnasyarakat. 
Ada yang rncnganggap bahwa HAM adalah hak-hak individu. 
Pcrhedaan ini sarnpa i tingkat tertentu juga disebabkan oleh per-
heLlaan latar belakang huLlaya : antara hudaya yang lcbih "kolcktivis-
tis" dan hudaya yang lchih "individualistis". 
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Tidak jarang dinyatakan, khususnya oleh pihak-pihak di 
negara-negara sedang berkembang, bahwa pelaksanaan HAM 
sehenarnya pun sudah terjadi dengan baik di negara-negara sedang 
herkembang. Biasanya ditunjukkan bahwa kemerdekaan nasional 
merupakan bukti terjaminnya HAM dan bahwa perjuangan pem-
bebasan tidak hanya merupakan upaya yang didorong oleh 
nasionalisme tetapi juga merupakan usaha heroik untuk menegakkan 
HAM yang universal itu. Hal ini ditandaskan pula dalam Pembukaan 
UUD 1945, yakni "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
peri keadilan". 
Namun, pelaksanaan HAM secara kolektif tersebut rupa-
rupanya belum dianggap cukup oleh pihak yang menegaskan 
perlunya ditegakkan hak-hak asasi individu. Kemerdekaan bangsa 
harus pula secara konkret dalam kebebasan individu para warganya. 
Lcpasny a negara dari belenggu penj ajahan haruslah secara konkret 
ter iiha t pula dalam kel e luasan para warganya untuk menikmati apa 
yang menj adi ha k-hak asasinya, untuk bebas dari ketakutan, untuk 
behas m ..,ngekspres ibn apa yang ing in dinyatakan, untuk hebas 
bcrser ikat, untuk h cbas da ri kemiskinan, un lUk diperlakukan sama 
cii dcpa n hukum , <.!a n la in -sehaga in ya. HA M tidak hanya rcl evan 
da lam pcncaturan intern asio na l ant ara agam a yang satu denga n yang 
J,1i n. Tid ak kurang penting dari itu , HA M j uga pcrl u diperhati kan 
da '. am pcrgaul an an ta rm anus ia J i da lam ncgeri se ti ap negara . HAM 
ka rcna itu m crupakan tolo k ukur dal am pcrgaul an dengan ncgcri-
ncg:er i la in da n sc kaligus to lok ukur J a lam pcrgau lan antarindividu 
dan <tntara indiviJ u denga n ncgara di dalam negeri sendiri. 
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Lampiran 1 
PERNYATAAN SEDUNIA TENTANG HAK-HAK 
ASASI MANUSIA 
MUKADIMAH 
Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan 
hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota 
keluarga kemanusiaan , adalah dasar kemerdekaan, keadilan , dan 
perdamaian di .dunia . 
menimbang bahwa mengakibatkan dan memandang rendah 
pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan 
bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan, 
dan terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap 
kenikmatan kebebasan berbicara dan agama dan kebebasan dari 
ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang 
tertinggi dari rakyat jelata. 
Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindu ngi ol eh 
peraturan hukum supaya ora ng tidak akan terpaksa mem ilih pcm -
berontakan sebagai usaha guna menentang kelaliman dan pen -
jaj ahan . 
Menimhang bahwa persahabatan antara negara-negara per! u 
dianjurkan . 
M enimhang bahwa hangsa-bangsa dari Perserikatan Bangs:1-
bangsa telah menyatakan sckali lag i dalam Piagam kepercayaan 
mere ka akan hak-hak dasar dari manusia, akat martabat da n 
pernghargaan sescorang manus ia dan akan hak-hak yang sa ma dari 
laki-l aki maupun pcrcm p uan dan tclah memutus ka n akan 
memajukan kemaj uan so~ial dan tingkat penghidupan yang lcbill 
baik dalam kemerd ekaan yang lebih luas. 
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Menimbang bahwa Negara-negara Anggota telag berjanji akan 
mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan 
hak-ha k menusia kebebasan-kebebasan asas, dalam kerjasama de-
ngan Perserikatan Bangsa-bangsa. 
Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan 
yang benar dari janji ini. 
MAKA MAJELIS BESAR MEMPROKLAMIRKAN 
Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Manusia Ini sebagai suatu 
baku-pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, 
J engan tujuan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam 
masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini akan 
bcru!Oa ha , dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi 
penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan 
dengan j a lan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional 
maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya 
yang umum dan efektif, haik oleh hangsa-hangsa dari daerah yang 
ada di hawah kekuasaan hukum mereka. 
Pasal 1 
Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat 
dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai aka! dan budi dan 
h·:: ndaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 
Pasal 2 
( 1) Setiap orang berhak alas semua hak-hak dan kebebasan-
kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada 
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kecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, 
bahsa , agama, politik atau pendapat lain, asal mula kcbangsaan 
kemasyarakatan, milik kelahiran atau kedudukan lain. 
(2) Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar 
kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari 
negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara 
yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, nonselfgoverning atau 
yang di bawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan. 
Pasal 3 
Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan 
keselamatan seseorang. 
Pasal 4 
Tiada seorang juapun boleh diperbudak atau diperhambakan; 
perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti 
dilarang. 
Pasal 5 
Tiada seorang juapun boleh dian iaya atau diperlakukan secara 
kej am , dengan tak mengingat kemanJsiaan ataupun dengan jalan 
perl a kuan atau hukum yang menghinakan. 
Pasal 6 
Setiap o rang herhak alas pcngakuan sehagai manu ~ia p1 ihadi 
tcrhadap undang-undang di mana saja ia bcrada. 
Pasal 7 
Sc kalian orang adalah sama tc:rhadap undang-undang dan 
herhak atas pcrlin dunga~ hukum yang sama dcngan tak ada 
pcrhedaan. Sekalian orang yang berhak atas perlindungan yang sama 
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terhadap perbedaan yang memperkosa Pernyataan ini dan terhadap 
scgala hasutan yang ditujukan kepada perbedaaan semacam ini. 
Pasal 8 
Setiap orang bcrhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-
hakim nasional yang kuasa -c.erhadap tindakan perkosaan hak-hak 
dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara 
atau undang-undang. 
Pasal 9 
Tiada scorang juapun b<J leh ditangkap, ditahan atau dibuang 
secara scwenang-wcnang. 
Pasal 10 
Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya 
didengarka n suaranya di mu ka umum dan secara adil oleh peng-
aJi !an yang me rdeka da n t~ N k memihak, dalam hat mcnetapkan 
hak-hak dan kewajiba n-kew<1jibanny;i dan dalam setiap tuntutan 
pidana yang ditujukan terhadapnya . 
Pasal 11 
( 1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan 
pclangga ran pidana dianggap tak bersalah , sampai dibuktikan 
kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pe-
ngadilan yang terbuka , d::in ia di dalam sidang itu diberikan segala 
jamin an yang pcrlu untuk pembelaann ya. 
(2) Tiada scorang juapun boleh dipersal ahkan melakukan 
pelnnggran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak 
mcru pakan stu pelanggaran pidan yang menurut undang-undang 
nasiona l atau internasional , ketika perbuatan tersebut dilakukan . 
Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat 
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daripada hukuman yang seharusnya dikenakan katika pelanggaran 
pidana itu dilakukan. 
Pasal 12 
Tiada seorang juapun dapat diganggu dengan scwenang-
w en a ng dalam urusan perscorangannya, keluarganya, rumah-
tanggan ya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diper-
ke nanbn pelanggaran atas kchormatan dan nama baiknya. Setiap 
orang mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-
gangguan atau pclanggaran-pelanggaran demikian. 
Pasal 13 
( 1) Sctiap orang berhak alas kehebasan bergerak dan berdiam 
di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. 
(2) Sctiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk 
negerin ya scndiri, dan berhak kembali ke negerinya. 
Pasal 14 
( 1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian 
di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran. 
(2) Hal ini dapat dipergunakan clalam pengejaran yang bcnar-
henar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan 
politik atau dari perhuatan-perbuata1 yang bcrtentangan dengan 
tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa. 
Pasal lS 
( 1) Setiap orang berhak alas sesuatu kewarganegaraan 
(20 T iada scorang juapun dengan semena-mena dapat 
dike luarkan dari kewargancgaraan atau ditolak haknya untuk 
mengganti kewarga-negaraannya . 
Pasal 16 
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Pasal 16 
(1) Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, 
dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarga-negaraan atau 
agama, berhak untuk mcncari jodoh untuk membentuk keluarga. 
Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam 
perkawinan dan di kala P'i!rceraian. 
(2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama 
suka dari kedua mempelai. 
(3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat 
pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari 
masyarakat dan Negara. 
Pasal 17 
(1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik diri sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain. 
(2) Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan 
semena-mena . 
Pasal 18 
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin 
dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau 
kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keper-
cayaannnya dengan cara mengajarkannya, beribadat dan mene-
patinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan 
baik tempat umum maupun yang tersendiri. 
Pasal 19 
Setiap orang yang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mem-
punyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan 
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untuk mencari, menerima dan menyampaikan ketcrangan-kete-
ranga n dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan 
tiJak mcmandang batas-batas. 
Pasal 20 
( 1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul 
dan bcrapat. 
(2) Tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu 
perkumpulan. 
Pasal 21 
( 1) Setiap orang herhak turut scrta dalam pemerintahan 
negcrinya sendiri, ha ik dengan Iangsung maupun dengan perantaran 
wakil-wakil yang dipi lih dengan bebas . 
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 
diang kat dalam jabatan pemerintah negerinya. 
(3) Kemauan rakyat h::irus menjadi dasar kekuasaan pemerin-
lahan ; kemauan ini harus dinyatakan dalam pcmilihan -pemilihan 
berkala yang jujur dan yang di lakukan menurut hak-hak pilih yang 
bcr<>ifat umum dan berkesamaan, sert<1 dengan pemungutan suara 
yang ra hasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin 
kebehasan mengt:luarkan suara. 
Pasal 22 
Setiap orang sebagai anggota masyarakat, bcrhak atas jaminan 
sosia l dan berhak mclakukan dengan perantaraan us<Jha-usaha 
nas ional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi -
orga n isas i serta sumber-sumher kekayaan dari setiap negara, hak-
hak ekonomi, sosial dan kcbudayaan yang perlu guna martabatnya 
pcrkembangan bebas prihadinya. 
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Pasal 23 
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas 
memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil 
serta baik dan atas perlindungan terhadap kepada pengangguran. 
(2) Setiap orang, dengan tidak ada perbedaaan, berhak atas 
pcngupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. 
(3) Setiap orang yang melakukan perkerjaan berhak atas 
pengupahan yang adil d11n baik yang menjamin kchidupannya 
bersama dengan keluarga11.ya, sepadan dengan martabat manusia, 
dan jika perlu tambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. 
( 4) Setiap orang berhak dan memasuki serikat-serikat sckcrja 
untuk melindungi kepentinganannya. 
Pasal 24 
Setiap orang berhak <.1tas istirahat dan liburan, termasuk juga 
pembatasan-pemhatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan 
berkala dengan menerima upah. 
Pasal 25 
( 1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin 
kesehatan dan keadaan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk 
soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, 
scrta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan 
diwaktu mengalami pengangguran, sakit, menjadi invalid, janda, 
lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena 
keadaan yang di luar kekuasaannya. 
(2) lbu dan akan-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan 
istimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun 
di luar perkawinan, harus mendapat pcrlindungan sosial yang 
sama. 
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Pasal 26 
( 1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran . Pengajaran 
harus dcngan cuma -cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan sekolah 
rcndah da tingkatan dasar. Pengajaran sckolah rcndah harus diwajib-
kan . Pcngajaran tehnik dan kejuruan harus lerbuka bagi semua orang 
u"n pe1igajaran tinggi harus dapat dima~uki den;;an car ;• yang ,;am a 
okh scm ua orang, bcrJasarkCin keccrdasan. 
(2) Pengajaran harus ditujukan kc arah pcrkembangan pribacli 
yang scluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan 
terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran haru s 
mempertinggi pengert ian, rasa saling menerima serta rasa per-
sahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau 
golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan 
Pcrserikatan Bangsa-Bangsa dan memclihara perdamaian. 
(3) lbu -ibu mernpunyai hak utama untuk mernlih macam 
pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. 
Pasal 27 
( 1) Setiap orang berhak turut serta dengan bebas dalam hidup 
kehudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan seni dan untuk 
turut serta dalam kemajuan ilmu pengetabuan secara mendapat 
manfaatnya. 
(2) Setiap orang berhak untuk diperlindungi kepentingan-
kepentingannya, mora l dan materiil yang didapatnya sebagai hasil 
dari sesuatu produksi dalam Iapangan ilmu pengetahuan, kesu-
sastraan atau kescnian yang diciptakan sendiri. 
Pasal 28 
Setiap orang bcrhak atas suatu susunan sosial intcrnasional di 
dalam mana hak-hak dari kehehasan-kehehasan yang termaktub di 
dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. 
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Pasal 29 
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu 
masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengem-
bangkan pribadinya dengan penuh dan bebas. 
(2) Di dalam menjalankan hak-hak kebebasan-kebebasan setiap 
orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak 
dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-
syarat benar dari kesusilaan, tata-tertib umum serta keselamatan 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
(3) Hak-hak kehehasan-kebebasan ini sekali-sekali tidak boleh 
dija lankan dcngan cara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan 
dasa r-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa. 
Pasal 30 
Tiuak sesuatu pun dalam pernyataan ini boleh diartikan 
membcri kepada salah satu Negara, golongan ataupun seseorang, 
s:;sua tu hak untuk mclakukan suatu keg iatan atau scsuatu perbuatan 
yang bcrtujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang 
tcrmaktub dalam pernyataan ini . 
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Lampiran 2 
Pcrsamaan pasal-pasal Undang-undang Dasar (Sementara) Republik 
Indonesia dan Universal Declaration of Human Rights (UNO) 
Undang-undang Dasar (Semcntara Universal Dcclration of 
Republik Indonesia 1950/ 1945 Human Rights (UNO) 1948 
Pasal 7 ayat (1) Article 6 
Pasal 7 ayat (2) Article 7 
Pasal 7 ayat (3) Article 7 
Pasal 7 ayat ( 4) Article 8 
Pasal 9 ayat (1) Article 13 subsection I 
Pasal 9 ayat (2) Article 13 subsection 4 
Pasal IO Article 4 
Pasal 11 Article 5 
Pasal 12 Article 9 
Pasa l 13 ayat (1) Article IO 
Pasal 14 ayat (1) Article 11 subsection 1 
Pasal 14 ayat (1) dan (3) Article 11 subsection 2 
Pasal 16ayat(l) Article 12 
Pasal 17 Article 12 
Pasal 18 jo 43 (2)/29 (2) Article 18 
Pasal 19 Article 19 
Pasal 20/28 Art irk 20 subsection I 
Pasal 22 General Assembly resolution 
217 B 
(III) document A/C 3/306 
Pas;il 23 ayat (I) Article 21 subsection I 
Pasal 23 ayat (2) 
Pasal 26 ayat (1) 
Pasal 26 ayat (2) 
Pasal 28 ayat (1) dan (2)/27(2) 
Pasal 28 ayat (3) 
Pasal 28 a yat ( 4) 
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Article 21 subsection 2 
Article 17 subsection 1 
Article 17 subsection 2 
Article 23 subsection 1 
Article 23 subsection 2 
Article 23 subsection 3 
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Lampiran 3 
DIREKTOWA I !;) I•; · · -\H & 
NU.Al TRAU 1S ·O,AL 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 1945 
PEMBUKAAN 
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
da n o leh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan 
ka rena tidak sesua i dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. 
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam-
pai ke pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengan-
tarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gcrbang kemerdekaan negara 
Indonesia , yang m erde ka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
A las berkat rahmat A llah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 
ya ng bebas, maka rakyat Indo nesia menyatakan dengan ini kemer-
dc kaannya . 
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
ncgara Indonesia yang me lindungi segenap bangsa Indonesia dan 
se lu ruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum , mencerdaskan kehi dupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
kctertiban dunia y(lng herdasa rkan perdamaian ahadi dan keadilan 
sos ial, maka disu sunl ah ke mcrdekaan kebangsaan Indonesia itu 
da lam suatu Undang-und ang Dasar negara Indonesia, yang tcrbentuk 
da lam suatu susunan negara Rcpublik Indonesia yang berkedaulatan 
ra ky at dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, 
kcm anusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 
kerakakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . 
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